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BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR | TAHUMN 2006
TENTANG

FEDOMAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PEMDAPATAN DAN BELANIA DAERAH

KABUPATEMN JEPARA TAHUN 2007

BUPATI JEPARA,

bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan-kegatan yang
dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten lepara Tahun 2007 dapat tepat waktu, tepat muty,
tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfzal, perlu
disusun Pedoman Pelaksanzan Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah  Kabupaten Jepara Tahun 2007 yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

1.

Undang-Undang Momor 13 Tahun 1950  tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang MNomor 2B Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan MNegara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolesi dan Nepotisme {Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor /5, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 3851);
Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Megara (Lembaran Megara Republik Indonesla Tahun 2003
Momor 47, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indanasia Maomaor 4286);

Undang-Undang Momor | Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan  Megara  {Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momor 5, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nemor 4355),

Undang-Undang  Momaor 10 Tahun 2004 tentang
Pambentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Megara  Republik  Indonesia Tahun 2004 Momor 53,
Tambahan Lembaran Megara Republix Indonesia MNomor
4389},
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Pemerintanan  Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Momor 125, Tambahan Lembaran

Megara Republik Indonesia Momor 4437) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undana Maomor 8 Tahun 200%

tentang  Pepetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Mamor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

Afas Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang

Femerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Momor 108,

Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor

4548);

i Unda?mal_mdang Momor 33 Tahun 2004  fentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah  Pusab dan
Pemerintab Dasrah (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2004 Momor 126, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Momaor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Momor 24 Tahun 2004 fentang
Standar Akuntansi  Pemerintzhan  (Lembaran  Megara
Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 49, Tambzahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Momaor 4503);

O, Pergturan Pemerintah Momor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelclaan Keuangan Daerah (Lambaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2005 Momor 140, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momaor 4578);

10, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tabun 2005 Momor 165;

11, Peraturan Pemerintah Momar & Tahun 2006 tentang
Pengelalaan  Barang  Milik Megara/Daerah  (Lembaran
Megara Republik  Indonesia Tahun 2006 Momor 20,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor
4609);

12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Momor 80 Tahun
2003  tentang Pedoman  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2003 Momor 1207, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Momor 85 Tahun 2006
tentang Perubahan Keenam Keputusan Presiden Momaor B0
Tehun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuvangan Daerah,

14, Keputusan Mentari Dalam Negen Nomar 152 Tahun 2004
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

15.Peraturan Daesrah Kabupaten Jepara Momor 17 Tahun 2001
tentang Retribusi Pelayanan  Administrasi  (Lembaran
[azrah Tahun 2001 Momaor 20);

16.Paraturan Daerah Kabupaten Jepara Momor 11 Tahun

2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas

FPokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekeetariat

Dewan  Pernwakilan  Rakyat Daerah Kzabupaten Jepara

(Lembaran Daerah Momor 22 Tahun 2003, Tambahan

Lembaran Daerah Momor 8);
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tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara
(Lembaran Daerah MNomor 9 Tahun 2003, Tambahan
Lembaran Daerah Momor 9);

18.Peraturan Daerah Kahupaten Jepara Momor 13 Tahun 2003
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Daerah Kabupalten lepara (Lembaran
Dasrah Momor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran
Daerah Momor 10);

19, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Momor 10 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokak Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran [Dasrah Tahun 2006 Momor 10, Tambahan
Lembaran Dasarah Momar 3);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Momor 11 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang  Milik
Daerah  (Lembaran Daergh Tahun 2006 Momor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

MEMUTUSKAM :

PERATURAM BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSAMNAAN
AMGGARAN  PEMDAPRPATAN  DAMN  BELANIA  DAERAH
KABLUPATEM JEPARA TAHUN 2007

Fasal 1

Pedoman Pelzksanaan Anggaran Pendapalan dan Belanja
Daerah  Kabupaten  Jepara Tahun o 2007 merupakan
pedaoman teknis terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanjz Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007,

Pasal 2

Pedoman  Pelaksanzan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Cacrah Kabupaten Jepara Tahun 2007 ini disusun dengan
maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud :

a, Sebagai arahan bagi aparat di Jajaran Pemerintah
Kabupaten Jepara dalam melaksanakan Angogaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara
Tahun Anggaran 2007,

b.  Agar pelaksanazn pembangunan  yang  Lelah
dilaksanakan dapat mencapai keterpaduan dan
KESErasEan,

2. Tujuan :
a. Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan
shinggs kegistan-kegiatan permbangunan Lahun ini

diharzpkan lekih baik dari tahun sebelumnya.

b,  Meningkatkan efektifitas dan efisiensi yang dapat
diketahui dengan indikator kinerja kegiatan yang
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sasaran dan tepat manfaat.

. Mewujudkan kesatuan arah dan pola pelaksanaan
kegiatan - kegiatan pembangunan di Kabupaten
lepara.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dasrah Kabupaten Jepara Tahun 2007 sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1| tercantum  dzlam  Lampiran yang  tidak
tarpisabkan dari Peraturan ini.

Pasal 4
Hal-hal vang belum cukup diatur dalam Pedoman Pelaksanaan
Angagaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2007 ini akan diatur oleh Bupati,

Pasal 5
Semua  biaya yang limbul sebagar akibat  ditetapkannya
Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dasrah Kebupaten Jepara Tabun 2007.

Fasal &
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Aonar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan in dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Desember 2006

WARKIL BLIRFATI JEFARA,

ALT IRFAN MUKHTAR
Liundangkan di Jepara
Paclz tanggal 30 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH
EABUPATEMN JEPARA

M. EFFEND

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR lli



LAMPIRAM PERATURAMN BUPATI JEPARA
Momor @ | B Tarue oo

Tanggal : 2o Cepder Lopl

PEDOMAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007

BAB I

PENDAHULUAN

MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk menuju pengelalaan kegiatan pembangunan ke arah yang lebih baik,
bersih, transparan, akuntabel dan beranggung jawab, diperlukan suatu
padoman untuk pengelolaan kegiatan dalam APBD Kahupaten lepara Tahun
2007, '

Pedoman  pelaksanaan ini diharapkan akan dapat dicapal pelaksanaan
Anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun
keugngan dan  mempunyai  kemanfaatan seta  mampu  meningkatkan
kesejahleraan masyarakal banyak (outcomea dan benefit),

Peryusunan Pedoman Pelsksanzan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah
Kabupaten lepara Tahun 2007 ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan :

1. Sebagai arahan bagl segenap aparat di Jajaran Pemerintah Kabupaten
Jepara dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerzh
Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2007,

2. hoar pelzksanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan dapat mencapai
keterpaduan dan keserasian,

3. Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan tahun

ini diharapkan lebih baik dari tahun sebalumnya.

Meningkatkan efekiifitas dan efisiensi yang dapat diketahui dengan

indikator  kinerja  kegiatan  yang  tepat wakiu, tepat mutu, tepat

administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat.

5. Agar terdapat kesatuan arah dalam pencapaian visi dan misi Pemearintah
Kahupaten lepara dan pola pelaksanaan kegiatan di daerah.

Al

Berkaitan hal  tersebut di atas, szngat diperlukan perhatian dari Pimpinan
Perangkat Daerah terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pedoman Pelaksanaan ini ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan
vang bersumber dana darn Pemerintah Pusat (Dana Alokas) Umum, Dana
Alokasi Khusus, Bantuan Luar Megeri), Pemerintah Propinsi (2P.0.A,

1



Ingub.) dan dana yang dihimpun dari masyarakat luas {(PAD) sehingga
keseluruhannya harus dimanfaatkan sebesar-besamya bagi kepentingan
masyarakat.

Program/Kegiatan yvang ada harus dapat didayagunakan sebesar-besarnya
untuk meningkalkan produktifitas dan peningkatan kualitas pelayanan
masvarakat serta  pemberdayaan masyarakat, pengamanan dan
perlindungan sesial vang dalam pengelolaznnya diperlukan tindakan yang
efisien dan efeklif, hamat dan tidak boros.

Meningkatkan kualitas aparatur lembaga dan sistem pada masing-masing
perangkat daerah  wang  berkaitan  erat  dengan  peningkatan
profesianalisme aparatur, keahlian dan ketrampilan yang memadai pada
bidang tugasnva, etos kerja, dadikasi dan disiplin bnagi.
Kegiatan-kegiatan Pembangunan Daerah agar diupayakan sejauh mungkin
dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, baik di perkotaan
maupun perdesaan denaan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku,
Meningkatkan  koordinasi, integrasi dan  sinkronisasi antar  Instansi
dilingkungan Pemerintah  Deerah dengan berbagai pihak vang terkait
dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah.

Permasalanan atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, yang tidak
dapat diselesaikan oleh para Bimpinan Program/Kagiatan agar segerd
dilaporkan kepads Bupatl Jepara Up. Bappeda Kabupaten Jepara, Bagian
Fengendalian Pembangunan dan Bagian Keuangan Sebtda Kzbupaten
lepara sesual dengan permasalahan yang dihadapi,

Sejalan dengan hal-hal tersebut distas juga supaya memperhatikan adanya
prinsip-prinsip angagaran serta dalam rangka mewujudkan Good Govérnance
dalarm Tahun Anggaran 2007 harus memenuhi azas-azas :

1

Transparans
Adanva kepecayazn timbal-balik antara pemerintah dan  masvarakat
melalul penyediaan informasi dan jaminan kemudahan dalam mempercleh
informasi yang akurat dan memadai (informasi kebijakan publik yang
menyangkut kepantingan orang banyak mudah diakses dan terbuka bagi
masyarakat)

Fartisipasi

Mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyvampaikan
pendapat dalam  proses pengambilan  keputusan vang menyanghkut
kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung

Akuntabilitas

Para pengambil keputusan dalam segala hidang yang menyangkut
kepentingan masyarakal luas harus memiliki akuntabilitas dan harus
bertanggung jawab terhadap apa yvang telzh dipotuskan

Profesionalisme

Meningkatkan kemampuan dan meral penyelenggara pemerintahan agar
mampu memberi pelayanan yvang modah, cepat, tepat dengan biaya
terfangkau

Efisionsi dan Efektifitas



Menjamin  terselenggaranya  pelayanan kepads  masvarakat  dengan
menggunakan  sumber  daya wang  forsedia secara optimal  dan
oertanggung jawab

Wawasan ke depan

Membangun dacrah berdasarkan wisi dan strateai yvang jelas serta
mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan (tercipta
rasa memiliki dan tanggung jgwab dari masyarakat atas pembangunan
didaerah)

Penegakan hukum

Penegakan hukum vang adil bagi semuz pihak tanpa pengecualian,
menjurjung tingg HAM dan memperhatikan nilai-nilai yvang hidup dalam
masyarakat

Daya tanggap

Meningkatkan kepeckaan para penyelenggara pemenntahan terbadap
aspirasi masyarakat tanpa kecuali {pemerintah bukan sebagai penguasa
melainkan memberi pelayvanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat)

Kesetaraan
Memberi peluang yang sama bDagi setiap anggota masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan

Pangawasan
Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dengan melibatkan swasta dan masvarakat luas

AZAS UMUM PELAKSANAAN APBD

APBD sebagai kebijakar Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip @ hemat, tidak mewah, efektif
dan efisien dan sesuai dengan ketentuan Perundangan.

Semua Penecrimaan Dasrah dan Pengeluzran Qaerab dalam rangka
pelzksanzan umum Pemerintahan Daarah dikelola dalam APBD.

Jumlah Belanja yang dianggarkan dalam APED merupakan batas tertinggi
untuk setiap pengeluaran Belanja,

Cisamping hal tersebul dilzrang melakukan pengeluaran atas beban
anggaran Belanja Dasran untuk tujuan yvang tidak fersedia anggarannya
dan atau yvang tidak cukup tersediz anggarannya dalam APBD,

PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN S5ATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerjz Perangkat Daerah {DPA-SKPD)
merdpakan acuan yang harus dipedoman dalam kelancaran Pelzksanaan APBD
harus mendapatkan pengesahan [ persetujuan Sekretaris Daerah dengan
mekanisme sebagai berikut :



Paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan masing-masing Kepala
SKPD menyusun dan menyampaikan Rancangan DPA-SKPD kepada Bupati
Cq. Sekretaris Daerzh sehagar keordinator Pengelolzan Keuangan Daerah,
Rancangan DPA-S5KPD sebagaimana tersebut dalam point 1 diverifikasi
oleh  Tim  Anggaran  Pemerntah  Daerah (TAFD) dengan  susunan
keanggotaannya  meliputi SKPED [ Bagian Keuangan, Bappeda, Bagian
Pengendalian Pembangunan, Bagian Hukum dan Organisasi, Assisten
Pemerintahan, Assisten Perekonomian dan Pembangunan, Assisten
Administrasi.

Dalam  melaksanakan  tugasnya TPAD  mendelegasikan  sebagian
keweanangannya untuk penelitian DPA SKPD kepada Tim Peneliti DPA-
SKPD yang susunan keanggotaznnya meliputi Bappeda, SKPKD / Baglan
Keuangan dan Bagian Pengendalian Pembangunan.

Verifikasi atas Rancangan DPA-SKPD dilaksanakan paling lambat 15 (ima
belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Bupali tentang Penjabaran
APBD,

Berdasarkan hasil verfikasi, Pejabat Pengelola Keuvangan Dacrah (Bagian
Keuangan) mengesahkan Rancangan DPA-SKPD dengan  persetujuan
Sekretaris Dacrah,

DPA SKPD yang sudah disabkan disampaikan selambat-lambatnva 7
(tujuh} hari kerja kepada :

a)., Kepala Satuan Kerja Pengawasan Daesran,

b). BPK.

Dalam penyusunan DPA-SKPD disusun dengan format 0L (Lerampir).



A.

BAB II

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

BENDAHARA PEMERIMA,

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Anggdaran Pendapatan Dasrzh dimasing-
masing SKPD yang mengelola sumber Pendapatan Daerah mengusulkan
Bendahara Pernernma untuk ditetapkan  dengan Keputusan Bupati lepara
dengan kriteria sebagai berikut :

PMS yang memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun.

Pendidikan minimal 5LTA atau golongan serendah-rendahnya I1/a,
Tidak diperkenankan perangkapan Jabatan,

Diutamakan yang memilik: ijasah Kebendaharaan.

L

Dalam pelaksanaan tugas sebagai Bendahara Penerima di samping menerima,
menyimpan, manyetor, mermbayar, menyarahkan idan
mempetrianggungjawabkan  penerimaan . uang  yang  berada  dalam
pengelalaanmya juga perlu memperhatikan bal-hal sebagai berikut

. Semua penerimaan Daerah  dilakukan melaloi Bekening Kas  Umum

Daerah.

Wanbh menyetor selureh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah

selambat-lambatnya dalam waklu 1 (satu) hari kerja.

Khusus Wilayah Kecamatan Karimun Jawa untuk penvetoran penerimaan

k2 Hekening Kas Umum Dasrzh selambat-lambatnyva dalam wakiu 7

{bujuh) hiari kerja.

4. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yvang sah dan lengkap atas
setoran dimaksud,

5. Melaksanakan penatausahaan  pengrimaan  dengan cara mencatat
penerimaan di Buku Kas Umum Penerima dan merekapitulasi penarimaan
harian.

i, Bukti penarimaan dan bukti setoran harus dipertanggungjawahbkan kepada
PPED selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

7. Dilzrang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan
perdagandan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak
sebagai penjamin atas kegiatan /pekerjaan dimaksud.

8. Dilarang membuka Rekening dengan nama pribadi pada Bank atau Giro
Pos denoan Lujuan pelzksanzan APBD.

4. Dilarang menyimpan Wang, Cek atau Surat berharga lebih dari 1 {satu}
hari kerja.

1. Bukti penernma atad Surat Tanda Setoran (5TS5) menggunakan contoh
farmat 02 {terlampir).



DOKUMEN YANG DIGUNAKAN.

Dokumen vang harus disediakan dalam menunjang tugas Bendahara Penerima
antara lain ;
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[3PA Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Dasrah,
Angaaran Kas.

Buku Kas Umum Penarimaan,

Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH),
Surat Ketetapan Pajok Daerah (SKP Dasrah),
Surat Ketetapan Retribusi (SKR).

Surat Tanda Setoran [STS).

Buku Simpanan / Bank,

Buku Setaran / Mota Kredit.
Penerimaan-penerimaan per Rincian Obyek,
Reqister Penerimaan Kas,

Bukti Panerimaan lainmya vang sah.

ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PENERIMA.

Altasan langsung Bendahara Penerima adalzh Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah selaky Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengouna Anggaran yang
meampunyai tugas :

Mengintensitkan  Pendapatan Daerah yang menjadi wewsenang  dan
tangaung jawabnya baik mengenai jumlah maupun kecepatan penyetoran
ke Rekening Kas Umum Daerah.

Mengadakan pengawasan ¢/ pemeriksazn kepada Bendahara Panerima
terhadap lugas-tugas Kebendaharaan.

Melaporkan pemasukan Pendapatan yang menjadi tanggung jawab SKPD
sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah kepada Bupati Cg. SKPD
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Ci samping melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna
Anggaran / Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran juga perlu memperhatikan
hal-hal sebagai berikut

1

2

Dilarang melakukan pungutan  selain dari vang  ditetapkan  dalam
Peraturan Daerah.

Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan Daerah tidak dapat
dipargunakean langsung untuk pengeluaran.

semua penerimaan Daerah yang berbentuk Uang harus disetor ke Kas
Urmum Daerah dan berbentuk Barzng menjadi milik [/ aset Daerah dan
dicalat sebagai inventaris Daerah.

Pengendalian atas kelebihan Pajak, Retribusi dan sejenisnya dilakukan
dengan membebankan pada rekening yang bersangkutan apabila terjadi
dalam tahun anggaran yang sama sedangkan pengendalian kelebihan
penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada
Fekening Belanja Tidak Terduga.



INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH.

Calam upaya peningkatan Pendapatan Daesrab, baik melalui intensifikasi
maupun ekstensifikasi Pendapatan Dasran maka dibentulk Tim Intansifikasi dan
Ekstensifikasi Pendapatan Daerah dengan keanggotaznnya meliputi Sekretaris
Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, SKPKD / Bagian Keuangan, Bagian Hukum
dan QOrganisasi, Assisten  Pemerintahan, Assisten  Perekonomian  dan
Fembangunan, Assisten Administrasi.

Adapun tugas-tugas Tim adalah sebagai berikut

1. Mempercepat dan memonitor pelaksanaan Pendapatan Daerah,

2. Mengkaji tarif Perda Pendapatan Daerah yang tidak sesual dengan kondisi
Daesrah dan mengusulkan adanya pembahasan tanf ke DPRD.

3. Melzksanzkan ekstensilikas [ penogalan sumber pendapatan haru yang
tidak maembehani masyarakat.

4. Mepentukan target income sebagai acuan pencapaian Pendapatan Daerah
vang manjadi wawenang SKPD,

BENDAHARA PENERIMA PEMBANTWU.

Bendahara Penerima Pembantu Pencapatan dapat dibentuk cleh Kepala SKPD
dengan ketentuan

Adanya pendapatan Dzerah yang tersebar.

Jumiah pungutan setoran dinilai terlalu kecil,

Kondisi geopgrafis Wajib Pajak [ Retribusi yvang tidak memungkinkan.
Bertugas membanty dan mempertanggungjawabkan kepada Bendahara
Fenerima,
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A,

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

UMUM

Hal-hal yvang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
bagi SEPD adalah sebagai berikut .

1.

Setiap pengeluzran Belanja atas beban APBD harus didukung dengan
bukti vang lengkap dan sah serta mendapal pengesahan oleh Pejabat
vang berwenzng (PPE-SKPD) dan bertanggung jawab atas kebenaran
materiil yvang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pengeluaran Kas vano mengakibatkan beban APED tidak dapat dilakukan
sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD cditetapkan dan
ditempatkan dalam Lembaran Dasrab kecuali untuk Belanja yang
persifat mengikal dan bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan
Kepala Daerah.

Belanja yang hersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam point 2
diatas adalah Belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus
dialokasikan oleh Pemda dengan jumlab yvang cukup untuk keperluan
setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti Belanja
Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, sedangkan Belanja yvang bersifat
wajib adalah Belanja wuntux termgaminnya kelangsungan  pemenuhan
pendanzan  pelayanan dasar masyarakat antara lain : Pendiclikan,
Kesehatan atau melaksanakan kewajiban dengan pihak ke II1

Relanja Bunaoa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial,
Belanja Bagi Hasi, Belanjz Bantuan kKeuangan dan Belanja Tidak
Terduga hanya dapat dianggarkan dalam SKPED [/ Bagian Ksuangan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan, Bupall menstapkan Pejabat
Pengelola Keuangan Dasrah (PPKD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan
Kerjz Perangkat Daerah (PPE-SKPD) sebagai berikout

ks

PPKD dijabat cleh kepala Bagian Keuangan selaku SEPED mempunyal
tugas ;

ap.  Manyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan
Daerah. |

b, Penyuesun Rancangan APBD dan Hancangan Perubahan APBD,

£).  Melaksanakan Fungsi BUD.

d). Menyusun Laporan  Kewangan  dan Perfanogung  jawaban
Pelaksanaan APBD.



Kuasa BUD.

Dalam  melaksanakan  tugasnya PPED [/ Bagian Keuangzan selaku
Bendahara Urmum Daerah melimpahkan kepada Kuasa BUD sebagai

Beribut :

a). Kasubbag. Perbendaharaan dan Kas Dazrah :

1)
2
3}

43,
53,

Meryiapkan SPR / Surat Penyediaan Dana,

Menerbitkan Surat Persetujuan Pencairan Dana (SP20).
Melakukan Pembayvaran  berdasarkan  permintzan Pejabat
Fengguna Angaaran,

Manyimpan dan mengelcla penempatan uang Dasrah,
Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD
oleh Bank dan atau Lembaga Kewangan yang ditunjuk.

by, Kasubbag. Anggaran :

L],

2).
3).

4].

Memyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan
APBD.

Menyusun Anggaran Kds.

Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah
Casran.

Melaksanakan pengelolaan vtang dan pivtang Daerah.

£). Kasubbag. Akuntansi dan Verifikasi
Selaku Kuasa BUD mempunyai tugas ;

1]. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan  Keuangan
Dasarah.
2).  Menyajikan informasi Keuangan Daerah.
3 Mernyusun Laporan Kewvangan  Dasrah dalam rangka
partanggung jawaban pelaksanaan APBD.
PPK — SKPD (Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah).

Dalam pelaksanaan APBD dimasing-masing SKPD diusulkan PPK-SKPD
dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati PPE-SKPD sebaagai berikut :

a). Pejabat Pengguna Angoaran [ Barang.
Adalah Kepala SKEPE yang mempunyai bugas :

3
2).

3,
4).

5.
b).

i

Manyusun REA-SKPD dan DPA-SKPD.

Melakukan tindakan vang mengakibatkan pengeluaran atas
behan anggaran belanja.

Melaksanakan anggaran SKPD yvang dipimpinmnya.

Mengadakan ikatan [/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yvang telah ditetapkan,

Mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya.
Melaksanakan tugas-tugas pengauna  anggaran [ barang
lainmya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala
Craerah,

Bartanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Daerah.



b).

Ci

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran [/ Kuasa Pengguna Barang.
Persyaratan penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran [
garang adalah ;

1%.  Pajabat struktural serendah-rendabnya Eselon III atau satu
tingkat di bawah Kepala SKPL.

2}, Diusulkan oleh  SKPD untuk  melaksanakan  sebagian
kewenangannya berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah,
Besaran jumlah uang yang dikelola,

3y, Besaran SKPD, beban kerja, kompetensi dan atau rentang
kendali dan pertimbancan obyektf lainnya,

4).  Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
SKPD.

csamping hal tersebut dalam rangka kelancaran pelaksanaan

Penatausahaan Kevangan Daerah dimasing-masing SKPE atas usul SKPD
ditetapkan Pajabal ;

4

dj,

).

Pejabat vang menandatanagani S5PM vang mempunyai tugas antara

lain :

1), Meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung
ajuan permintzan pembayaran.

2).  Melakukan pengendalian pagu anggaran yang lersedia dalam
DPA-SKPD  terhadap permintazn  pembayaran [/ tidak
melampaul pagu anaaaran. i

). Memeriksa pencapaian tujuan dan sasazran kegiatan sesuai
indikator dalam DPA-SKPD.

Personil yang ditunjuk minimal memenuhi syarat sebagai berikut ;

(a). Pejabat struktural.

{b). Diutamakan yang mempunyai tugas berhubungan dengan
hidang Keuangan (Kabag. Keuangan, Kaur. Keuangan, dil).

Pejabat yang diberi wewenang menandatangani 5P] adalah pejabat

struktural yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut

13 Memwerifikasi keabsahan bukti pengeluaran dan kelengkapan
data pendukungnya,

23 Menentukan kesesualzn antara pengeluaran dengan dokumen
pelaksanaan anggaran yang sudah disahkan.

3. Melaksanakan pengendalian pengeluaran anggaran.

43, Melaksanakan penatausahaan terhadap pengesahan
pertanggung jawaban Keuangan Dasrah,

51, Melakukan penclakan dan [/  atau menyetujui Surat
Pertanggung Jawaban,

Bendahara Pengzluaran,

Tugas Bendahara Pengeluaram adalabh di samping  menerima,

menyimpan, membayar dan  memperianggung  jawabkan juga

mermpunyai tugas dan fungsi sebagai berikut

13, Mengajukan SPP beserta dokumen lainnya kepada PRE-SKPD
(Pejabat vang diberi wewenang menandatangani SPMLDY
berdasarkan SPD dan DPA-SKPD.



3}

4).

Melaksanakan penatausahaan pengaluaran dana secara tertib
dan teratur.

Menyusun  Laporan  Pertanggung  Jawsban  paling  lambat
tanggal 10 bulan berikutnys kepada PPE-SKPD,

Bertanggung jawab kepada Bupati terhadap pengeluaran
uang, kerugian (hilang), pencurian dan penyimpangan lainmya
sizbagai akibat dari kelalziannya.

Svarot-syarat Bendahara Pengeluaran ;

1),
2,

3).

4)

5).

G).

PMHS dengan masa kerja minimal 2 tahun.

Diutamakan yang mempunyai ijasah sertifikal
kebendaharawan,

Memiliki pengetzhuan tentang penatausahaan pengelolazn
Keuangan Daerah.

.« Pendidixan minimal SLA atau golongan serendahnya I1fa atau

yang sederajal.
Tidak diperkenankan perangkapan jabatan.
Memiliki sifat dan akhlak yang haik dan jujur serta berdedikasl.

Untuk mendukung kelancaran tugas Kebendaharawan berdasarkan
beban kerja, cakupan kegialannya luas, mengelola dana yang besar
dan lain-lain maka dengan persetujuan Kepala SKPD dapat
menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mempunyai
fungsi sebagai . i

1}.
2}
3
4.

Kasir.

Pambuat dokumen pengeluaran uang.

Kepengurusan gajl.

Dan bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran,

PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dimasing-masing SKPD,
dengan keputusan SKFD dapat menunjuk :

s Lad Pl

Pimpinan Program/Eegiatan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan { PPTE ).
Staf Admiristrasi.

Staf Teknis,

Pimpinan Program/Kegiatan,

Pengguna anggaran dalam melaksanzkan APBD dapat melmpahbkan
sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Pimpinan
Program/Kegiatan sesuai bidang tugasnya.

Adapun tugas dan fungs Pimpinan Program/kegiatan antara lain :

a). Bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan program dan
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

b). Melaksanakan fungsi dan tata usaha keuvangan pada SKPD.

c).  Menyusun rancangan DPA sesuai zlokasi yang telah disediakan
dalam APBL,



d).

2],

9).
h.

Mengawasi dan membina kegiatan dalam  rangka peningkatan
pengawasan melekat.

Menandatangam bukti pengeluaran sesuai bidang tugasnya.
Melaporkan perkembangan baik fisik maupun keuangan terhadap
pelzksanzan APBD kepada Bupali Up. Kepala Bagian Pengendalian
Fembangunan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya,
Membuat Laporan Pertanggung Jawaban kepada SKPD.

Dalam melaksanakan tugasnya dapat melaksanakan satu atau
beberapa pragram dan kegiatan di SKPD,

Persyaralan untuk personil Pimpinan Program/Kegiatan adalah pejabat
struktural setingkat di bawah SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Penetapzn PPTK dimasing-masing SKPD disesuaikan dengan kegiatan
vang dialokasikan APBD,

Dalam melzksanakan kegiatannya PETK dapat :

al.
b).
e,
d.

Melaksanakan kewenangan melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari sualu program sesual bidang tugasnya,

Melaksanakan kegiatan sesuail dengan program dan kegiatan sesuai
yang tercantum dalam DPA-SKPD. _

Melaporkan perkembangan fisik dan keuangan kepada Pimpinan
Program/Kegiatan,

Mempertanggung jawabkan pelaksanazn kegiatan sesuai ketentuan
yang berlaku.

Persyaratan untuk penunjuklkan PETK antara lain

13}
),

Pejabat Eselon [V atau yang disamakan dengan Eselon tersebut.,
Diutamakan memiliki kemampuan teknis terhadap kegiatan yang
dilaksanakan.

Berdedikasi terhadap tugas vang diembannya.

Staf Teknis dan Staf Administrasi.

Adalah pegawai vang ditunjuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan
kegiatan baik secara teknis maupun administrasinya  dalam rangka
skuntabilitas penggunaan anggaran.



BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBD

PENYEDIAAN DANA.

1.  Surat Penyediaan Dana (SPD) disusun olelh Kuasa BUD herdasarkan
Dokumen Anggaran Kas Pemdza dan DPA —SKPD.

Z.  Berdasarkan Rancangan SPD dimaksud Kuasa BUD menverahkan kepada
FRED.

3. PPED meng-ctorisasi Rancangan SPD dan  menyerahkan Kepada
Pengguna Anggaran [/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagal dasar
pelaksanaan pengeluzran angaaran.

4.  Format SPD tercantum datam lampiran C.01

PERMINTAAN PEMBAYARAN.

Bardasarkan  SPD sebagaimana  dimaksud  Bendahara  Pengeluaran
mengajukan Surat Permintaan  Pembayaran  (SPP} kepada Pengguna
Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPE-SKPD sebagai berikut :

1. 5SPP Uang Persediaan { SPP-UP )

Tata cara pengajuannya melalui mekanisme scbagai berikut

a]. Pengguna Anggaran menyerabkan SPD kepada Bendazhara dan
FPIK-SKPD.

b}, Berdasarkan SPD Bendahara membayar SPP-UP dan diserahkan
kepada PPK-SKPD, vang dilarmpiri dokumen antara lain
1), Surat Penoantar SPP-LIP.
2).  Rinokasan SPP-UP,
3). Rincian SPP-UP.
q1.  Salinan SPD.
5). Surat Pernyataan Pengguna Anggaran,
&). Daftar Rincian-rincian Penggunaan Dana,

cl.  SPP-UP yang dinvatakan lengkzp dibuatkan SPM oleh PPE-SKPC
paling lambat 2 har kerja sejak 5PP-UP diterima.

dl. Jika SPP-UP dinvatakan tidak lengkap maka SKPD  akan
menerbitkan penolakan SPM paling lamhbat 1 hari kerja sejak SPP-
UP  diterima dan Bendahara menindak lanjuti  dengan
menvempurnakan SPP-UR dimaksud,

&), Pengouna Angaaran menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD,

M. Kuasa BUD menerbitkan SP20 paling lambat 2 har kerja sejak
diterimanya pengajuan 5PM.

al. SP2D dimaksud diserahkan kepada Bank dan Pengguna Anggaran.

hy, Penoguna Anggaran  menyarahkan  SP2D tersebut  kepads
Bendahara untuk dicatat dalam :
1), BELU Pengaluaran.
2).  Buku Pembantu Simpanan Bank.
3). Buku Pembantu Pajak.
41, Buku Pembantu Panjar.
5). Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek,



il

Selanjutnya Bendahara menyerahkan SP2D kepada Bank untuk
mencairkan dana,

Atas dasar pencairan dana tersebut Bendahara Pengeluaran
menyerahkan wang dan bukti pembayaran kepada Pihak ke [1I
penyedia barang dan jasa.

SPP Ganti Uang [ SPP-GU )

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran untuk memperoleh Persetujuan Pengguna Andgaran f
Kuasa Pengguna Anggaran dengan mekanisme sebagai berikut ;

ay.

d}.

e},

Berdasarkan SPD dan SP] Bendahara membuzt SPP-GU dan

diserahkan kepada PRE-5KPD vang dilampiri

1) ' Surat Pengantar SPP-GL.

23, Ringkasan SPP-GL,

3. Rincian SPP-GL.L

43, Surat pengasahan 5P1 atas penggunaan dana,

5).  Salinan SPD.

6, Surat Pernyataan Pengguna Anggaran.

21, Lampiran lainnya.

PPK-SKPD dalam hal ini adalah pejsbat yang diberl wewenang

menandatangani SPM menarbitkan SPM paling fambat 2 hari kerja

sejak  SPP-GU  diterima dan  menyerahkan kepada Pengguna

Anggaran untuk diotorisasi.

Jika SPP-GU tidak lengxap maka PPK-SKPD menerbitkan Surat

Penclakan SPM pabng lambat 1 hari kerja sejak SPP-GU diterima

dan  memerintahkan Bendahara  Pengeluaran melakukan

penyempurnaan.

Pengouna Angaaran menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk

diterbitkan  SP2D paling lambat 2 hari kerja sejak  diterima

pengajuan 5PM.

Yang dilampiri dokumen antara lain sebagai berikut :

13, Surat Pengesahan SFI.

2). Rincian pengelusran  per rincian  obyek  disertal  bukti
pengeluaran vang sah dan lengkap.

3). Bukti atas penyetoran PPN [ FPh.

Kuasa BUD menverahkan SP2D kepada Bank dan Penggunz

Anggaran yang diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran.

Bendahara mencatat SP2D pada dokumen penatausahaan antarz

lain BKLJ Pengeluaran, Buku Bantu Bank, Buku Panjar, dan lain-lain.

Selanjutnya SP20 diserabhkan kepada Bank untuk pencairan dana.

Berdasarkan pencairan dana tersebut Bendahara membuat bukti

pembayaran dan menyerahkan uang serta  bukbl pembayaran

kepada Pinak ke [11. :

SPP Tambahan Uang { SPP-TU ).

Panerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran untuk memperoleh parsetujuan dari Pengguna Anggaran |
Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPE-5KPD dalam rangka tambahan
wang dengan mekanisme sebagai barikut



o).

dj.

al.

Fl.

g).

f ).

Berdasarkan SPD dan 5P1 Bendabara membueat SPP-TU kepada

PPK-SKPD vang dilampiri

1).  Surat Pengantar SPP-TU,

2). Ringkasan 5PP-TLL.

3). Rincian SPP-TLL.

4). Surat Pengesahan 5FJ,

5},  Salinan SPD.

6). Sural Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian TLU.

Ay Lampiran lain,

PPK-SKPD menerbitkan SPM-TU paling lambat 2 hari kerja sejak

SPP diterima dan diserahkan kepada Pengguna Anggaran unbuk

diotorisasi.

Apabila SPR-TU kurzng lengkap maka PPE-SKED meanerbitkan Surat

Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-TU diterima.

Dan Bendahara Pengeluaran menindaklanjuti penyempurnasnnya

SPP-TL.

Berdasarkan SPM yang diserahkan kepada Kuasa BUD maka Kuasa

BUD menindaklanjuti dengan menerbitkan SP20 paling lambat 2

hari kerja sejak diterimanya SPM selelah diadakan  penelitian

kelengkapan SFM. _

PPE-SKPD menyerahkan SPM kepada Pengguna Anggaran untuk

diotorisasi.

Jixa SPP-TU dinyatakan tidak lengkap maka PPE-SKPD menerbitkan

Surat Penolakan SPM dilaksanakan paling lambat 1 hari kerja sejak

SPR-TU diterima dan Bendahara Pengeluaran menindaklanjub

penyempurnaannya SPP-TLU.

Bardasar SPM dimaksud Pengguna Anggaran menyerahkan kepada

Kuasa BUL.

Kuasa BUD mernerbitkan SP2D paling lambat 2 hari kerja sajak

diterimanya pengajuan 5PM yang dilampiri dokurmen

1), Surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran [
Kuasa Pengguna Anggaran.

SPZ2D tersebut diserahkan kepada Bank dan Pengguna Anggaran
tan diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran.,

Berdasarkan 5SP20 yang diterima, Bank mencairkan dana dan
menyverahkannya kepada Bendahara,

Bendahara Pengeluaran membuat bukti-bukti pembayaran dan
menyarahkan uang beserta bukti pembayaran untuk dipertanggung
jawabkan.

SPP Langsung [ SPP-L5 )

Penerbitan dan pengajuan dokumean SPP-LS dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran guna memperoleh persetujuan Fengguna Anggaran [ Kuzass
Pengguna Anggaran melalul PPE-SKPD yang terdi ¢

a).
b}.

SPP-LS Gaji dan Tunjangan,
SPP-LS Barang dan Jasa.



).
d).

SPP-LS Barang dan Jasa Non Pihak Ketiga.
SPP-LS  Subsidi, Bunga, Hikah, Bantuan, Bagi Hasil dan
Pembiayaan.

SPP-LS Gaji dan Tunjangan.

Penerbitan dan pangajuan SPP-LS untuk gaji dan tunjangan lainnya
{ penghasilan lainmya dilaksanakan dengan mekanisme sebagai
perikut |

1).  Berdasarkan SPD Bendahara membuat SPP gaji dan tunjangan
lainnya dan menyerahkan kepada PPE-SKPD dan dilampin .
(a). Surat Pengantar SPP-LS Gaji.
(). Rincian SPP-LS Gaji dan Tunjangan.
(o), Lampiran-lampiran ;
{1). Pembavyaran gaji induk.
{2). Gaji susulan.
£3). Kekurangan gaji.
{4). Gaji terusan dan lain-lain.

21, PPK-SKPD menerbitkan SPM paling lambat 2 hari kerja sejak
SPP diterima dan menyerahkan kepada Pengguna Anggaran
untuk diotorisasi, '

3. Jika SPP-LS gaji dan tunjangan tidak lengkap maka PPE-SKPD
menerhitkan surat penolakan SPM paling lambat 1 hari keria
dan dilakukan penyvempurnaan oleh Bendahara Pengeluaran.

4], SPM dimaksud kepada Kuasa BUD untuk diadakan penelitian,

5).  Kuasa BUD menerbitkan SP20 paling lambat 2 {dua) hari kera
sejak diterimanya pengajuan SPM yang ditarmpiri :

{a)., Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran /
Kuasa Penaguna Angagarar.
{b}. Bukti Pengeluaran vang sah dan lengkap.

B). SP2D tersebut diserahkan kepada Pengguna Anggaran dan
diteruskan kepada Bendahara vang dicatab pada Dokumen
Penatausahaan yang terdiri dari BKU Pengsluaran, Buku
Pemhantu  Simpanan  Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku
Pembantu Panjar dan Buku Rekapitulzasi Pengsluaran per
Rincian Obyek,

7). Bila SPM dinyatakan  tidak lengkap maka Kuasa BUD
menerbitkan Surat Penofakan, penarbitan SP2D paling lambat
1 (satu} hari kerja sejak SPM diterima dan Bendahara
menindaklanjuti penvempurnaan pengajuan SPH,

B). Atas dasar tersebut, Bendahara menyerahkan SP20D kepada
Bank untuk mencairkan dana.

9. Bank mentransfer wang ke rekening  Bendahara  untuk
didistribusikan kepada pensrima gaji.



by Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa.

PPTKE menyiapkan dokuman SPP-LS pengadaan barang dan jasa
untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluzran  dengan
mekanisme sebagai berikut :

1), Berdasarkan SPD, BA penyelesaian Pekerjaan dan Konbrak
Pelaksanaan Pekenaan, Bendahara membuat SPP-LS dengan
lampiran sebagai berikut
{a). Surat Pengantar SPP-LS.

{b). Ringkasan SPP-LS,
{c). Rincian SPP-LS.
{d}. Salinan 5FD.
{2). Salinan Surat Rekomendasi dar SKPD,
(T, SEP disertal Faktur Pajak, dan lain-lain.
dan diserankan kepada PPK-SKPD untuk diteliti.

2}, PPE-SKPD berdasarkan S5PD dan pengajuan SPP-LS maka
menindaklanjuti dengan menarbitkan SPM paling lambat 2 hari
kerja sejak SPP diterima dan  menyerahkannya kepada
Pengouna Anggaran untuk dictorizasi.

3y, Jika SPP-LS tidak lengkap maka PPK-SKPD membuat surat
penolakan SPM paling lambal 1 hari kerja dan memerintahkan
kepada Bendahara untuk menyempurnakan ajuan SPP-Ls.

43, Atas dasar SPM tersebut Kuzsa BUD menerbitkan SP2D paling
lambat 2 hari kerja sejak  diterimanya  pengajuan SPM,
Dokurmen kelengkapan SPM untuk penerbitan SP2D antara
lain &

(a), Surat Pernyatzan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran [
ruasa Pengguna Anggaran,
(b). Bukti Pengeluaran vang sah dan lengkap.

). Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank dan Pengguna
Anggaran untuk diteruskan kepada Bendahara Pengsluaran
dan mencatat SP20 ke dalam Dokumen Penatausahaan yang
terdiri :

i), BEU Pengeluaran.

(b). Buku Bank,

fc). Buku Pembantu Pajak.

{d). Buku Pembantu Panjar.

fz), Buku Rekapitulasi Pengeluaran,
{f}. Buku Rincian Ohyak,

B). Berdasarkan SP2D yang diterima Bank mencairkan dana dan
diserahkan kepada Kuasa BUD.
7). Bank membayarkan / mentransfer uang kepada Pihak ke IIL
8). Pelaksanaan pengesluaran barang dan jasa dengan Pibak ke 111
dilaksanakan melalui :
fa), Berdasarkan SPD Bendahara Pengeluzgran melalui Tim
vang terkail melaksanakan  lelang  pskerjaan  yang
selanjutnya ditindak lanjuti dengan kantrak pekerjaan



d),

aleh  Panogguna  Angoaran  setelah  adanya  dokumen
keputusan lelang.

{b). Selanjutnya Pengguna Anggaran menyerahkan kontrak
pelaksanaan pekerjaan kepada Pihak ke (11

(). PPT menyerahkan BA penvelesaian pekerjzan cleh Pihak
111 kepada Bendahara untuk diajukan SPP-LS barang dan
jasa.

SPP-LS Barang dan Jasa Non Pihak Ketiga.

Belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan
pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga dikelolz olebh Bendahara
Pengaluaran dengan mekanisme sebagai berikut @

1}.

23

30

B,

G).

' Pengguna Anggaran menyverahkan SPD kepada Bendzhara dan

membual dokumen penugasan kepada PMS antara lain ¢

(a). Sk Tim.

(B, Surat Perinkah Tugas.

(€. SRRl

Penerima tugas membuat laporan pelaksanaan tugas disertai

Surakb Perintah Pember Tugas dan diserahkan kepada PPTE

dan selanjutnya diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran.

Berdasarkan hal tersebut Bendahara membuat SPP-LS yang

diserahkan kepadas PPK-SKPD dengan lampiran sebagai

berikut :

(@}, Surat Pengantar SPP-LS.

(b}, Ringkasan SPP-LS.

(c). Rincian Obwyek.

(d). S5P.

(), Salinan SPD, dan lain-lain.

PPK-SKPD  harus  meneliti kelengkapan SPP-LS  dan

menindaklanjuti dengan menerbitkan SPM paling lambat 2 hari

kerja  sejak SPP diterima dan menyerahkannya  kepada

Pengguna Anggaran [ Kuasa Pengguna Angaaran  untuk

dictorisasi.

Pengguna Anggaran menyershkan SPM kepada Kuasa BUD

dilampiri :

(a), Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Pengguna
Angogaran,

(). Bukti-bukbi Pengeluaran vang sah dan lengkap,

Kuasa BUD menerhitkan SP2D dan diserahkan kepada Bank

dan mentransfer vang ke rekening Bendahara Pengeluaran

untuk didistribusikan kepada Penerima Tugas [ Pelaksana

Tugas.

SPP-LS Subsidi, Bunga, Hibah, Bantuan Keuangan, Bagi
Hasil dan Pembiayaan.

Permintaan pengeluaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan
keuangan dan pembiavaan dilakukan dengan menerbitkan SPR-LS
vang diagjukan kepada PPED melzlui PPE-SKPKD.



BAB V

PERTANGGUNGIAWABAN PENGGUNAAN DANA DAN AKUNTANSI

KEUANGAN DAERAH

A. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

1.

Pertanggungjawaban.

Bendahara engeluaran SeCara administratif wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan uang kepada SKPD mealalui PPK-
SKPD paling lambat fanggal 10 bulan berkutnya.

Dokumean yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban
pengeluaran mencakup .

a}. Reqgister Penerimaan Laporan SP1.

).  Register Pengesahan SP1.

c)., Surat Penclakan SPJ,

d).  Register Penclakan 5P

e).  Register Penutupan Kas.

Farmat dokumen dimaksud tercantum dalam lampiran 03.

Tata Cara Pelaksanaan f Pembuatan SPJ.

d). Bendahara Pengeluaran  melakukan  pencatatan  bukt-bukti
pambelanjaan dana.

by, Dari proses pencatatan dimaksud zkan menghasilkan dokumen
sebagai berikut :
(a}. BEU Fengeluaran.
(B), Buku Pembantu Bank.
(c). Buku Permbantu Pajak.
(d]. Buku Pembantu Panjar,
{2, Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Obyek,

). Dokumen penyusunan  SP)  pengeluaran yang  dibuat  oleh
Bendahara Pengeluaran mencakup :
{a). Buku Kas Umum.
{b}. Ringkasan Pengeluaran per Rincian Qoyak,
(c). Bukti-oukti Pengeluaran yang sah,
(d). Bukli atas Panyetoran Pajak.
(e). Register Penutupan Kas.

d).  SF] terssbut diserahkan kepada PPK-SKPD dan juga menyerahkan
SF1 pengeluaran kepada BUD / Kuasa BUD paling lambat tanggal
L0 bulan berikutrya,

2).  Apabila disetujui PPK-S5KPD menyampaikan 5P pengeluaran setelah
diadakan verifikasi kepada Kepala SKPD paling lambat tanggal 10
butan berikutnya,



£

Untuk  tertib Laporan Partanggungjawaban  pada  akhir  tabun
anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember
disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember,

Format Laporan Pertanggungiawaban Pengeluaran tercantum  dalam
lampiran 04.

Dalam Hal Bendahara Pengeluaran Berhalangan.

a).

b

Apabila melehibi 3 hari sampai dengan selama-lamanya 1 bulan,
Bendahara tersebut wajib memberikan Surat Kuasa kepada pejabat
vang ditumuk  untuk melakukan pembavaran dan  tugas-tugas
Bendahara Pengeluaran dan atas tanggung jawab Bendahara
Pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui Kepalz SKPD.
Apabila melekbihi 1 bulan sampai dengan selama-lamanya 3 bulan
harus ditunjuk pejabat Bendahara Pengeluaran dan diadakan serah
terima jabatan.

Apabila Bandahara Pengeluaran sasudah 3 bulan belum juga dapat
melaksanakan tugas maka dianggap yang betrsangkutan telah
mengundurkan  din atau  berhenti  darl jahatannya  sebagai
Bendahara Pengeluaran dan oleh karena itu diusulkan segera
penggantinya.

B. AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

1.

Akuntansi SKPD.

al.

b,

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan Sistim

Akuntansi Pemda yang meliputi serangkaian prosedur mulai dari

proses  pengumpulan data, pencatatan, pengikbtisaran sampai

dengan pelaparan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manoal atau

menggunakan aplikasi komputer,

Proses pengumpulan data, pencatatan dan lain-lzin sebagaimana di

atas didokumentasikan dalam bentuk buku ;

L), Buky Jurnal.

2). Buku Besar.

3). Dan apabila diperlukan ditambabh  dengan Buku Besar
Pembantu,

Dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, SKPD selzku

entitas akuntansi berkewajiban menyusun Laporan Keuangan yang

makiputs |

1].  Laporan Realisasi Anggaran.

21, Neraca.

3). Catatan atas Laporan Keuangan,

Tata Cara Pelaksanaan Akuntansi Pada SKPD.
dengan makanisme sebagai berikul :

al,

PPK-SKPD menjurnal ;
1), 5P Pensrimaan dalam Register Penarimaan Kas.



2). 5P Pengetuaran dan SP20 dalam Register Jurnal Pengeluaran

k.as,

3). Bukti Memorial transaksi Asset Tetap dalam Reagister Jurnal
Urmumn.

4).  Bukti Memorial transaksi selain Kas dalam Register lurnal
Lmum.

). Bukti Memorial transaksi asset letap dibuat berdasarkan bukti
transaksi yanag terdiri :
L). BA Penerimaan Barang.
21, 5K Penghapusan Barang,
3).  SK Mutasi Barang.
43y, BA Pemusnahan Barang.
5). BA Serah Terima Barang.
6). | BA Penyelesaian Pekerfaan.

¢).  Jurnal-jurnal tersebut oleh PPK-SKPD diposting ke Register Buku
Besar SKPD,

d}. Berdasarkan Buku Besar SKPD PPE-SKPD membuat Meraca Saldo
SKPO.

g). Berdasarkan Meraca Saldo PPE-SKPD memyusun Laporan Keuangan
SEPD wang terdin ;
13, Laporan Realisasi Anggaran.
2). Meraca.
3).  Catatan atas Laporan Keuangan.

M. Laporan  Keuangan dimaksud  diserahkan  kepada  Pengguna
Anggaran untuk diotorisasi dan membuat Surat Pernyataan.

). Baik Surat Pernyatzan maupun Laporan Kegangan SKEPD diserahkan

kepada PPED.

Akuntansi SKPKD.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanzan APBD SK PKD [ PRED
sebagal entitas  pelaporan menyelenggarakan Sistim Akuntansi
Pamerintahan Caerah yang meliputi ;

ah  Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas,

b1, Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas.

c).  Prosedur Akuntansi Asset f Barang Milikk Daerah.

d). Prosedur Akuntansi Selain Kas.

Sistim  Akuntansi Pemerintzhan  Dasrah dimaksud  disusun  dengan
berpedaman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan Peraturan
Pemerintah  dan  Peraturan Pemerintah  lentang Standar  Akuntansi
Pemerintzhan Dasrah.

a), Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD.
Frosedur akuntansi pada SEPED meliputl serangkaian  proses

pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan Keuangan
vang herkaitan dengan pengeluaran kas adalah sebagai berikut



1),

2.

Tata

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosadur akuntansi
pengeluaran kas mencakup :

i A S R

(b)), Motz Debet Bank.

(c). dilengkapi dengan :

(1. 5SPD

(2. SPM

{3). Laporan  Pengeluaran  Kas dari Bendahara
Pengeluzran.

{4}. Kwntansi Pembayaran,

Buku wvang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran
kas mencakup :
{a). Buku Jurnal Pengeluaran Kas.

(b)Y, Buku Besar.

(). Buku Besar Pembantu,

Cara Pelaksanaan Akuntansi SKPKD dengan

mekanisme sebagai berikut :

1.

2),

3).

4).

BUD menjurnal Mota Kredil (Debet) dalam Register Jurnal
Peperimaan / Pengeluaran Kas dan memposting ke dalam
Buku Besar Kas.

Berdasarkan Buku Besar Kas BUD membuat Laparan Arus Kas
dan Laporan Posisi Kas Harian.

Dari Laporan Arus Kas dan Posisi Kas Harian tersebut
diserahkan kepada SKPKD yang dilampiri Mota Kredit [ Debet
dan selsku fungsi akuntansi SKPKD melakukan jurnal dalam
Reqgister Pengeluaran / Penerimaan Kas.

Fungsi SKEPKD memposting jurnal-jurnal tersebut ke dalam
Buky Besar SKPD dan ditindaklanjuti dengan pembuatan
Meraca Saldo SEPD.

Selanjutnya Meraca Saldo dan Laporan Arus Kas digabung
dalam menyusun Laporan Keuangan dalam bentuk :

(2). Laporan Realisasi Anggaran.

(b}, Meraca,

(¢}, Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB. VI

ANGGARAN PEMBIAYAAN

Anggaran pembiayvaan meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau
untuk memanfzatkan surplus anggaran yang direncanakan/dialokasikan pada
SKPED/Bagian Keuangan sebelum PRKD/BUD.

Perhitungan dari penerimaan pembiayaan meliputi ;

L

2.
3,
4,

SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Tahun Yang Sebelumnyal.
Pensrimasn danz cadangan.

Finjaman.

Piutang Daerah,

Sedangkan untuk Pengeluaran pembiayaan terdiri :

1.

2.
%
4,

Pembentukan dana cadangan.
Penyertaan modalfinvestasi.
Pembayaran pokok utang.
Zan Pemberian pinjaman.

Hal-hal vang diatur dalam anggaran pembiayaan, meliputi ;

1.

N

Pembentukan pinjaman, baik yang bersumber dari dalam maupun Luar
Megeri dengan  prinsip ke hati-hatian  yang pelaksanaannya dengan
persetujuan DPRD.

Pembentukan Dana Cadangan dilakukan untuk mambiayai kebutuhan dana
vang lidak dapal dibebankan dalam satu tahun anggaran atau untuk tujuan-
tuguan tertenty lainnya dar pemanfaztan surplus anggaran,

Pelaksanaan Program/Kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Jepara dan diberitahukan kepada DFRD Kabupaten
lepara.

Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah vang jatub tempo ztas
Pinjarman Daerah merupakan prioritas untuk dianggarkan dalam APBD,
Penatausahaan pelaksanaan Program/Kegiatan vyang dibiavai dari dana
Pinjaman Daerah/dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan
penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya,

SILPA (Sisa Lebib Perhitungan Tahun Yang Sebelumnya) merupakan penerimaan
pembiayaan yang digunakan :

L.

2
3.

Menutup dewvisit anggaran., Apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari
balanja.

Mendanai pelaksanaan kagiatan lanjutan atas beban belanja langsung,
Mendznai kewajiban lainnya yang sampai dengan tahun anggaran belum
terselesaikan,

Beban belanja langsung kegiatan lanjutan ditindaklanjuti dengan DPA-L SKPD
yang disahkan oleh SKPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.



BAB VII

PELAKSANAAN KEGIATAN

umMumMm

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanzan kegiatan, antara
lam

1. Pelaksanaan kegistan dilzkukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerzh (SKPDY sesuai tugas dan fungsinya, oleh karena itu Pimpinan
rogram/Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD serta
Bendahara Pengeluaran Pembanby harus berada pada masing-masing
SKPD,

2, Kegiatan-kegiatan  yang  telabh  selesal prosss penyusunan dan
pengesahan DPA-SKEPD-nya agar segera dilaksanakan sesuai jadwal yang
ditetapkan sehingga tidak terjadi keterlambatan,

3. Pelaksanaan  suaty  kegatan  berikut  pembiayaannya, ltidak koleh
menyimpang dari DPA-SKPD yang disahkan serta tidak boleh melampaui
batas anogaran vang disediakan,

4. Dalam pelaksznaan pekerjaan agar dapat tercapai asas lima tepat, vaitu
tepat mutu, tepat wakbu, tepat sasaran, tepat administrasi dan tepat
manfazt supaya berpedoman pada peraturan dan ketentuan
yvang berlaku.

5. Penyusunan Dokumen Pengadasn  Barang/Jasa Pemborongan/lasa
Lainnya :

a). Panitia menyizpkan dokumen pemilihan penyedia barang/jzsa
pengadaan  untuk  keperluan  pengadaan  barang/jasa. Dalam
dokumen  pemilihan penyecdia  barang/jasa,  panitia  harus
mencantumkan secara jelas dan terinc semua persyaratan yang
diperlukan  bailk  administratif  maupun  teknis,  penggunaan
barangfjasa produksi dalam necen dan preferensl harga, wunsur-
unsur vang dinilai, keiteria, formula evaluasi yang akan digunakan
dan jenis kontrak yang dipilih termasuk contoh-contoh formuli
vang perlu diisi yang dapat dimengerti dan dikuti oleh calon
penyadia barang/jasa yang berminat,

bl. Panitia juga menyiapkan dokumen pasca/prakualifikasi untuk calon
penyedia barang/jasa berupa formulic isian yang memuzal data
administrasi, keuangan, personil, peralatan, dan pengalaman kerja.

£} Panitia menetapkan nilal nominal jaminan penwaran sebesar 1 %
[satu prosen) sampai 3 % (tiga prosen) dari nilai HPS.

dy.  Dokumen pengadazan terdin dari ;

13, Daokumen pascafprakualifikasi,
23, Dokurmen pemilihan penyedia barang/iasa.

2}. Dalam hal pengadaan dilakukan prakoalifikas, dokumen
prakualifikasi sekurang-kurangnya memuat ;

1). Pengumuman prakualifikas: yang memuzat : lingkup pekarjaan,
persyaratan peserta, wakiu dan tempat pengambilan dan
pemasukan dokumen prakualifikasi serta penanggung jawaks
prakualifikasi.

21, Tata cara penilaian yang melputi penilaian aspek administrasi,



permadalan, tenage kerja, peralatan, pengalaman dengan
mempergunakan metode sistem gugur atau sistem  nilai
( scorng spstem).

fi.  Dokumen pemilinan penyedia barang/iass  sekurang-kurandnyd
memuat :

1). Undangan kepada penyedia barang/jasa vang mendaftar
dalam hal dilakukan pascakualifiaksifyang lulus prakualifikasi,
sekurang-kurangnya memuat
(a). Tempat, tanggal, hari dan waktu untuk memperoleh

dokemen  pemilihan penyedia  barang/iasa  dan
keterangan lainnya.

(b). Tempat, tanggal, har dan waktu pemebrian penjelasan
mengenal dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan
keterangan lainnya.

o), Tempat, tanggal, harl dan wakiu penyampaian dokumen
[Ji—_':r'.a'l."'.l'ﬂral'l.

{d). Alamat tujuan pengiriman dokumen penawaran.

{e), ladual pelaksanaan pengadaan barang/jasa  sampai
dangan penetapan penyedia baarng/jasa.

2. Instruksi kepada peserta pengadaan barang/jasa sekurang-
kurangnya memuat

(2). Umum : lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan
dan kualifikasi pesera pengadaan barang/jasa, jumlahb
dokumen pznawaran yang disampaikan dan peninjagan
Iokasi kerja.

(k). T=i dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, penjelasan
isi  dokumen  pemiliban penyedia  barangfjasa  dan
perubahan isi dokumen pemilihan penyadia barang/jasa.

{c). Persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawsaran,
penulisan harga penawaran, mala uang penawaran dan
cara pamhbayaran, masa berlaku  penawaran, surat
jaminan penawara, usulan penawaran alternatif oleh
peserta pengadaan barangfjasa, bentuk penawaran dan
penandatanganan surat penawaran.

(d). Cara penyvampulan dan penandaan sampul penawaran,
batas akhir waktu penyampaian penawaran, perlakuan
terhadap penawaran vyang terlambat, sera lasrangan
untuk perubzhan dan penarikan penawaran yang talah
masuk.

{e). Prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan  dan
larangan, klarifikas dokumean penawaran, pemeriksaan
kelengkapan dokumen penawaran, koreksi  aritmatik,
konversi ke dalam mata vang tunagal, sistem evaluasi
penawaran melipuli kriteria, formolasi dan tata cara
evaluasi serta penilaian preferensi harga,

(). Penilaian kualifikasi dalam hal dilzkukan pascakualifikasi,
kriteria penetepan pemenzang pengadaan baarng/jasa,
hak dan kewajiban pengguna  barangfjasa  untuk
menerima  dan manolak salah satu  atae semus
penawaran, syarat penandatanganan, kontrak dan surat
jaminan pelaksanaan,

3). Syarat-syarat umum kontrak | memuat batasan pengertan



41.

).

.

).

istilah yang digunakan, hak, kewajiban, tanggung jawab
termasuk  tanogung  jawab pada pekerdasn yang disub-
kontrakkan, sanksi, penyelesaian perselisiban dan peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  pelaksanaan
kontrak bagi para pihak.

Syarat-syaral khusus kontrak : merupakan bagian dokumen
pemilinan  penyedia barang/jasa yang memuat ketentuan-
ketentuan yang lebin spesifik sebagaimana dirujuk dalam
pasal-pasal  syarat-syaral  umum kontrak  dan memuat
perubahan, penamoahan atau penghapusan ketentuan dalam
syarat-syarat umum kontrak yang sifatnya lebih mengikat dari
syarat-syarat umum kontrak.

Daftar kuantitas dan harga © jenis dan uraian singkat

pekeniaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan

dipasak, neqgara asal barangfjzss, wolume pekerjzan, harga
sabuan barangfjasa vang akan ditawarkan, komponen produks:
dalam negeri, harga total pekerjaan/barang, biaya satuan
angkutan  (khusus  untuk  pengadazn barangfjasa), Pajak
Partambahan Milai {PPMN} dan pajak lainnya,

Khusus untuk pengadaan barang, harga barang dalam negeri
dan barang impor harus dipisahkan, Jika barang dalam negeri
harus dijelzskan apakah harga tersebut merupzkan harga eks
pabrik, eks gudang, atau di lapangan (o ste  stok),
sedangkan untuk barang impor, harus dijelaskan apakah
harga tersebut merupakan harga free on board (FOB) atau
cost fnsurance and freight (CIF),

Spesifikasi t=2knis dan gambar ; bdak mengarah kepada
meark/produl tertentu kecuali untuk suky cadang/komponen
produk tertentu, tidak rmenutup digunakannya produksi dalam
neger,  semaksimal  omungkin divpayakan menggunakan
standar nasional, metode pelaksanaan pekerjaan harus logis,
jadual waktu pelaksanaan pekerjaan harus sesual dengan
metode pelaksanaan, macam/jenis, kapasitas, dan jumlah
peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan
pekerjaan, svarat-svarat kualfikasi dan jumlah personil inti
yvang dipekerjakan, syarat-syarat material {bahan} vang
dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, gambar-gambar
kerja harus lengkap dan jelas, dan kriteria kinerja produk
{owtput performance) yang diinginkan harus jelas.

Beptuk surst penawaran © merupakan pernyataan  resmi
mengikuti - pengadaan  barangfjasa, pernyataan  bahwa
panawaran dibuat sesual dengan  peraturan  pengadaan
barang/jasa, harga total penawaran dalam angka dan huruf,
masa berlake  penawaran,  lamanya  waktu  penvelesaian
pekerjazn, nilar jaminan penawaran dalam anaka dan huruf,
kesanggupan  memenuhi persyaratan  yang  ditentukan,
dilampiri dengan daftar voluma dan haroa pekerjzan, dan
ditandatangani cleh pimpinan/direktur utama perusahaan atau
vang dikuasakan di atas materai dan bertanggal.



q).
h).

9).

115

1:2);

Bantuk kontrak @ memueat tanaagal mulal berlakunya kontrak,
nama dan alamat para pihak, nama paket pekerj2an yang
diperjanjikan, harga kontrak dalam angka dan  huruf,
pernyataan bahwa kata dan ungakapan yvang terdapat dalam
svarat-syarat umum/xhusus kontrak telah ditafsirkan sama
bagi para pihak, kesanggupan penyedia barangfjasa vang
ditunjuk untuk memperbaiki kerusakan peketjaan atau akibat
pekerjpan,  kesanggupan  pengguna barangfjasse  untuk
membayar  kepada  penyedia barang/jasa sesual dengan
jumlah harga kontrak dan tandatangan para pihak di atas
materai,

. Bentuk surat jaminan penawaran ;o memual nama dan alamat

penaguna  barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan pihak
penjamin, nama paket pekerjaan vang dilelangkan, besar

ijumlah  jaminan  penawaran  dalam  anoka dan  huruf,

pernyataan pihak penjamin bahwa jaminan penawaran dapat
dicairkan dengan segera sesual ketentuan dalam jaminan
penawaran, masa berlaky sural jaminan penawarn, batas
akhir waktu pengajuan tuntutan penciaran surat jaminan
penawaran  oleh  pengguna barangfjasa kepada  pibak
pemamin, mengacu  kepada Kitab Undang-Undang Hukurm
Perdata, khususnya Pasal 1831 dan 1532 dan tandatangan
pEnjamin,

Bentuk surat jaminan pelaksanazn ;| memuat nama dan alamat
pengauna  hbaranafjasa, penyedia barangfjasa dan  plhak
penjamin, nama paket kontrak, nilai jaminan pelaksanaan
dalam angka dan huruf, kewajiban pihak penjamin untuk
mencairkan surat jaminan pelaksanaan dengan segera kepada
pengguna  barangfjasa  sesual dengan  ketentuan  dalam
jaminan  pelaksanzan,  masa  berlaku  surat  jaminan
pelaksanaan, mengacy kepada Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, khususnya Pasal 1831 dan 1832 dan tandatangan
peEnjamin.,

Bentuk surat jaminan uang muka : memuat nama dan zlamat
pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa yang ditunjk dan
hak penjaminan, nama paket kentrak, nilai jarminan uang
muka dalam angka dan huruf, kewsajiban pihak-pihak penjamin
untuk mencairkan surzt jaminan wang muka dengan segera
kepada pengguna barang/jasa sesuai dengan ketentuan dalam
jaminan wang muka, masa berlaku jaminan vang muksa,
mengacy kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
khususnya Pasal 1831 dan 1832 dan tandatangan penjamin.

Untuk pengadaan dengan pascakualifikasi dokumen pascakulaifikasi
dimasukkan dalam dokumen pengadaan pengadaan barang/jasa.
Untuk pengadaan jasa konsultansi dokumen pemilihan dilengkapi
dengan kerangka acuan kerja.

Untuk kontrak wang jangka waktu pelaksznaannya lebib dad 12
{dia belas) bulan, bila dianggap perlu dalam dokumen pengadaan
dapat dicantumkan ketentuzn tentang peyesuaian harga (e

goiustnent) dan sskaligus dijelaskan rumus-rumus  penyesuaian
harga yang akan digunakan.



K.

Dalam dokumen pengadaan harus dijelaskan metoda penyampaian

dokumen penawaran dan jenis kontrak yang akan digunakan,

Dalam dokumen pengadaan harus memuoat ketentuzn tentang

hubungan kontrak kerja dengan sub penvedia barang/jasa dan hak

intervansi  pengouna  barangfjasa terhadap sub o penvedia

barang/iasa dalarm hal-hal yang menyangkut .

1),  Pembayaran kepada sub penyedia barang/jasa.

Z2]. Hubungan langsung dengan sub penyedia barang/jasa dalam
kaitan pelaksanaan pekerjaan.

Penggolongan Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstrulsi ;

aj.

b).

C}).

dj.

al.

M.

Bantuk Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi meliputi
1). Usaha Orang Perorangan
2).  Badan Usaha Nasional maupun Asing

Penggolongan Kualifikasi Usaha lasa Pelzksana Konstruksi dibaagi
dalam GRED, sebagai berikut :

1}, GRED 1 : Drang Perseorangan Kualifikasi Usaha Kecil
(0 s/d 100 juta)

2y GRED 2 : Kualifikasi Usaha Kecil
(0 s/d 300 juta)

3). GRED 3 : Kualifikasi Usaha Kecil
(0 s/d 800 juta)

4), GRED 4 : Kualifikasi Usaha Kecil
(0 s/d 1 milyar)

5). GRED S : Kualifikasi Usaha Menengah
(1 milyar s5{d 10 milyar)

6). GRED G : Kualifikasi Usaha Besar
(1 milyar 5/d 25 milyar)

7). GRED 7 : Kualifikasi Asing

(1 milyar 5/d tak terhingga)

GRED 1 s/d 4 disehut Kategori USAHA KECIL sedangkan GRED 5
sfd 7 disebut Kategori MON KECIL,

Kualifikasi Mon K (Mon Kecil) adalah pekerjaan dengan nilai diatas
Rp.1.000.000.000,- {satu miliar rupiah), sedangkan Kualifikasi K
(Kecil} adalah pekerjzan dengan nilai dibawah Rp.1.000.000.000,-
(satu miliar rupiah).

Pengoolongan kualifikas usaha jasa pelaksanaan didasarkan pada
kriteria  Ungkat/kedalaman/kompetensi dan potensi kemampuan
melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteriz resiko dan kriteria
penggunaan teknalogi.

Pamberlakuan  Sisterm Registrasi  Koalifikast  tersebot mulai
dilaksanakan tanggal 1 Januari 2007,

Calam rangka peningkatan efekiifitas, dayva guna dan hasil guna,
organisasi kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Jepara dipandang perlu untuk dilengkapi dengan unsur-unsur sebagai
herikul :



al

2.

c).

d).

Pengguna Anggaran
Pengguna Angoaran dijabal cleh Sekretaris Dasrah Kabupaten
Jepara.

Kuasa Pengguna Anggaran
Kuasa Penoguna Angaaran dijabal oleh Assisten Sekretaris
Daerah Kabupaten Jepara s2sual dengan Bidang Tugasnya.

Pimpinan Program/Kegiatan
Pimpinan Program/Kegiatan dijabat oleh Kepala Bagian sesuai
dengan Bidang Tugasnya.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dijabat oleh Kepala Sub Bagian
sesuai dengan Bidang Tugasnya.

Sedangkan untuk organisasi kegiatan di lwar Lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Jepara adzalah sebagai berikut

).

b}.

Penanggung Jawab ProgramfKegiatan

Penanggung Jawab Program/Kegiatan adalah Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah vyang bertznggung jawab terhadap
regiatan pada lingkup bidang tugasnya dengan tujuan agar
pelaksanaan kegiatan yang dibidanginya dapat berjalan lancar.

Koordinator Penanggung Jawab Program/Kegiatan
Koordinator Pemanggung Jawab Kegatan adalah Pejabat yang
bertanggung  Jjawab  mengkoordinasikan  penanggung  jawab
program)/kegiatan pembangunan agar dalam pelzksanaannya dapat
berjalan lancar.

Koordinator Penangoung Jawab Programy/Kegiatan dijabat aleh
Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara. Disamping itu Sekretaris
Daerah karena kedudukannya maka juga sebagai Koordinator
Pengelola Keuangan Daerah.

Penanggung Jawab Umum

Penanggung Jawab Umum Program/Kegiatan adalab Pejabat vang
bertanggung jawab Llerhadap pelaksanaan program kegialan secara
menyeluruh di wilayah Kabupaten Jepara agar pelaksanaannya
dapat henalan lzncar. Penanggung Jawab Umum Program,/Kegiatan
dijabat cleh Bupati Jepara dan Wakil Bupati Jepara.

KELENGKAPAN KEGIATAN

Dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan
organisasi kelengkapan kegiatan yang melput

LR B Lk Pl b

Pejabat Pembuat Komitmen (PPIK)
Pejabat Pengadaan

Fanitiz Pengadaan Barang/Jlasa
Panitia Pemeriksz Pekerjaan{FFF)
FPengawas Lapangan

Panitia Pemeariksa Bzrang (PPR)



1.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

b

d).

Pajabat Pembuat Komitmen diangkat dengan Surat Keputusan
Pangguna Angoaran/kuasa Pengguna Angagaran.

Tugas Pokok Pejabat Pembuat  Komitmen dalam  pengadaan

barang/jasa adalah :

1), Menyusun perencanazn pengadaan barang/jasa.

21, Menstapkan paket-paket  pekerjaan  disertal  ketentuan
mengenal peningkatan penggunaan produksi dalam negeri
dan peningkatan pemberian kesempatan bagi ussha  kecil
termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat.

3). Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS),
jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokast pengadaan yang
disusun  oleh panita  pengadaan/pejabat  pengadaan/unit
ayanan pengadaan,

4}, Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadazn
panitia/pejabat  pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai
kewenangannya.

53 Menetapkan Besaran uang muka yang menjadi hak penyedia
barang/jasa sesuai ketentuan vang berlaku.

By Menyiapkan dan melaksanzkan perjanjian/kontrak  dengan
pihak penyedia barang/jasa.

A1, Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian penoadaan barang/jasa
kepada pimpinan instansinya. :

8).  Mengendalikan pelaksanaan perjaniian/kontrak.

93, Menyerahkan aset hasil pengadaan harangfjasa dan aset
lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara Panyarahan.

10%, Menandatangani  pakita integritas  sebelum  pelaksanaan
pengadaan barang/jasa dimulai.

Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi persyaratan sebagai

harikoat -

1), Memiliki integritas moral.

21, Memiliki disiplin tingal,

3). Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis  serta
manajerial  untuk  melsksanakan tugas wvang  dibebankan
kepadanya.

4).  Memiliki  sertifikasi  keahlian  pengadaan  harang/jasa
pemearintah,

). Memililki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindalk
tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilzku sertz tidak
pernah terlibat KKN.

Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjaniian
dengan penyedia barangfasa apabila belum tersedia anggaran
atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan
dilampauinya batas anggaran yvang tersedia untuk kegiatan/proyek
yana dibiayal dart APBN/APBD.

Pejebat Pembuat Komitmen bertanggung  jawab dari  seqi
administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan
barang/ijasa vang dilaksanakannya,



f1,  Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakan proses pengadaan
barang/jasa sebelum dokuman anggaran  disahkan sszpanjang
anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan,
dengan penerbitan surat penunjukan penyadia barang/fjasa (SPPBE])
dan penzndatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan
setelah dokumen anggaran untuk kegiatan/provek sebagaimana
dimaksud disahkan dan harus sesual dengan Kebijakan Umum
Pemerintah dalam pengadaan barang/jasa, yaitu .

). Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang
bangun dan perckayasaan nasional yang sasarannya adalah
memperluas |apangan kerja dan mengembangkan industri
dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing
barang/jasa produksi dalam  negeri pada peardagangan
internasional.

21 iMeningkatkan peran seria usaha kecil termasuk kopears: kecll
dan kelompk masyarakat dalam penoadaan barang/jasa.

3). Menyederhanakan  ketentuan dan tata cara  untuk
mempercepat proses  pengambilan keputiesan dalam
pengadaan barang/jasa.

43,  Meningkatkan profesionalisme, kemeandirian dan fanggung
jawab pengguna barang/jasa, panitiafpaejabat pengadaan dan
penyedia barang/jasa.

51, Maningkatkan penerimaan necara melalu seklor perpajakan.

B).  Mepnumbubkembangkan peran serta usaha nasional,

7). Mengharuskan pelaksanzan pemilihan penyedia barang/jasa
dilakukan di dalam wilayah MNegara Kesatuan Republik
Indonasia,

8). Mengharuskan pengumuman  secara  terbuka  rencana
pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barangfjasa vang
bersifal rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran
kepado masyarakat luas.

9. Mengumumkan keogiatan pengadsan barang/jasa pemerintah
secara terbuka melalui surat kabar nasional dan atau surat
kabar propinsi.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Pejabat Pengadzan Barang/jasa adalah 1 (satu} crang Pegawai Megeri
Sipil (PMNS) wang menguassi bidang pengadaan barang/jasa  dan
diangkat oleh Penoguna Anggaran/Buasa Pengguna Andgoaran untuk
malaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan
Rp.50,000.000,- (ima pulub juta rupiah).

Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Panitiz Penoadzan Baranag/lasa adalah tim yang diangkat oleh Pangguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilinan
penyedia Darang/jasa.

FPemilinan penyedia barang/jasa adalzh kegiatan untuk menetapkan
penyedia  barang/jasa yang akan ditunjuk  untuk  melzksanakan
pekerjaan,



Susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut ;

2).
b,

C).

Ketua merangkap anggota yang berasal dan unsur Dinas Teknis

secual Bidang Tugasnya.

Sekretaris merangkap anggota yang berasal dari Unsur Badgian

Pangendalan Pembangunan Setda Kabupaten Jepara.

Anaggota tordiri dar

1) Unsur Teknis (sesuai Bidang Tugasnya)

2}, Unsur Pengguna Kegiatan

3] Unsur Keuangan (Bagian Keuanaan Setds Kabupaten Jepara)

4} Unsur Pangelolaan Asset Daerah (Bagian Pengelalaan Asset
Dasrah Setda Kabupaten Jepara)

3 Unsur Hukum (Bagan Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten
J=para).

Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tersebut distas harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut

a).

B).
2l

d).
2],

f.

Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas.

Memahami keseluruban pekerjzan yang akan diadakan,

Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia
pengadaan yang bersangkuban.

Memahami sl dokumen  pengadazn/metode  dan prosedur
oengadaan.

Tidak mempunyai hubungan keluarga denoan  pejabat  vang
mengangkal dan menstapkannya sebagai panitia pengadaan.
Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah atau
setidak-tidaknya  pernah mengikuti pelatihan Pengadazn
Barang/Jasza.

SERTIFIKASI :

1), Dalam masa transisi, sebelum memiliki sertifikasi keahlian
pengadaan barangfjasa pemerintah, seseorang vang telah
diangkat  menjadi pengauna  harus  {pernah)  mengikuti
pelatinan pengadaan barang/jasa pemerintah.

21, Pejabat yang wajib mempunyai sertifikasi keahlian pengadaan
barang/jasa adalah Pimpinan Program/Kegiatan, Pengguna
anggarar Daerah, Pajabal Pelaksana Teknis Kegiatan dan
ruasa Pengguna Anggaran dan Panitia/Pejabat Pengadaan.

Yang tidak dibenarkan menjabat dalam keanggotaan Panitia/Pejabat
Pengadaan Barang/Jlasa adalah :

al.
b,

£

d).

Kepala Satuan Kerja Perangkat Dasrah,

Penanggung Jawab Program/Kegiatan, Pimpinan Program/Kegiatan,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran,
Bendaharz  Pengeluaran  Pembantu, Staf  Administrasi Bidang
Keuangan kegiatan yvang bersangkutan.

Pejabat/Staf Badan Pengawasan Dasrzsh Kabupaten Jepara, kecuali
menjadi panitia/pejabat pengadaan untuk pengadaan barang/jasa
yang dibutuhkan instansinya.

Pejabat yang bertugas melakukan  verifikasi surat permintaan
pembayaran dan atau pejabat yang bertugas menandatangani
surat perintah membayar.

Tugas, Wowenang dan Tangguna Jawab Panitia/Pejabat Pengadaan
Barang/lasa ;



4),  Menyusun jadwal dan menetapkan czra pelaksanaan sarta lokasi
pengadaan.

o). Menyusun dan menyiapkan harga perxirazn sendiri [HPS).

cl.  Menyiapkan dokumean pengadaan.

d). Mengumumkan pengadaan barang/ijasa di surat kabhar nasional dan
atau  propinsi dan  atau  papan  pengumumnan resmio untuk
penerangan  umum  dan  divpayakan divmumkan di websits
pengadsan nasianal.

2], Menilai  kualfikasi  penyedia  melalui  pascakualifikasi  atau
prakualifixasi.

f).  Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.

gy, Mengusulkan calon pemenandg.

). Membuat laporan mengena proses dan hasil pengadaan kepada
Pejabat  Pembual  Komitmen  dan ateu pejabat  yang
meangangkatnya.

i),  Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan
barana/jasa dimulai,

Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP)

Panitia  Pemeriksa  Pekerjaan  dibentuk  untuk pekerjaan  jasa
konstruksi dan konsultansi.

Keanggotaan F‘anmc Pemeriksa Pekarjaan adalah :

a) Ketua 1 Assisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara
Yang Membidang

by Sekretaris 1 Unsur Bagian Pengendalian Pembangunan Setda
K.abupaten Jepara

£). Anggota » 1), Unsur Teknis.

23, Unsur Keuangan (Bagian Keuangan Setda
Kabupaten Jepara).

30 Unsur  Pengelolazn Assel  Daerah (Bagian
Pengelolzan Assat Daerah Setda Kabupaten
lepara.

4], Unsur Pengguna Kagiatan,

5). Unsur Hukum {(Bagian Hukum & Crganisasi
Sebda Kabupaten Jepara).

Panitia Pemeriksa Pakerjaan mempunyai tugas |

a), Membuat rekomendasi tentang kebenaran hasil  pelaksanaan
kegiatan sebagai dasar-dasar pengajuan pembayaran  termyn,
berdasarkan pemeriksaan di lapangan;

bh. Memberi saran kepada PFimpinan Program/Kegiatan pada saat
terjadi hambatan pelaksanaan kegiatan,

c), Dalam pelaksanaan tugasnya BPP  bertanggungjawab kepada
Kepala SKPD.

d). Mengawasi pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan
dari rencana yang telah ditetapkan.

g, Mambuat berita acara hasil pemerikszan pekerjaan,

Yang tidak dibenarkan menjabat dalam keanggotaan BPP adalah -

a), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.



b). Penanggung Jawab Program/Kegiatan/Pimpinan Program/Kegiatan/
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD/S Bendahara Pengeluaran
Pambantu yang bersangkutan.

Cp. Pajabaty5taf Badan Pengawasan Dagran kKabupaten Jepara.

Pengawas Lapangan

Untuk jenis kegialan konstruksi Pengawas Lapangan adalah Staf Teknis
dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara, sedangkan untuk jenis
kegiatan lainmya disesualkan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan
kompetensi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani (sesual
Tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah yanag bersangkulan).

Tugas Pengawas Lapangan .

a), Mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan selama  kegiatan
dilaksanakan

by, Menyusun laporan mingguan kepada Pimpinan Program/Kegiatan
melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tentang pelaksanaan
kegiatan di lapangan.

¢y, Mamberi teguran kepada pelaksana apabila dalam pelaksanaan
kegiatan terdapat penyimpangan/ tidak sesual dengan bestak,

d).  Memecahkan hambatan dalam pelaksanaan sebatas kewsnangan
yvang diserahkan cleh Pimpinan Program/Kegiatan,

@), Ikut menertibkan administrasi kegiatan di lapangan.

Calam pelaksanaan tugasnya pengawas lapangan

bertanggungjawah  kepada Pimpinan Program/Kegiatan  melalui

FPejabat Pelaksana Teknis Keagiatan,

h

Pengawas Lapangan yang mengawasi lebih dari 1 (satu) kegiatan
supaya didekatkan lokasinya untuk meningkatkan kualitas pengawasan.

Panitia Pemeriksa Barang (PPB)

Panitia Pemeriksa Barang dibentuk untuk pekerjaan non konstruksi
dan non konsultansi (pada pembelian barang).

Panitia Pemeriksa Barang (PPB) mempunyai tugas:

a), Membual rekomendasi tentang kebenaran hasil  pelaksanaan
pengadaan barang scbagail dasar-dasar pengajuan pembayaran
berdasarkan pemerikszan barang dimaksud,

D). Memberi saran kepada Pimpinan Program/Kegiatan pada saat
terjadi hambatan pelaksanaan pengadaan barang,

¢l Dalam  melaksanakan  tugasnya panitia pemeriksa barang
bertangungjawab kepada Penanggungiawab Kegiatan.

d).  Membuat berita Acara hasil pemeriksaan pengadaan barang.

Keanggolaan Panitia Pemeriksa Barang scbagai berikut :

al. Ketua o Assisten Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara
Yang Membidangi

b}, Sekretaris . Unsur Bagian Pengendalian Pembangunan Setda
Kabiupaten Jepara

). Anggota 1) Unsur Teknis,

27. Unsur Pemakai.



3). Unsur Keuangan (Bagian Kseuangan Setda
Kaoupaten Jepara)

4). Unsur  Pengelolaan  Asset  Daerzh  (Bagian
FPengelolaan Asset Daerah Setda Kabupaten
lepara),

5). Unsur Hukum (Bagian Hukum dan Organisas
Setda Kabupaten leparal.

Yang tidak dibenarkan menjabat dalam keanggotaan Panitia Pemeriksa
Barang (FPBE) adalah :

al. Kepala Satuan Kerja Perangkat Dasrah vang bersangkutan,

b). Penanggung Jawab Program/Kegiatan/Fimpinan
Program/Kegiatan/Pejabat  Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD/
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluzran Pembantu yang
bersangkutan,

¢y, Pejabat/Staf Badan Pengawasan Dacrah Kabupaten Jepara,

BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN

Hiaya Pengelolzan Kegiatan diberkan sssual Standar Analisa Belanja (SAB)
yang jumlah  nominalnya disesuaikan dengan  kelayakan serta  telah
diujifditelti oleh Tim Peneliti BRA-SKPL,

Honararium  kegiatan  adalah  penghasilan/gaji yang  diberikan . kepada
pejabat/pegawalfseseorang  sehubungan jabatan yang diembannya dalam
perangkal arganisasi kegiatan.

Honorarium untuk Bendahara Pengeluaran diatur tersendiri lewat Keputusan
Bupati Jepara.

Homorarium 5taf Administrasi Bidang Keuangan diberikan selinggi-tingginya
sama dengan Bendahara Pengsluaran Pembantu.

Dalam pemberian honorarium kepada perangkat crganisasi kegiatan agar

berpedoman hal-hal sebagai berilut

1. Honorarivm dapat dibebankan pada  kegiatan  sepanjang dananya
memungkinkan untuk dibebani.

2. Pemberian honorarium  disesuaikan  dengan  jadwal  pelaksanaan
keaiatan,

3. Pejzbal Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD dapat melaksanakan beberapa

kegiatan sesuai bidang tugasnya.

Honor sebagai Staf Teknis, Staf Administrasi, Bendahara Pengeluaran

Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Pimpinan Program/Kegiatan dan Penanggung Jawab kegialan dapat

diberikan dari 1 {satu) kegiatan yang ada di lingkup Satuan Kerja

Parangkat Daerahnya.

5.  Honorarium Pimpinan Program/Kegiatan setinggi-tingginya sama dengan
Penznooung Jawab Program/kegiatan.

6. kegiatan-kegiatan yang mendapatkan tambahan dalam Perubahan APBED
vang pada  Penstapanny2  sudah dipilih untuk  dibebani  Biaya
Pengelolaan, dapat cibebani lagi tambahan Blaya Pengelolaan sesuai
ketentuan tersebut di atas.

7. Bag Satuan Kerja Perangkat Daerah vang tidak menyediakan alokasi
beava honoraricm dalam DPA-SKPD maka ketentuan honorariumnya

s



D.

diatur dengan Keputusan Bupati Jepara.

PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSAMAAN ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)

1.

LIrmurm

al.

).

Pangguna Anggaran wajib manyusun DPA-SKPD berdasarkan AFPED
vang sudan ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah
sebagal dasar pelaksanaan kegistan.

Hal-hal vang mendasar dalam penyusunan DPA-SKPD adalah ;

1), Menyangkul kebijakan daerah.

2. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeran Kabupaten Jepara Tahun 2007 vang telsh disyahkan
dan diundangkan dalam Lembaran Dasrah,

3} Perlu adanya penghematan-penghamatan

41, Dihindari terjadinya dobel pembiavaan pekerjaan kegiatan.

5y, Berpedoman standarisasi dan tolok ukur kinerja,

A). Untuk kegiatan-kegiatan fsik baik kegiatan pembangunan
maupun rehab  diharuskan unfuk dilengkapl dengan  Ijin
Mandirikan Bangunan {Tzta Cara Pengurusan IMEB dapat
dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Jepara)

7). Terhadap suatu  kegiatan  vyang kemungkinan  dapat
menimbulkan dampak besar dan penting, agar terlebib dahulu
disusun  Dokumen mengenal Analisis Mengenai  Dampak
Lingkungan Hidup  [(AMDAL/UKL/UPL)  sesuai  peraturan
perundang-undangan yang berlakuy.,

Hal-nal yang berkaitan dengan Analisis Menganai Dampak
Lingkungan Hidup [AMDAL) agar dikcordinasikan dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait (Dinas Lingkungan
Hidupo, Pertambangan dan Energi (DLHPE).

Pengesahan Gambar Perencanaan diatur sebagai berikul

a).
by,

),

Sekretans Dasrah Kabupaten Jepara dengan nilai konstruksi diatas
Rp.1.000.000.000,- {satu milyar rupiah).

Assisten  Pereckonomian  dan Pembangunan  Sekretaris  Daerah
Kabupaten Jepara dengan nilai  konstruksi  Rp.100.000.000,-
(seratus juta rupiah) sampai dengan Rp, 1.000.Q00L000,- (satu
milyar rupiah),

Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretarist Daerah
Kabupaten Jepara dengan  nilai konstruksi sampai  dengan
Rp.100.000.000,- {seratus juta rupiah).

DPA-SKPD ditetapkan/disahkan oleh SKPKD setelah mendapat
persetujuan dari Sekretaris Daerah.

DPA-SKPD vang telah disahkan tersebut disampaikan kepada

1).
2).
3.

Kepala Badan Pengawasan Dacrah Kabupaten lepara
Badan Pengawas Keuangan RI (BPK)
ArSip,

PENGADAAN BARANG DAN JASA

1.

Pemilihan dan Penetapan Metode Pengadaan barang dan  jasa



dilaksanzkan oleh masing-masing 5KPD dan harus sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku,

Pamilihan dan penetapan metode sebagaimana tersebut digtas tidak
diperlukan lagi ijin Bupati Jepara. Segala akibat yang timbul atas
pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran,

Penetapan metoda pemilihan penyvadia barang/jasa.

a). Metoda pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa
lainnya :

1), Semua pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa
lainmya pada prinsipnya  dilakukan dengan  pelelangan
umum.

23, Untuk pekerjgan vang kompleks dan jumlah penyedia
barangfjasa yang mampu melaksanakan diyvakini terbatas,
maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan
metoda pelelangan terbatas,

3).  Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang
bernilai sampai dengan  Rp 100.000.000,- {seratus  juta
ripiahl.

4).  Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi
kriteria yaitu keadaan tertentu dan pengadaan barang/jasa
khusus.

Keadazn tertentu yaitu

{a) penanganan darurat  untuk pertahanan MNegara,
keamanan dan  keselamatan masyarakat  yang
pelaksanaan pekerjaannya bdak dapat ditundz, atau
harus dilakukan segera, termasuk penanganan dardrat
okibat bencana alam, dan/atau ;

(b} pekerjzan vang perlu dirahasiakan yang menyanghkut
pertahanan dan kemanan Megara yang ditetapkan olef
Presiden, dan/ atau ;

() pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum
Rp.50.000.000,- {lima puluh juta rupiah) dengan
ketentuan :

(1) untuk keperluan sendiri; dan/atau

{21 teknologi sederhana; dan/atau

{3} resiko kecil; dan/atau

{4} dilaksanakan aleh penyedia barangfjasa  ussha
orang perseorangan dan/atae badan usaha kecil
termasuk koperasi kacil.

Pengadaan barang/jasa khusus yaitu :

{a) pekerjaan berdasarkan  tarif resmi yang ditetapkan
pamerintah; atau

(b} pekerjaan/barang spesifik yvang hanya dapat dilaksanakan
oleh satu penvedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak
paten; atau

(¢} merupzkan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecll
atau pengrajin industri kecil yang Lelah mempunyal pasar
dan harga yang relatif stabil; atau

(d) pekerjaan yvang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan
dengan penggunazn Leknologi kKhusus danfatau hanya



ada satu penyedia  Darangfjasa  ovang  mampd
mengaplikasikanmya,

b, Metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi

1]. Semua pengadaan jasa konsultansi pada prinsipnya dilakukan
dengan seleksi umum.

2}, Untuk pekerjaan jasa konsultanst yang kompleks dan jumlah
penyadia jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas,
maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan
metoda seleksi terbatas,

1), Seleksi langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang
bernilai sampai  dengan  RBp.100,000.000.- (seratus juta
rupiah).

4y, Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi

kriteria sebagal berkut ;

{a) penanganan darurat untuk pertahanan Megara, kemanan
dan keselamatan masyarakat  yang  pelaksanaan
pekerjagznnya tidak dapat ditunda / harus dilakukan
segera; dan/atau ;

(b} penyedia jasa tunagal; danfatau

{c) pekerjaan yang periu dirahasiakan yang menyangkut
partahanan dan kemanan MNegara yang ditetapkan aleh
Presiden; dan/ atau

(d) pekarjaan yang berskala kecil dengan ketentuan :

(1) untuk keperlean sendirl;

(21 mempunyai resiko kecil;

(3) menggunakan teknologl sederhana,

(4] dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha pergrangan
dan badan usaha kecil; dan atau

(5] bernilai sampai dengan Rp.50.000.000,- {ima puluh
Juta rupiah).

() pekerjaan vang hanya dapat dilakukan oleh pemegang
hak palten atau pihak yang telah mendapat ijin,

Kualifikasi Penyedia Barang/lasa.

Pada prinsipnva penilaian kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan
usaha peserta pelelangan umum, dilakukan dengan pasca kualifikasi.
Khusus untuk pekerjaan wang kompleks dapat dilakukan dengan
prakualifikasi.

Pekarjaan Kampleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi
danfatau  mempunyai  resiko  tinggl  danfataw bernilai diatas
Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah),

Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa :

a).  Memiliki surat ijin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan
oleh instansi pemenntah yang berwenang yang masih berlaku,
seperti SIUP untuk jasz perdagangan, [UJK untuk jasa konstruksi
dan sebagainya.

by, Secara hukum mempunyal kapasitas menandatangani  kontrak
pengadaan.



.
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k).

m).

nJ.

pl.

ak-

Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani
sanksi pidana.

Dalam hal penyedia jasa akan melakukan kemitrasn, penyedia
barang/jasa wajih MEMpUnya perjanjian karjasama
pperasifkemitraan  yang memuat persentase  kemitraan  dan
perusahaan yang mewakili kemitraan tersebot,

Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPR) seris
memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau
PPM sekurang-kurangnya 3 (Liga) bulan yang lalu.

Selama 4 {empat) tahun Lerakhir pernah memiliki pengalaman
menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pamerintah atau
swasta - termasuk pencalaman sub kontrak baik  dilingkungan
pemarintah ataw swasta, kecuali penyedia barangfjasa yang haru
berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

Memiliki kinerja haik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau
daftar hitam disuatu instansi.

Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk
usaha kecil termasuk koperasi kecil,

Memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang
sesuai untuk bukan usaha kecil

1%, Untuk jasa pemborongan memenuhi KD=Z2 NEL (KD
kKemampuan Dasar, MNPt @ Mila Pengalaman Tertinggl) pada
sub bidang pekerjzan yang sesuai untuk bukan uszha kecll
dalam kurun waktu 7 (tujun) tahun terakhir,

21, Untuk pengadaan barang/jasa lzsinnya memeanuhi KD=5 NPL
(KD ; Kemampuan Dasar, MPt : Nilai Pengalaman Tertinagi)
pada sub bidang pekerjzsan yang sesuzi untuk bukan usaha
kecil dalam kurun waktu 7 {tujuh) tabun terakhir,

Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar
dari perusahaan yang mawakili kemitraan {lead Tirm).

Untuk  pekerjaan  khusus/spesifik/teknologi  tingai  dapat
ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli
speesialis yang diparlukan atau pengalaman tertentu.

Memiliki  surat  keterangan dukungan keuangan dari bank
pemerintah/swasta  untuk  menagikuti pengadaan  barang/jasa
sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh prosen) dari nilai proyek untuk
pakarjaan jasa pemborongan dan 5 % (hma prosen) darl nilai
provek untuk pekenaan pemasokan barangfjasa lainnya, kecuali
untuk penyedia barang/jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil,
Memiliki <emampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta
persanil vang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

Termasuk dalam penyedia barangfjasa yang sesual dengan nila
paket pekerjaan,

Menyampaikan  daftar perclehan  pekerjaan yang  sedang
dilaksanakan khusus untuk jasa pemborongan.

Tidak membuat pernyatzan yang bdak benar tentang kompetens
dan kemampuan usaha yang dimilikinya.

Untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki sisa  kemampuan
keuangan [SKK) vang cukup dan sisa kemampauan paket (SkP).



Pasca Kualifikasi dan Prakualifikasi ;

a). Pasca Kualifikasi.

13,

2).

Pascakualifikasi adalah  proses penilaian  kompetensi dan
kemampuan usana serta pemenuhan persyaratan tertentu
lainmya  dan penwediz  barang/jasa  setzlah  memasukkan
PEMNAWaran.

Tata Cara Pasca Kualifikasi ¢
Fengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi,

al.
by, Penyampaian dokumen kualifikasi bersamaan (menjadi
satu) dengan dokumen penawaran.

o), Evaluasi  dokumen  kualifikasi  dilaksanakan  setelah

evaluasi dokumen penawaran.

dl. Penyedia barangfasa vang dinyatakan lulus kualifikasi
apabila  memenuhi  seluruh Persyaratan  Kualifikasi
Penyedia Barang/jasa.

2], Penawaran yang tidak memenuhi syarab  kualifikasi
dinyatakan gugur.

b). Pra Kualifikasi.

1)

2).

Prakualifixasi  adalah  proses  penilaian  kompetensi dan
kemampuan usazha sarta pemenchan persayaratan tertentu
lainnya dari penyedia barangfjasa  sebelum  meamasukkan
PENEWaran.

Tata Cara Pra kualifikasi :

a).  Pangumuman prakualifiaksi untuk pelelangan umum,

by, Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi,

oY, Penyampaian  dokumen  prakualifisksi  oleh  penyediz
tarang/jasa.

d). Ewvaluasi dokumen prakualifikasi yang telah dilengkapi
oleh penyedia barang/jasa.

el. Penyedia barang/fjasa dinyatakan lulus kualifikasi apabila
memenuhi - seluruh Persyaratan  Kualifikasi  Penyedia

Barang/Jasa.

fi.  menetapkan daftar paryedia barngfjasa yang  lulus
prakualifikasi gleh panitia/pejabat pengadaan.

q). Pengesahan  hasil  prakualifikasi  oleh  pangguna
barang/jasa.

by, Pengumuman hasil prakualifikasi,

i7.  Peneiitian dan tindaklanjut atas sangagahan terhadap hasil
prakualifikasi.

i}, Pengumuman hasil prakualifikasi  sekurang-kurangnya
mermuat :

{11 Mama dan perkiraan nilai pekerjasn serta sumber
dananya.

{2y Mama dan alamat penvedia barang/jasa dan nama
pengurus vang berhak menandatangani  kontrak
pekerjzan untuk setizp calon penyedia barang/jasa.

(31 Mama dan nilai paket tertinggl pengaslaman pada



5

6.

k.

bidang pekerjizan vang sesuai untuk usaha kecil
termasuk koperas) kel dan sub bidang pekerjzan
yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kKurun
walktu 7 (tujuh) tabun terakbir.

(4) Keputusan lulus tidaknya s=etiap calon penyedia
barang/jzsa.

Penyedia barang/jasa yang tidak lulus prakualifikasi dapat
meryatakan keberatan/mengajukan sanggdahan kepada
peEngguna barang/jasa.

Apabila  sanggahan/keberatan  penvedia  barang/jasa
terbukli  henar  maka  panitia/pejabat  pengadaan
melakiekan  evaluasi ulang  dan daftar penvediz
barang/jasa vang lulus prakualifikasi hasil evaluasi ulang
dismumkban.

. Dalam rangka efisiensi palaksanaan penilaian kualifikasi,

pengquna barangfjasa wajib meyediakan formulic isian
rualifikas pervedia barang/jasa, vang memual ringkasan
informasi  dari  Persyvaratan  Kualifikasi  Penyedia
Barang/Jasa (lihat BAB VI Petunjuk Pengisian Blanko).

(1} Formulir isian tersebul diserlai peryataan penyedia
barng/jasa yang ditandatangani diatas meterai,
babwa informasi vang disampaikan dalam formulic
tersebut adalah benar dart bersedia untuk dituntut
secara  pidana  dan  perdata  seria bersedia
dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangrya
2 (dua) tahun berikutnya, apabila terbukti informasi
yang disampaikan merupakan kebohongan.

(23 Formulir isian tersebut sebagai pengganti dokumen
yang dipersyaratkan.

Penilaian kualifikasi dilaksana<an sebagai berikut

a). Pekerjaan jasa pemborongan, pemasokan barang dan pemasokan

jasa lainnya :
| Metode Pengadaan | Tidak Kompleks = Kompleks
Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Prakualifikasi atau |
Pascakualifikasi
Pelelangan Terbatas Prakualifikasi | Prakualifikasi
Femilinan Langsung | Prakualifikasi Prakualifikasi
Penunjukan Langsung | Prakualifikas: Prakualifikasi

by, Pekerjaan jasa konsultans .

 Metode Pengadaan | Tidak Kompleks atau Kompleks |
| Seleksi Urnum Prakuahf‘l-:asu B !
| Saleksi Terbatas | Prakualifikasi
E:-L.|E|-: i Langsung. | Prakualifikasi
F’-.:-nunjul-:an Langsung Flﬁkaahslkahl

Dzlam  pengadaan  harangfjasa  pemborongan/jasa  lainnya dapat
dilakukan dengan metode :



aj.

Pelelangan Umum

Pelalangan Umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa
vang dilakukan secara terbuka dengan pangumumszn secara luas
melalui media masa  dan papan pengumuman  resmio untuk
penarangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang
berminat dan memenuhi kualifikasi dapat menagikutinya.

Prosedur pemilihan  penyedia  barangfjasa  pemborongan,jasa
lainmya dengan metoda pelelangan umum meliput

1). Dengan Prakualifikasi :
(a). Pengumumean prakualifikasi;
(k). Pengambilan dokumen prakualifikas;
(). Pemasukan dokumen prakualifikasi;
d), Evaluasi dokumen prakualifikasi;
{e), Penetapan hasil prakualifikasi;
{f). Pengumuman hasil prakualifisasi;
{g). Masz sanggah prakualifixasi;
{hY. Undangan kepada peserta yvang lulus prakualifikasi,
{it. Pangambilan dokumen lelang umum,
{i). Penjelasan;
(k). Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan
perubahannya;
(). Permasukan penawaran;
(m}. Pembukaan penawaran;
(n), Evaluasi penawaran;
(a)., Penetapan pemenandg;
(p). Pengumuman pemenang,
(g). Masa sanggah;
{r). Penunjukan pemenand;
=), Penandatanganan kontrak.

2). Dengan Pasca Kualifikasi :
(a). Pengumuman pelelangan umum;
(b). Pendaftaran untuk mengikuti palelangan;
(). Pengamhilan dokumen lelang;
(d). Penjelasan;
(). Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan
perubahannya;
(F. Pemasukan penawaran,
{g). Pembukaan penawaran,
(h). Ewaluasi penawaran termasuk evaluasi kuslifikasi;
(i1. Penetapan pemenang;
(i), Pengumuman pemenana;
(k). Masa sanggah;
{1. Penunjukan pemenandsg;
{m). Penandatanganan kontrak,

b). Pelelangan Terbatas

Dalam  hal  jumlah  penvedia barangfiasa  vang mampu
melaksanakan divakini terbatas  yaitu  untuk  pekerjaan  yang
kompleks, maka pemilihan penyvedia barang/jasa dapat dilakukan
dengan metoda pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas
melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan



mencantumkan penvedia barangfjasa vang telah divakini mampuy,
guna memberi kesempatan kepada barangfjasa lainnya yang
memanuh kualifikasi.

Prosedur pemilihan  penyadia barangfjasa pemborongan/jasa

lainmya dengan metoda pelelangan terbatas meliputi |

1), Pemberitahuan dan konfirmasi kepada peserta terpilih;

21, Pengumuman pelelangan terbatas;

31, Pengambilan dokumen prakualifikasi;

41, Pemasukan dokumean prakualifikasi;

5).  Ewvaluasi dokumen prakualifikasi;

&). Penectapan hasil prakualifikasi;

1. Pemberitahuan hasil prakualifikasi;

8). Masa sanggah prakualifikasi;

91 Undangan kepada peserta vang lulus prakualifikasi;

10}.+ Panjelasan;

11}, Penyusunan bDerita acara penjelzsan dokumen lelang dan
parubahannya;

12}, Pemasukan penawaran;

13%. Pembukaan penawaran;

14). Evaluasi penawaran;

153, Penetapan pemenang,

16}, Pengumuman pemenang;

17). Masa sanggah;

18), Penunjukan pemeanand; g !

19}, Penandatanganan kontrak.

Pemilihan Langsung

Dalam hal metoda pelelangan umum atau pelelangan terbatas
dinilai tidak efisien dari segi biaya pelslangan maka pemilihan
penvedia barang/jasa dapat dilakuekan dengan metada pemilihan
langsung.

Pemilinan langsung adalah pemilinan penyedia barang/jasa yang
dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknys
penawaran, sekurang-kurangrya 3 (tiga) penawaran darl penyedia
barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi
baik teknis maupun biaya serta harus divmumkan minimal melalu
papan pengumurnan resmi untuk pensrangan umum dan kila
memungkinkan melalui intermet.

Prosedur  pemilihan  penyedia  barang/fjasa pemborongan/j2sa

lainnya dengan metoda pemilihan langsung meliputi

1), Pengumuman pemilihan langsung;

21, Pengambilan dokumen prakualifikasi;

3. Pemasukan dokumen prakualifikasi;

4),  Evaluas dokumen prakualifikas;

S).  Penetapan hasil prakualifikasi;

51, Pemberitabuan hasil prakualifikas;

7). Masa sanggah prakualifikasi;

8). Undangan pengambilan dokumen pamilihan langsung;

9).  Penjelasan;

10). Perwusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan
perubzhannya;

11). Parmasukan penawaran;



12}, Pambukaan penawaran;

13}, Evaluasi penawaran;

14}, Penetapan pemenandg,

15}, Pemberitahuan penstapan pemenang,
16}, Masa sangaah;

17). Penunjukan pemenang;

18}, Penandatanganan kontrak.

d}. Penunjukan Langsung
Dalam keadaan tertenty dan keadaan khusus, pemilihan penvedia
barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung
terhadap 1 {satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan
negosiasi bak teknis maupun biayva sehingga diperoleh harga yang
wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Prosedur  pemilihan  penyedia barangfjasa  pemborongan/jasa

lainnya dengan metoda penunjukan langsung meliputi :

1), Undangan kepada peserta terpilib;

2). Pengambilan  dokumen  prakualifikasi  dan dokumen
penunjukan langsung;

31, Pemasukan dokumen prakuslifikasi, penilaian  kualifikasi,
penjelasan, dan pembuatan berita acara penjalasan,

4], Pemasukan penawaran,

5). Ewvaluasi penawaran;

&). Megosiasi baik teknis maupun biaya; «

1. Penetapan/penunjukan penyedia barang/iasa;

B). Penandatangan kontrak.

Dalam pengadaan jasa konsultansi dapat dilakukan dengan metode

a). Seleksi Umum
Seleksi Umum adalah metoda pemilihan penvedia jasa konsultansi
vang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi
sacara terbuka yaitu diumumkan secara luas melalui media masa
dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga
masyarakat luas mengetahui dan penvedia jasa konsultansi yvang
berminat dzan mamenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

b). Seleksi Terbatas
Seleksi Terbata@s yaitu metoda pemilhan jasa konsultansi untuk
pekerdan yang kompleks, dan divakini jumlah penyedia jasa yang
mampu melaksanakan pekerjaan tersebut jumlabnya terbatas.

c). Seleksi Langsung
Dalam hal metoda seleksi umum dan seleksi terbatas dinilai tidak
ofisien dari seqi hiayva seleksi, maka pemilinan penyedia jasa
konsultansi dapat dilakukan dengan metoda seleks langsung.

Seleksi Langsung adalan metoda pemilinan jasa kansuitansi yang
daftar pendek pesertanya ditentukan melalui proses prakualifikasi
terhadap penyedia jasa konsultansi yang dipilih langsung  dan
diumumkan sckurang-kuranonya di papan pengumuman  resmi
untuk penarangan umum atau media elekironik (internet).

d). Penunjukan Langsung
Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia
jasa konsultansi dapat dilakukan dengan menunjuk satu penyedia



jasa konsultansi yang memenuhi kualifikasi dan dilakukan negosiasi
baik dari seqi teknis maupun biaya sehingga diperaleh biaya yang
wajar dan secara teknis dipertanggungjawabkan,

8. Proses Pelaksanaan Pelelangan

al.

b).

Fimpinan Program/Kagiatan wajib memilixi perkiraan harga yang
dikalkulasikan secara keahlian/profesional  (Harga  Perkirzan
Sendir/HPS atau Cewner Estimate/OE) yang digunakan sebagai
acuan sebelum melakukan pengadaan barang/jasa.

Pengumuman pengadaan barang/jasa pemborangan/jasa lainnya
dengan melode Pelelangan Umum  wajib  dilakukan  dengan
katentuan sebagai berikut

13, 'Untuk pengadaan dengan metods pelelangan umum yang
bernilai sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
divmumkan sekurang-kurangnya di |

fa), Satu  surat  kabar  propinst  di lokasl  Kegiatan
hersangkutan.

{b). Satu surat kabar nasional, dalam hal jumlah penyedia
barang/jasa  yang  mampu  melaksanakan  kegiatan
tersebut yang berdomisili o propinsi selempat kurang
dari 3 {tiga) penyedia barang/jasa.

(c). Yang dimaksud dengan surat kabar nasional dan surat
kabar propinsi adalah :

{1}. Surat kabar nasional adalah surat kKabar yang
beroplah besar dan memiliki peredaran luas secara
nasicnal, vang tercantum dalam daftar surat kabar
nasicnal yvang ditetapkan aleh Menteri Komunikasi
dan Informatika.

(23, Surat kabar propinsi adalah surat kabar wang
beroplah besar dan rmemiliki peradaran luas
daerah propinsi, yang tercantum dalam daftar surat
rabar vang ditetapkan oleh Gubernur.,

21, Untuk pengadaan dengan metode pelelangan umum/terbatas
vang bernilai diatas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
divmumkan sekurzsng-kurangnya di satu surat kabar nasional
dan satu sural kabar propinsi di lokasi kegiatan bersangkutan.

3).  Pemilihan/Penetapan Surat Kabar Masional dan Propinsi.

{a). Surat Kabar Nasional.

(1), Berdasarkan Surat Menter Perencanaan
Pembangunan Masional/Kepala Badan Perencanaan
Fembangunan Masional MNomor

3458/M.PPN/D6/2006 tanggal 7 Juni 2006 peribal
Pemberitahuan Penstapan Sural Kabar Masional,
bahwa untuk  setiap  pengadazn  baik  yang
barsumberkan dana APBN maupun APBD  yang
menggunakan metode pelelangan umum/terbatas
untuk  pengadaan  barang/jasa, pemborong/jasa



€}

dy.

(2),

(3).

lainnyva vang bernilai diatas Rp. 1 miliar dan
pengadaan jasa konsultansi yang bernilai diatas
Rp 200 juta maka pengadaan yang memenuhi
kriteria  tersebut  wajib  diumumkan di Harian
Urmum MEDIA INDONESIA.

Ketentuan pengumuman df Haran Umuam MEDIA
INDOMESIA tersebut berlaku selama 12 (dua belas)
bulan terhitung mulai tanggal 6 Juni 2006 sampai
dengan 5 Juni 2007,

Biava wuntuk sekall  penayangan  pengumuman
dengan warna hitam putin sebesar
Rp. 5488 00/mmk (lima rbu empalt ratus delapan
puluh delapan rupiah per milimeter kolom) termasuk
pajak-pajak yang berlaku, yvaitu PPN 10 % dan PPh
1,5 9% serta pembiayaan  2tas  penayangan
pengumuman  tersebut  dibebankan pada danz
APBM/APBD  vyang  dikelola oleh  masing-masing
Pejabal Pembuat Romitman  yang menayangkan
pengumuman pengadazn di surat kabar tersebut.

{b). Surat Kabar Propinsi.

(1)

(2),

(30,

Berdasarkan sural Badan Informasi, Komunikasi dan
Kehumasan  Propinsi Jawa  Tengah  Momor

481.11/1988 tentang pemilihan Surat Kabar Provins
Jawa Tengah maka diletapkan Harian Umum
WAWASAN sebagai satu-satunya Surat Kabar
Propinsi Jawa Tengah sebagai tempat! media untuk

mangurmumkan pengadasn barang, jasa
Permerintah,
Penstapan media tersebut erlaku selama 265 (tiga

ratus enam  puluh lima  hari) dimulai G&Enggal
28 Nopember 2006 sampai dengan 27
Mopember 2007.

Riava untuk penayangan pengumuman  dengan
warna dasar hitarm putin sebesar Rp. 2.400,-/mmk
{dua ribu empat ratus rupiah par milk meter kolom)
termasuk pajak-pajzk yang berlaku dan dihebankan
pada dana AFBM/APBD vang dikelolz oleh masing-
masing  Pejabat  Pembuat Komitmen  yang
menayangkan pengumuman  pengadaan  barang/
iasa di surat kabar 2rsebut.

Sabelum melaksanakan pelelangan agar benar-benar diperhatikan
Kinerja dan Kualifikasi rekanan.

Femyusunan
tenggang waktu pelzksanaan sebagai berikut :

jadual pelaksanaan  pengadazn dengan rincian

Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi

1.

Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jaduzl adalah



2),

sebagai berikut

fa).

().

(c).

Penayangan pengumuman  lelang  sekurang-kurangnya
dilaksanakan selama 7 {tujuh) hari kerja di websie
pengacdaan nasional, Penavangan pengumuman lelang
vang dilaksanakan melalui surat kabar nasional/propinsi
minimal dilakukan 1 (satu) kali tavang pada awal masa
DENQUMUMan.

Pendaftaran dan pengambilan  dokumen  penawaran
dilakukan 1 (satw) hari setelah pengumuman sampal
dengan 1 (satu) hari scbelum batas akhir pamasukan
dokumen penawaran.

Penjelasan (aanwiizing) dilsksanakan paling cepat 4
{(empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman,

. Pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 (satu) barl

setelah penjelasan (aanwiizing)l Batas akhir pemasukan
dokumen penawaran sekurang-kurangnya 2 (dua) har
kerja setelah penjelasan. Penetapan waklu permasukan
dokumen penawaran  harus  memperhitungkan  waktu
yang diperiukan  untuk  mempersiapkan  dokumen
penawaran sesudi dengan jenis, kompleksitas dan lokasi
pekerjaan.

. Evaluasi penawaran dapal dilakukan dalam wakbs 1

{=atu) harl alau sesuai dengan waktu yang diperlukan,

Pengalokasian waktu diluar proses butir (a2) sampai dengan
bubtir (d) diatas, diserahkan sepenuhnya kepads Pejabat
Pembuat kKomitmen, i

Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi :

1).

Ketentuan alokasi waktu calam penyosunan jadual adalzh
sebagai berikut ;

(2}

(B

().

fa).

(F).

Pepayvangan  pengumuman  prakualifikasi sekurang-
kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) han kerja
dalam  hal pengumuman dilakukan di papan
pengumuman  resmi untuk  penerangan umum, dan
internat, Penavangan pengumuman prakualifikasi yang
dilaksanakan melalui madia cetak, radioc atau televisi
minimal  dilakukan 1 {satu) kali, diawali masa
pEnguUmuUMman.

Pengambilan  dokumen prakualifikasi  dimulai  sejak
tangoal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum
batas akhir pemasukan dokumen prakualifikast.

. Balas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-

kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya
pEnayangan pengumuman prakualifisasi.

Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas
akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi sekurang-
kurangnya 7 [tujuh) hari kerja.

Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari
setelah dikeluarkannya undangan lelang sampai dengan
satu hari sebelum pemasukan dokumen penawaran.
Penjelasan  (a@anwifzing) dilaksanakan paling cepat 7
{tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman.

. Pemasukan dokumen penawaran  dimulai satu har

setelah penjelasan (aanwiizing) Batas akhir pemasukan
dokumen panawaran sekurang-kurangnya / (tujuh;y hari



kerja setelah penjelasan.

21 Pengalokasian  wakto  diluar  tersebut  diatas, diserahkan
sepenuhnya kepads pengguna barang/jasa.

Pelelangan Terbatas !
1), Ketentuan alokasi waktu dalam penwyusunan jadual adalah
sebagal Derikut :

fa).

(b,

(€):
(d).

Pemayangan  pengumuman  lelang terbatas  sekurang-
kurangnya dilaksanakan selama 7 {tujuh) hari kera
datam  hal  pengumuman dilakukan di papan
penqumuman  rasmi o untuk  penerangan umum, dan
internet.  Penayangan pengumueman lelang yang
dilzksanzkan melzalui media cetak, radio atau televisi
mimimal  dilakukan 1 (satu) kali, diawali masa
pENJUMmIMman.

Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari
setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelurm
batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

Penjelasan  (aanwdzing) dilaksanakan paling cepat 7
{tujuh) har kerja sejak tangaal pengumuman.
Pemasukan  dokuman  penawaran  dimulai satu hari
selelah penjelasan (aanwdzing) Batas akhir pemasukan
dokumen penawaran sekurang-kurananya 7 (tujuh) har
rerja setelah penjelasan.

21, Pengalokasian  waktu  diluar  tersebut  diztas,  diserabkan
sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa.

Pemilihan Langsung ;

). Dalam penyusunan jadual pelaksanaan pengadzan dengan
pemilinan  langsung  harus mengalokasikan  waktu  untuk
Proses :

ia).
(b,
(ch.
(3.

(&),

(F.

(g,
(h),

(1],
(3.

(k].

(.

pangumuman pemilinan langsung dipapan pengumuman
resmii untuk penerangan umum dan internet sekurang-
kuranarya selama 3 (liga) harl kerja,

pengambilan dokumen prakualifikasi,

pemasukan  pemasukan  dokemen  prakualifikast  dan
pengambilan dokumen pengadaan,

penetapan hasil prakualifikasi,

pemberitahuan hasil prakualifikasi,

penjelasan pemasukan penawaran,

pembukaan penawaran,

evaluasi penawaran,

penetapan permenang,

masa sangaah,

penunjukan pemeanang,

senandatanganan kontrak.

2}, Pengalokasian wakitu dalam proses  pemilihan  langsung
diserankan sepenuhnya kepada penoguna barangfjasa,

Penunjukan Langsung .
1. Dalam penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan dengan



2).

penunivkan  langsung  yang melalui prakualifikasi harus
mengalokasikan wakbu untuk proses .

(). undangan kepada pesertz terpilih dilampiri dokumen
orakualifikasi dan dokumen pengadaan,

(B), pemasukan dokumen prakualifikas,

(c). penilaian kualifikasi dan

(d). penjzlasan,

(e), pemasukan penawaran,

(F). evaluasi penawaran,

fg). negosiasi baik teknis maupun harga,

(R}, penetapan/penunjukan penyedia barang/josa,

{i). penandatanganan kontrak;

Pengalokasian  waktu  dalam  proses  pemilinan  langsung

vdiserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa.

e).  Jenis-jenis jaminan dalam pelelangan :

1)

2).

Jarminan Penawaran,

laminan penawaran diberikan kepada pengguna barang/jasa
dalam rangka penawaran dan besarnya jaminan penawaran
ditetapkan dalam dokumean pemilihan penyedia barang/jasa.

Mominal jaminan penawaran adalah sebesar 1 % (satu
prosen) sampai dengan 3 % (kga prosen) darl nilai HPS.

Jaminan penawaran diterbitkan coleh bank umum  {Gdak
wrmasuk bank perkreditan rakyat) ataw oleh perusahasn
As5Uransi yang mempunyal program asuransi kerigian {surety
bond] wang mempunya dukungan reasuransi sebagaimana
persyaratan yang ditetapkan oleh Mantar Kewvangan.

Masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka
waklby yang ditetapkan dalam dokumen pemiliban penyadia
barang/jasa.

Jaminan Uang Muka

laminan  uwang muka dapat diberikan Kepada  pencguna
Larangfjasa dalam rangka pengambilan uang muka. Besarnya
jaminan uang muksd harus bermilal sekurang-kurangnya sama
dengan jumlah uang muka yang diberikan.

Jaminan vang muks harus diterbitkan olsh bank umum ztau
perusahaan  asdransi yang mempunyai  program  asurans
kerigian (surety bond) dan harus direasuransikan sesuai
dengan ketentuan Mamear Kaungan.

Pengembalian vang muka diperhitungkan  berangsur-angsur
secara proporsional  pada  seliap  pembayaran  prestasi
pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada szat pakerjaan
mencapal prestast 100 % (seratus prosen).



fh
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4.

Jlaminan Pelaksanaan

Jaminan pelaksanzan diberikan kepada pengguna barang/jasa
sebelum dilzkukan penandatanganan kontrak. Nilal jaminan
pelaksanaan dengan jaminan bank scbesar 5 % (lima prosen)
dari nilai kontrak,

Untuk nilai penaadzan kecil sampai dengan Rp.S0.000.000,-
{lima puluh juta rupiah) tanpa jaminan pelaksanaan.

Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya
sejak tangoal penandatangan kontrak sampai dengan 14
fempat belas) hari setslah tengoal masa  pemeliharaan
oerakhir,

- Jaminan Pemeliharaan

Jaminan  pemeliharaan  diberikan  kepada  pengguna
barangfjasa setalah pekerjaan dinyatakan selesai 100 %
(seratus prosen).

laminan pemelharaan dapat dilakukan sebagai berixut

(@), pembavaran dilakukan sebesar 95 % (sembilan puluh
lima prosen) dari nilal kontrak, sedangkan yvang 5 %
{flima prosen)] mergpakan retensi selama masa
permalibarazn,

{b). Pembavaran dilakukan sebesar 100 % (seratus prosan)
dari nilai kontrek  dan penyedia barang/jasa harus
menyerahkan jaminan bank sebesar 5 % (lima prosen)
dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Urmum atau
oleh perusahaan asuransi yang mempunyai  program
gsuransi  kerugian (surety bond) dan direasuransikan
sesuai dengan ketentuan Manteri Keuangan.

Ketentuan uang muka, pembayaran prestasi pekerjzan dan masa
pemeliharaan :

1),

2).

3

Lang muks dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa
sehagai berikut :

{a)., untuk usaha kecll setingoi-tingginya 30 % (tiga puluh
prosent darl milai kontrak.

{b}. untuk usaha selain usaha kecil selinggi-tingginya 20 %
(dua puluh prosen) dari nilai kantrak.,

Pembayaran prestasi pekerjoan  dilakukan dengan  sistem
sertifikat bulanan  atau  sistem termyn,  dengan
memperhitungkan angsueran wang muka dan kewajiban pajak.

Masa pemeliharaan minimal untuk pekerjaan permanen &
fenam) bulan, untuk pekerdazan semi permanen 3 (Tiga) bulan
dan masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.



Setelah masa pemelibaran berakbir, penggunz barang/jasa
mengembalikan  jaminan  pemeliharaan  kepada penyedia
barang/jasa.

F. SWAKELOLA

1.

Swakelala adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan
dan diawasi sendiri.

Pemilihan dan Penelapan Metode Pengacdazn barang dan jasa dengan
cara Swakelola dilaksanakan oleh  masing-masing  Dinas/Instansi
Pengguna Barang/lasa dan harus sesuai dengan  ketentuan  dan
peraturan yang berlaku serta dilaporkan kepada Bupati lepara.

Pemilinan dan penelapan metode pelaksanaan secara swakelola tidak
diperlukan lagi ijin Bupati Jepara. Segala akibat yang timbul atas
pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran,

Swakelala dapat dilaksanakan oleh :
a). Pengguna barang/jasa

1% Swakelola cleh pengguna barang/jasa adalah pekerjaan yang
direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pengguna
barang/jasa dengan menggunakan tenaga sendiri, dan/atau
tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah
borongan.

21, Dalam pelaksanaan swakelolz oleh pengguna  barangfjasa
oerlu mengikuti ketentuan sebagai berikut :

{a). pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang
dan tenaca ahli yvang diperlukan dilakizkan oleh Panitia
vang ditetapkan  oleh  pengguna  barangfjasa  dan
menggunakan  metoda pengadzan sssuai dengan
keteptuan  yvang  berlaku  yaitu  lelang/seleksi  umum,
lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung atau
penunjukan langsuna,

(b)Y, pembayaran wupah tenaga kerja  vyang diperlukan
dilakukan secara narian berdasarkan daftar hadir pekerja
atau dengan cara upah boreng.

(), pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan
dilakiskan berdasarkan kontrak konsultan perorangan.

{d). penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan dicatat
seliap hart dalam laporan harian.

{e). pengiriman bahan dapat dilakukan secara berfahap
sesya dengan kebutuhan dan kapasitas peyimpanan,

(M. panjar kerja dipertanggungjawabkan sacara  berkala
maksimal secara bulanan.

(), pencapaian target dicatat sefap har dan dievaluasl
sotiap minggu agar  dikelahui apakah dana  yang
dikeluarkan =esuai dengan target fisik yang dicapa,
sedangkan pencapain target non fisik/perangkat |unak
dicatat dan dievaluasi setiap bulan.



(h). pengawasan pekerjaan fisik dilapangan dilakukan oleh
pelaksana yang ditunjuk oleh pengguna barang/jasa,
berdasarkan rencana yang telsh ditetapkan,

o). Instansi pemerintah lain (non swadana}

1), Swakelola aleh instansi pemerintah  lain non  swadana
(universitas negeri, lembaga  penalitian/ilmiah pemerintah,
lembaga pelatihan) adalah pekerjaan yang perencanzan dan
pengawasannya  dilakukan oleh  pengguna  barang/jasa,
sedangkan pelaksanaan pekerjaan diflakukan oleh  instansi
pemerintah yang bukan penanggung jawab anggaran,

23, Dalam pelaksanaan swakelola cleh instansi pemerintah fain
non swadana perlu mengikuti ketentuan sebagai benkut ;

{a). pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang
dan tenaga ahli vang diperlukan dilakukan oleh Panitia
darl unsur instansi pemerintah pelaksana swakelola yang
ditetapkan oleh pengguna barang/iasa dan menggunzakan
metoda  pengadaan sesual dengan ketentuan  yang
berlaku  vaitu  lelang/seleksi  umum,  lelang/seleksi
terbatas, pemilihan/saleksi langsung  atau penunjukan
langsung.

(b). pembayaran upah tenaga kerja vwang diperlukan
dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja
atau dengan cara upah borang,

(c). pelaksanaan pengadaan yang menggunakan UYHD {uang
vang harus dipertanggungjawabkan)  dilakukan  oleh
instansi pemerintah pelaksana swakalola.

(d)., pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan
dilakukan berdasarkan kontrak kansultan perarangan.

(&), penggunaan tenaga RKerja, bahan dan peralatan dicatat
setizp hari dalam laporan harian,

(F). penginman bahan dapat dilakukan secars  bertahap
sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas peyimpanan.

(g). panjar kerja dipertanggungjawabkan  secara berkala
maksimal secara bulanan.

{h). pencapaian target dicatat setiap hari dan dievaluasi
sebiap  mingogu  agar  diketahui apakah  dana  yang
dikeluarkan sesuai dengan target fisix vang dicapai,
sedangkan pencapain target non fisik/perangkat lunak
dicatat dan disvaluasi setiap bulan.

{il. pengawasan peketjaan fisik dilapangan dilakskan aleh
pelaksana yang ditunjuk aleh instansi penerima kuasa |
bartasarkan rencana yang Lelah ditetapkan.

c),  Kelompok masyarakatflembaga swadaya masyarakat penerima
hitxah

1}, Swakelola oleh  kelompok  masyarakal/lembaga  swadaya
masyarakat  penerima hibah  adalah  pekerjaan yang
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilzkukan cleh
penerima  hibah  (keloempok  masyarakat, LSM, komite
sekolah/pendidikan,  lembaga  pendidikan  swasta/lembaga



penelitian/iimizh non badan usaha dan lembaga lain yang
ditetapkan oleh pemearintah} dengan sasaran ditentukan oleh
instansi pemberi hibah.

2). Dalam nelaksanaan swakelola aleh kelompok
masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima  hibah
perlu meangikuti ketentuan sebagai berilkut :

{a). pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang
dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan aleh penerima
hibaty.

{b). penyaluran  dana  hibah  khusus  untuk  pekerjaan
konstruksi dilzkukan secara bertahap, yaitu 50 % (lima
puluh prosen) apabila organisasi pelaksanaan penerima
hibah telah siap dan 50 % (lima puluh prosen} sisanya
apabila pekerjzan lelah mencapai 30 % (tiga puluh

_ Prasen),

'{c), pencapaian  kemajuan  pekerjaan dan  dana  vang
dikeluarkan dilaporkan secara berkalz kepada pengguna
Darang,/jasd.

(). pengawasan pelaksanaan  pekerjaan  dilakukan  oleh
penerima hibah.

Pekerjaan yano dapat dilakukan dengan swakelola .

a), pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis
sumber daya manusia instansi pemerintall yang bersangkutan dan
sesyal dengan fugsi dan tugas pokok pengguna barangfjasa;
dan/atau

). pekerjaan wang operasi dan  pemelharaannya  memerlukan
partisipasi masyarakat setempat; dan atau

). pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau
pembiayaannya tidak diminali cleh penyedia barang/jasa; danfatau

d). pekerjaan yang secara rincifdetal tdak dapat dihitung/ditentukan
terlebih  dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia
barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan atau

). penyvelenggaraan diklat, kursus, penalaran, serminar, lckakarya,
atau penyuluhan; dan/atau

fi.  pekerjaan untuk proyvek percontohan {gdof srofect) yang bersifat
khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yvang belum
dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau

g). pekerjgan khusus vang bersifat pemrosesan data, perumusan
kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan
swstemn tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggdlembaga
iimiah pemerintah;

h). pekerjaan vang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa
yang bersangkutan.

Prosedur  swakelola meliputi  kegiaban  perencanaan, pelaksanazn,
pengawasan di lapangan dan pelaporan,

Pembayaran Pekarjaan Swakelola.
Pembayaran pekerjaan swakelola yang lebih dan Rp, 10 Juta

dilaksanakan secara langsung (LS kepada yang berhak dengan terlebih
dahulu mengajukan ijin kepada Bupati Jepara Cq. Sekretaris Daerah



Kabupaten Jepara tentang ajuan SPP diatas Rp. 10 juta rupiah.

Adapun untuk pekeriazn yang nilainya sampai dengan Rp. 10 juta dapat
melalui Lang Untuk Dipertanggungjawabkan (LUGE).

Perencandan Pengadaan Barang/lasa dengan Swakelola.
a). Perencanaan Kegiatan.

13, Menetapkan sasaran, rencana kegiatan  dan jadual
pelaksanaan.

23, Melakukan perencanaan teknis dan menyiapkan metoda
pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan
tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai,

3). Menyusun rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan
-secars rinci serta dijabarkan ke dalam rencana kerja bulanan,
rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian.

4).  Menyusun rencana tofal biays secara rinci dalam rencana
biava bulanan dan bBiaya mingguan,

5}, Butir 1. sampai 4). dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan
Ketia.

b). Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Swakelola.

13, Uraian kegiatan vang akan  dilaksanakan  meliputi  [atar
belzkang maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta
jumiah tenaga yang diperlukan, ‘

21, Wakiu pelaksanaan yang diperlukan.

3).  Produk yang dihasilkan.

4).  Besarnya pembiayaan,

c). Jadual Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan.

1}, Pengguna barangfjasa untuk membantu pelaksanaan kegiatan
membuat jadual pelaksanaan pekerjaan/kegiatan.

21 Jadual pelzksanaan  kegigtan  adalah waktu  pelaksanaan
1ekerjaan/kegiatan yang  meliputi waktu  mulai hingga
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan/kaegiatan.

3. Pembuatan jaduzl pelaksanaan pekerjaan/kegiatan disusun
dengan  mempertimbangkan  waktu  yang  cukup  bagi
pelaksanaan pekerjaan/kegiatan,

dy.  Panyusunan Rencana Bliayva Pekerjaan/Kegiatan.

). Pengguna tarang/jasa membuat rincian biaya
pekerjaan/kegiatan dengan Tidak melampaui pagu anggaran
yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.

2). PRincian bhaiaya pekerjaan/kegiatan  tersebut  mengikuti
ketentuan peraturan perundangan yang berlakuy,

3). Dalam hal diperiukan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu
maka dapat dilakukan kontrak/sswa tersendiri.

g). Pelaksanaan Kegiatan oleh  Masyarakat/Lembaga Swadays
Masyararat,

13, Untuk pekerjaanfkegiatan vang sebagian atau seluruhnya
dilaksanakan oleh masvarakat/lembaga swadaya masyarakat,



G.

perlu dibual surat penunjukan/surat kuasa.

2} Pertanggungjawaban untuk pekerjzan/kegiatan ini
dilaksanakan sesual ketentuan yang berlaku dan disampaikan
kepada pengguna.

PERJANIIAN,/KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA DAN
PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

1

Rokumen kontrak memual sekurang-kurangnya sebagai berikut

a). Hari, tanggal dan bulan serta tahun kontrak ditandatangani.

by, Pokok pekerjigan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas
mengenal jenis dan jumlah barang/iasa yang diperjanjikan.

£y, Hak dan kewaijiban para pihak vang tarikat didalam perjanjian.

o). Nilai atau harga kontrak pakerjaan serta syarat-syarat pembayaran.

e).  Persyaratan dan spesifikasi teknis yvang jelas dan tenndi.

fl.  Tempat dan jangka waklu penyelesaian/penyerahan  dengan
disertal jadwal waklu penyelesaian/penyerahan yang pasti seria
syarat-syarat penyerahannya.

g). Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan.

hl. Sanksi dalam hal para pihak Sdak memenuhi kewajibannya.

il. Penyelesaian perselisiban.

Penyusunan/pembuatan Dokumen kontrak beserta lampirannya dibuat
alas biaya Penyedia Barang/Jasa.

Untuk pelaksanzan perjanjian/kontrak p-engada‘ah barang/jasa dimaksud
agar berpedoman pada Keppres Momor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terskhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8
Tahun 2006,

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan dan guna tertib administrasi
kegiztan yang  dilzlangkan, penyusunan dan penomoran Dokumen
Perjgnjizn/Kontrak  Pengadaan  Barang/lasa dikoordinasikan  dan
dilakukan oleh Sekretariat Panitia Lelang  (Bagian  Pengendalian
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara).

Pemeriksaan Hasil Pekeriaan,

al. Sebelum dilakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan Penyedia
Barang/lasa mengajukan/menyampaikan  surat  permohonan
pemeriksazn pekerjaan kepada Pimpinan Programj/Kegiatan beserta
Instansi Terkait lainnya.

LY.  Biava pemeriksaan pekerizan menjadi tanggung jawab Penyedia
Barang/Jasa.

PENGELOLAAN DANA

Kelentuan yang berkaitan dengan tata cara pengelolaan dana (pencairan
dana, pengajuan SPR, verifikasi dil.) diatur tersendiri dalam Buku Pedoman
Penyvusunan  Penatausahaan dan  Pertanggungjawaban APBD  Kabupaten
Jepara dengan Peraturan Bupali Jepara.



BAB VIII

PENGELOLAAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH

A. PEMNGELOLAAMN BARAMNG MILIK DAERAH
1. Dasar Hukum dan Devinisi :

a). Peraturan Pemerintah Momaor & Tahun 2006 tentang Pengelalaan
Barang Milik Megara / Daerah

by,  Keputusan Menteri Dalam Megeri Momor 152 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pengelolazn Barang Daerzh,

Dalam Paraturan Pemerintah ini vang dimaksud Barang Daerah adalah

semua barang yang dibell atau diperoleh atas beban APED dan atau

vang herasal dari peralehan lainnya yang sah, antara lain mealiputi

a). Barang yang dipercleh dari hibah / sumbangan atau yang sejenis

hl. Barang vana diperoleh sebagai pelaksanazn dari perjanjian
kantrak,

¢).  Barang vang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang — undang

d). Barang vyang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah :

a),  Gubernur/Bupati/Walikota adalah  pemegang kekuasaan
pengelolaan barang milik daerah.

Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik dasrah mempunya

WEWEMEANG |

13, Menstapkan kebijakan pengelolaan barang milik dasrah

2).  Mensetapkan DENgOUNaan, pemanfaatan atau
pemindahtanganan tanah dan/ atau bangunan

31, Menetapkan kebijfakan pengamanan barang milik daerah

4}, Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang
memerlukan persetujuan DPRD

5y, Menyetujui usul pemindahtanaanan dan penghapusan barang
milik daerah sesuai batas kewenangannya

8. Menyetujui usul pemanfataan barang milik daerah selain tanah
dan/ atau hangunan.

by, Sekretaris Daergh adalah pengelola barang milik daerah

Pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggunagjawaks |

1}. Menstapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang
milik dasran

2% Meneliti dan menyetujui rencana  kebutuhan barang milik
daerah



c)

33 Meneliti dan menyetujui rencana kehutuhan
pemeliharaan/perawatan barang milik daerah

4y, Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan
pemindahtanganan barang milik daerah yang telah diselujui
oleh Bupati atau DPRD

51, Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisas barang
milik daerah.

B), Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan
barang milik dasrah.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pengguna barang
milik daerah

¥opala Satuan kerja perangkat daerah berwenang dan bertangaung

Jawab :

1), Mengajukan rencana kebutuhan barang milik dasrah bagi
catuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya

21, Mengajukan parmchanan penetapan status untuk penguasaan
dan penggunaan harang milik dazrah yang dipercleh dari
beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.

31, Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah
yang berada dalam kekuasaannnya

41, Menggunakan harang milik daerah vyang berada dalam
penguasannya untuk kepentingan * penyelenggaraan  tugas
pokok dan fumgsi satuzn kerja  perangkat daerah yang
dipmpinnya

5, Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang
berada dalam penguasannya,

683 Mengajukan wsul pemindahtanganan Barang milik dagran
berupa tanah dany atau bangunan vang tidak memerlukan
persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan
Dangunan,

71, Menyerahkan tanzh dan bangunan yang tidak dimanfaatkan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
vang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola barang

8). Melzskukan pengawasan dan pengendslian atas penggunaan
barang milik daerah yang ada dalam panguasannya.

). Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna
Semesteran (LBFS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan
(LBFT} vang berada dalam penguasasnnva kepada pengelola
barang.

3. Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan/Penggunaan :

aj.

b).

Perencanaan  kebutuhan barang milik daerah  disusun  dalam
rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah setelah
memperhatikan  ketersediaan barang milik daerah yang ada.
Parencanaannya  berpedoman  pada  standar  barang, standar
kebutuhan dan standar harga,

Pengguna  barang menyampaikan usulan kebutuhan  barang
dimaksud kepada Pencelola Barang.



4,

dy.

2],

Pengeicla barang bersama pengguna barang membahas usulan
tersebut dengan memperhatikan data  barang pada pengguna
barang dan/ atau pengelala barang untuk ditetspkan sebagal
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (REBEMD).

Pengadaan barang milik negara/daeran dilzksanakan berdasarkan
prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing,
adilftidak diskriminatif dan akuntabsl serta didasarkan  pada
oeraturan yang berlaku.

Penelapan status penggunaan barang milik daerah aleh Bupati,
dilakiukan dengan Lata cara sebagai berikut

13. Pengguna berang melaporkan barang milik daerah yang
diterimanya kapada pengelola barang disertai dengan usulan
pEngouUnaan.

2%, +Pengelcla barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan
usulan penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan
status penggunannya.

3). Barang milik daerah dapat ditetapkan status penggunanryd
untuk penyelenggarsan tugas pokok dan fungsi satuan kerja
perangkat dasrzh, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam
rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokak dan
fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersanghkutan.

4}, Penelapan satatus penggunzan tanah dilakukan dengan
ketentuan bahwa tanah dan/ atau Hangunan serta inventaris
lain tersebut diperiukan untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas pokak dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan,

51, Pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan/ atau
hangunan serta inventzris lain yang tidak digunakan lzgi
kepada Bupati., Adapun bentuk - bentuk pemenfaatan barang
milik daerah berupa :

(@), Sowd

{b). Pinjam pakai

{c). Kerjasama pemanfatan

(d). Bangun guna serah dan bangun serah guna.

Pengamanan dan Pemeliharaan :

al.

).

Pengelola barang, pengouna barang walih melakukan pengamanan
barang milik dagrah yang berada dalam penguasannya.
Pengamanan sebacaimana dimaksud pada huruef a, meliputi -
pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan
hukurn.

1). Barang milik daerah berupa tanah harus diserlifikatkan atas
nama Pemerintah Kabupaten Jepara.

21, Barang milik dasrah berupa bangunan  harus dilengkapi
dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Kabupaten
Jepara.

31, Barang milik dzerah selain tansh dan/ atau bangunan harus
ditengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah
IKahupaten Jepara.

4y, Bukti kepernilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan
tertib dan aman



51, Pemyimpanan bukti keperilikan  barang milik daerah berupa
tanah dan/ atzu bangunan serta inventaris lain dilakukan cleh
pengelola barang.

Pengguna barang bertanggung jawab atas pemelinaraan barang

milik daerah yang berada di bawah penguasaannya.

Pemeliharaan sebagaimana huruf 3, berpedoman pada Daftar

kehutuhan Pemelbaraan Barang (DKPB), dan dibebankan pada

APBD,

1}, Kuasa penggunz barang wajic membuat daftar hasil
pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan
melaporkan menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang
tersebut kepada pengauna barang sacara berkala,

2). Pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana
‘dimaksud point 1) bertuga meneliti laparan dan menyusun
daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1
(satu] tahun anggaran sebagai bahan untuk  melakukan
evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah.

Penatausahaan Barang Milik Daerah :

al.

b,

d),

Pematausahaan  barang  milik  daerah meliputi pembukuan,
imventarisasi dan pelaporan barang milik daerah yang berada di
bawah penguasaan pengguna barang Harus dibukukan melalud
proses pencatatan dalam Daffar Barang Kuasa Pengguna oleh
kuasa pengguna harang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna
barang dan [altar Barang Milik Dagrah cleh pengelola barang.

Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan dan
nelanoran hasil pendataan barang milk dazrah merupakan bagian
dari penatausahaan,

Hasil dari poses pambukusn dan inventarisasi diperlukan dalam
melaksanakan  proses pelaporan barang  milik daerah vang
dilakukan oleh kuasa psngguna barang, pengguna barang dan
pengelola barang.

Hasil penatausanaan barang milik daerah digunakan dalam rangka :

1], Penyusunan neraca Pemerintah Daerah setiap tahun

2). Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemelinaraan barang
milik daerah setizp tahun untuk digunakan sebagal bahan
PENYUSLINEN rencana anggaran

3. Pengamanan administratif terhadap barang milik dasrah.

Pemegang Barang / Bendahara Barang :

al.

Pemagang barang / Bendahara barang adalah orang yang bertugas
menerima, menyimpan dan menyerahkan barang milik daerah.
Pemegang barang! pembantu  pemegang  barang/  bendahara
barang daerah agar diberikan honor setiap bulannya dari Anggaran
Rutin masing- masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, termasuk
UPT dan Sekolahan atau berasal dari anggaran kegiatann SKPD



bersangkutan dengan jumlah maksimal sesuai dengan Standarisasi
yang ada.

by, Adapun tugas dari pemegang barang / bendahara barang antara

lain :

1),
23,

bl
i-

41

5

6.

Menerma, menyimpan dan menyerahkan barang milik daerah

Mancatat penerimaan, penyaluran dan keadaan persediaan

barang ke dalam buku / kartu barang menurut jenisnya

(&), Buku Barang Inventaris (Bend 18)

(k). Buku Barang Pakai Habis (Bend 19)

{c), Buku barang hasil pengadaan [ Mutasi {Band 20, dan
21)

{d). Kartu barang (Bend 22)

{2). Kartu persediazn barang (Bend 23)

Menghimpun seluruh tanda bukti {penarimaan / pengeluaran)

Membuat laporan kepada Bupati secara periodik [ insidenti
mengenal pengurusan  barang, triwulan, semesteran dan
tahunan.

Membuat pertanggung jawaan  kepada Bupati melalui atasan
langsunanya periodik 3 {Gga) bulan sekali mengenal barang-
barang yang duirusnya.

Melakukan perttungan barang {  Stock opname ), 3 (figa)
hulan sekali yang manyebutkan jenis, jumlah, dan keterangan
lain yang dibutuhkan untuk sslanmutrya dibualtkan Berita Acara
perhitungan barang,

B. PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Perubahan Skatus Hukum Kepemilikan Barang Dasrah :

Penghapusan harang (barang tidk bergerak maupun barang bergerak)
Penjualan barang {penjualan kendarzan dinas dan/ atau penjualan
rumah Gal 111}

Pelepasan Hak atas tanah dan/ atau bangunan (pelepasan dengan ganti
rugi maupun pelepasan dengan tukar menukar / Ruilslag / tukar guling ).

L,
Ly

3

Penghapusan Barang :

a), Barang daerah yvang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi
secara optimal dapat dihapuskan dari daftar inventaris dan
dilaksanakan sesuai dengan peraturan vang berlaku.

by, Pada prinsipnya barang daerah dapat dihapuskan antara lain
meliputi

1

Penghapusan  barang  tidak  bergerak,  berdasarkan

pertimbangan//alasan-alasan sebagai berikut :

{a). Rusak berat, terkena bencana alam [ force majeure.

(D). Tidak dapat digunakan secara optimal (idle)

(c). Terkana Planologi kota

(dy, Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas

(&), Penyatuan Iokasi  dalam  rangka  efisiensi dan
memudahkan keordinasi



d).

).

{f). Pertimbangan dalam rangka pelaksanzan  rencana
strateqis Hankam,

2). Penghapusan barang bergerak, berdasarkan pertimbangan
sebagai berikutb
(a). Pertimbangan Teknis, antara lain .
(1). Secara fisik barang hidak dapat digunakan karena
rissak, dan tidak ekonomis kalau diperbaiki
{2). Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat
rodernisasi
{3}). Telzh melampaui batas waktu
kegunaannys/kadaluwarsa
(43, Karena penggunaan mengalami perubahan dasar
spesifikasl, dsb.
{5y, Selisih kurang dalam timbangan/ukuran, disebabkan
oenggunaan; SUsLL dalam nenyimpanan,
penganakutan.

(b) Pertimbangan Ekonomis, antara lain ¢
{1). Karena berlebih
{2}, Secara ekonomis lelih manguntungkan bagi Daerah
apabila dibapus, karena biaya operasional dan
pemelinaraannya lebih besar dari manfaat yang
diperoleh. Lo

3. Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau  kerugian,
vang disebabkan :
(a). Kesalahan atzu kelalaian Permegang Barang / Pengurus
Barang

(k). Diluar kesalzahan [ kelalaian Pemegang  Barang
Pengurus Barang.

{c). Mati, bagi Lanaman atau hewan [ ternak

{d). Karena kecelakaan atau alasan bdak terduga (force
majeur),

Penghapusan dan pemusnahan barang daerah dituangkan dalam
Berita Acara dan dilaporkan kepada pengelola barang untuk
selanjutnye  dilakukan penerbitan surat keputusan penghapusan
dari pengelala barang setelah mendapat persetujuan dari Bupati,

Bentuk—bentukx  pemindzhtanganan  sebagal tindak fAnjut atas
penghapusan barang milik daerah meliput :

1. Penjualan

2). Tukar menukar

3). Hibah

41, Penyertaan Modal Pemerintah Dagrah,

Permindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud di
atas untuk
13, Tanah dan/ atau bangunan



g

).

21, Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dar Rp.
5.000.000.000 (hma milyar  rupiah), dilskukan setelah
mendapat perseluyjuan DFRD,

Pemindahtanganan barang milik dasrah berupa tanah dan/ atau

hangunan sebagaimana dimaksud huruf e poin 2} di atas tidak

memerlukan persetujuan DPRD apabila :

1y, Sudah tidzk sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan
kot

2), Harus dihapuskan karena anggaran  untuk  bangunan
penggant sudah disediakan dalam dokumen penganggaran

3). Diperuntukkan bagi pegawai neger

41, Diperlukan bagi kepentingan umum

5). Diikuasai Megara berdasarkan keputusan pengadilan yang
‘telah mempercleh kekustan  hukum tetap  dan/  atau
bardasarkan ketentuan perendang-undangan yang jika status
kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Penghapusan Inventaris / barang  milik Daerah dilaksanakan aleh
Panitia Penghapusan Barang Daerah yang ditetapkan dengan
Keputusan Pengelola Barang, dengan  susunan  keanggotasn
sebagai berikut

1) Ketua . Asisten Administrasi Setda Jepara,

2. Sekretanis : Kepala Bagian  Pengelolaan  Aset
[Daerah Setda Jepara

3). Anggota Tetap :  (a). Kepala Bagian  Keuangan

Setda Jepara

(b, Kepala Bagian Hukum dan
Organisasi Setda Jepara.

4). Angoota Tidak Tetap @ {a). Kepala Dinas  Perhubungan

IKabupaten Jepara

(b). Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Jepara

(c), Kepala Dinas Keszhatan
Fabupaten lepara.

{d). Kepala Unit kerja pemakai
barang.

Adapun Pelaksanazan penghapusan adalsh
1y, Urntuk barang-barang yang mempunyai  nilai  ekonomis
pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara .
@), Penjualan
(b). Pelelangan
{c). Disumbangkan / difibahkan

Pelelanoan dapat dilakukan melalui Kantor Lelang MNegara
setempat atau melalul Panitia Pelelangan/penjualan barang
vang dibenluk  dengan  Keputusan  Bupati  dan hasil
penjualan/pelelangan tersebut harus disetor sepenuhnya ke
Kas Daerah,



2.

2V, Untuk barang-barang vang tidak mempunyai nilal ekonomis
dilakukan dengan cara pemusnahan yang dituangkan dalam
Beritz Acara Pemusnahan dari Panitia Panghapusan Barang.

3). Disumbangkan / dihibahkan dilakukan dengan Keputusan
Bupati dengan memperhatikan kepentingan 5csial, Agama,
dan kemanusiaan dengan syarat sebagal berikut :

{a), Bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia Negara /
daerah

{b). Bukan merupakan barang vital bagi dzerah

{c). Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup
arang hanyak

(dy. Tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan lagi cleh
Pemenntah Dasrah

(&), Tdak menggangqu kelancaran tugas — tugas pelayanan

' umum Pemerintahan,

Penjualan Barang Daerah :

Barang dacrah yang dapal dijual meliputi :
13, Kendaraan Dinas
21, Rumah Dinas Daerah Golongan (11

Pelepasan Hak atas Tanah dan/ atau bangunan :

al, Tamah dan/ ztau bangunan milik pemerintah daerah harus
digunakan secara tertib dan harus diamankan, jangan sampai
menimbulkan partentangan dalam masyarakat, sehinaga pelepasan
hak atas tanah dan/atau bangunan dalam jumlah luas tidak boleh
diproses sebelum ada parsetujuan DPRED.

b). Usul pelepasan hak atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah

daerah didasarkan pada motivasi

13, Untuk kepentingan PM5 dan anggota DPRD dalam benluk
tanah kapling untuk perumaban [Hak milik}

21, Untuk kepentingan suatu Badan Hukum, seperti Koperasi,
Yavasan, atau badan Sosial / amal lzinnya (Hak pakai)

3}, Untuk kepentingan  umum seperti pertokoan,  gelanggang
alah raga dan kebudayaan/kesenian (Hak pakai atau Hak
Guna hangun}.

Pelepasan hak  altas tanah danf atau bangunan Pemerintah
Kabupaten Jepara di kenal 2 (dua) cara, yaitu .

13, Pelepasan dengan cara pembayaran ganti rugi (dijual)

21, Pelepasan dengan cara tukar manukar {ruilslag) tukar guling)



BAB IX

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

umMuUM
Format Laporan (Farmat Kemajuan Fisik dan Sarang Laba-Labal.

l.  Selambat-lambatnya  tanggal 10 bulan  berikutnya  Pimpinan
Program/Kegiatan melalui Penanggung  Jawab  Kegiatan diwajibkan
mengirim laporan kemajuan fisik dan keuangan kepada Bupati lepara
cg.  Kepala Bagan  Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten
Jepara dengan tembusan Kepala Bappeda, Kepala Bagian Keuangan
Setda  Kabupaten Jepara dan Kepala Badan Pengawasan [Dasrzh
Kabupalen lepara serta Staf Ahli Bupati Jepara.

7. Bagian Pengendalan Pembangunan Seftda Kabupaten Jepara sesuai
dengan fungsinya mengolah  lzporan  tersebut  sebagali  bahan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan APBD Kabupaten lepara Tahun
2007.

REVISI

Pada dasarmya revisi sedapat mungkin dihindari karena  hal  terssbut
menunjukkan adanya inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan,

Apabila terpaksa dilakukan ravisi atas jenis-jenis kegiatan yang telah tertuang
dalam DPA-SKPD dapat divsulkan kepada Bupati lepara Ca. Kepala Bappeda
Kabupaten Jepara dengan tembusan Bagian Keuangan Selda Kabupaten
Jepara, Kabag., Pengendalisn Pembangunan Setda Jepara dan Kepala
Bawasda Kabupaten Jepara.

SISA DANA PENGELOLAAN KEGIATAN

Sisa Dana Kegiatan {termasuk Sisa Tender) harus disetorkan ke Kas Daerah
sebelum tutup tahun anggaran.

PENGENDALIAN KEGIATAN
Rapat Koocrdinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK).

1. Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan yang selamjutnya disebut POK
diselenggarakan di Tingkat Kabupaten.

2. PO¥ yang dilaksanakan adalah :
POK Tingkat Penanggungjawab Kegiatan, Fimpinan Program/Kegiatan
dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPDdengan menyiapkan data
kegiatan serla permasalahan yang perlu dipecahkan,

3. POK bertujuan : '
a), Memantau pelaksanaan kegiatan
). Pemecahan masalah yang ditemui dalam pelaksanaan kegatan
c).  Peningkatan efisiens), efektivitas dan produktivitas kerja,



Didalam rangka peningkatan pengawasan melekat serta pencapaian
afisiensi dan efcktifitas pelaksanaan APBD, Satuan Kerja Perangkat
Dasran masing-masing supaya mengadakan evaluasi.

Fanyampaian laporan dalam FOK
al., Menyajikan data pelaksanazn APBD Kabupaten Jepara yang ada di
Satuan Kerja Perangkat Dasrah masing-masing.
by,  Untuk peryvajian tersebut diatas harus disusun |
1}, Laporan kemajuan kegiatan sampal dengan bulan laporan.
7. Permasalzhan  wang ditermui untuk  dijadikan  bahan
penyelesaian atau sebagai pedoman/pegangan bagi kegiatan
lzin yvang menemui masalah-masalah yang sama.

Bahan-bzhan Rakor POK ;

Bagian Pangendalian  Pembangunan  Setda  Kabupaten  Jepara
bartanggung jawal  atas penyusunan dan  kajan  yang akan
dibicarakan/dijadikan bahan dalam Rakor POK.

Jika dipandang perlu hasil pembahasan dilanjutkan dengan peninjauzn
lapangan.

PENGAWASAN KEGIATAN

1.

Badan Pengawasan Dasrah Kabupaten Jepara bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan  pengawasan  fungsional  afas  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dazsrah Kabupaten Jepara Tahun 2007

Atasan langsung berlanggung jawab atas pengawasan melekat terhadap
aparat bawahannya.

Dalam rangka mengikulsartakan pengawasan oleh masyarakat Lerhadap
pelaksanaan keaoiatan dibuatkan papan nama kegiatan, serla tembusan
DRA-SKRD dikirim ke DPRD Kabupaten Jepara.

PENYERAHAN HASIL KEGIATAN

L

Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2007 semua kegiatan APED
Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2007 harus sudah selesal 100 %
baik fisik maupun keuangannya.

Kegiatan fisik maupun non fisik yang telah selesal 100 %4 harus
diserahkan kepada Bupati Jepara dengan Berita Acara, tembusan kepada
Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten lepara dengan ketentuan
sebagai berikut :

al. Kegistan yang bernilai sampai dengan Rp. 500.000.000,- ditanda
tangani oleh Kepala Bagian Pengelolaan Asset Daerah Setda
Kabupaten Jepara atas nama Bupatl Jepara;

b)., Keagiatan vang bernilai diatas Rp. 500,000,000,  sampai dengan
Rp.1.000.000,000,- ditanda tangani oleh Assisten Perekonomian
dan Pembangunan Seida Kabupaten Jlepara atas nama Bupafi
lepara;

¢}  Kegiatan yang bemilai distas Rp. 1.000.000.000,- ditanda tangani
olen Sekrataris Daerah atas nama Bupati Jepara

d). Kepala Bagian Pengelolaan Asset Daerah Setda Kabupaten lepara
memprases penyerahan keagiatan dari Bupati kepada Unit pemakai
dengan Berita Acara dan dimasukkan dalam Asset Daerah,



2], Pelaksanaan penyerzhan  kegiatan agar berpedoman  pada
ketentuan vang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Daerah.

. Dalam Berita Acara Penyerahan Kegiatan agar dilampin

). Sural/Buku Perjanjian Kontrak;

2). SK Pembentukan Panitiz Pencadzan Barang/Jasa dan Panitia
Pemeriksa;

3%, Surab Pernyataan telah selesai 100 % yang dinyatakan cleh
Panitia Pemerikse  dengan  diketahui  aleh  Fimpinan
Proaram/Kegiatan;

43, Berita Acara Penerimaan Barang oleh Bendahara Barang unfuk
Kegiatan-kegiatan Pengadaan Barang,;

51, Unluk kegiatan-kegiatan non fisik dilampin dengan laporan
hasil kegiatan,

G. LAIN-LAIN

1.

Hal-hal  wvang berkaitan dengan  Kontrak, Dokemen  Pengadaan
Barang/Jasa, SPMK dan SPM supaya memperhitungkan jasa pelayanan
administrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dacrah Kabupatan
Jepara Momar 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi.

Bagi Dinas/Instansi vang secara teknis mengelola kegiatan yvang dibiayai
dari Pusat/Propinsi supays melaporkan kepada Bupall Jepara tentang
kegiatan tersebut dilampiri dengan Daftar Isian Provek/DRA-SKPD dan
Petunjuk Operasional beserta Rencana Anggaran Biayva Pelaksanaannya.



BAB X

PETUNJUK PENGISIAN BLANKO

A. STANDAR PAPAM NAMA KEGIATAN APBD KABUPATEMN JEPARA
TAHUN 2007

Loga lepara {75

,J:I_“ T KEGIATAN APBD KABUPATEN JEPARA | 4
2 M TAHUN 2007 |'“ '

Mala KEGIATAM T |
BlaYa, Sl

LOkAS] e
WAKTU PELARSANAAN i HAE
140 TANGGEAL MULA S
TAMGGAL SELESAI T

110 JEMIS PEFERJAAMTARGET . . =l
DINASSATUAN KERJA FERAMNGHAT DAERAH
REGELDLA

PEMYEDIA BARAMNGIIASA LEMIPT

=

I

A

A

Warna nuruf Ritzm dan tnagi 5 om
| Warna garis hitem dan tebal 3.5 om
= 175 Jenis PekerjganiTarget™") disi misalnya
¥ )
| Untuk jalan ;

B
" \Warna dasar pulib
2
3

v Pelebaran : krn

= Pelapisan ; Krm

| v Pemelibaraan o . Km
oy Sakan

e, SO SOSRS O S, - Tiang Kayu Kamfer 3x 7 om
- Papan riplek 2bal 3 mm

A

1. Warna daszar putih

2. Warna hurf hitam dergan
ukuran 7 o

B. PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN TAHUN 2007

Mama Realisasi Fisik danm | _. .
: Fisik
Mo Il{egiatan,-‘Nc:m-::-r JE?FIT | _ Reuangan ; {'f,;] Target
| bask | " TSPMUTe [ SP) [%| " |
1 2 | 3 49 |5 & |7| 8 | 9 |
' f Jumilzh | N | | H
Jepara, oo 2007

Kepala Satuan Kerja

&7



C. CARA PENGISIAN FORM TARGET DAN REALISASI PELAKSAMAAN
KEGIATAM

TARGET AN RE: 'I.LI":- ARSI FELAKSANAAN KEGIATAN

KEGIATAN
TAHLN
W WANMBKEDIATAN | v | awss FROEENTAEE PERHEMOAKGAH PELARSAHAAK S0 AL AN = i)
& hOWOR C5K e T PER uaz | apm HE| il | Jul | esust | sEPT GRT HOR CEs
1 | A 2 .t./\ A
0 Cio 3 “‘" cla
18 [ i ]
L] i3 A L]
B s clo
o u\ | o o

3 ClB cin cla
| R Pl R | o™
& -'-l__,-" & &
JUMLAH a ClE= cln cle cia
o~ Lf’f:: | c -0
JEFARA
RETERANGAN :
A Targel Figis REPALA BATEER
5] Realisas sk ¥
[N el |
[0} 22 MIP



D. CONTOH FORMULIR PENILATAN KUALIFIKASI PEKERJAAN JASA
PEMBORONGAN, PEMASOKAN BARANG/JASA LATNNYA

RS L LR

ELLIIOGRS

iy
Ny
= i 1
it .
HI 1
B A
b .

e, |
1 ':nﬁ.__él.if,-'
N

PEMERINTAH KABUFPATEN JEPARA

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKAS]I PEKERJAAN
PEMBORONGAN, PEMASOKAN BARANG/JASA LAINNYA

PENGADAAN .. e
TAHUN ANGARAN 2007

SUB BIDANG YANG DIMILIKI :

S

KUALIFIKASIGOLONGAN

FTICW
ALAMAT KANTOR

MOMOR TELR/FAX

RO



PANDUAN PENGISIAN

Tulis Kualifikasi sesuai golongan yang dimiliki.

. Tulis semua Sub Bidang yang dimiliki pada halaman sampul dan lampirkan
zemua serifikatnya.

Untuk fermat-fermat yang memerlukan lampiran maka berikanlah lampiran
vang dimaksud pada halaman benkutnya.

Dirsklur  perusahaan  lidak dapal dijadikan  sebagar isnaga  intifahli
perusahaan

. Semua tanda fangan dar Pihak Perusahan harus diber stempel, semua
berkas kualifikasi harap diber stampel perusahaan, Dokumen Kualifikasi
dibuatl rangkap 2 (dua). satu asli dan satu fotocopy.

i}



KOP PERUSAHAAN

Momor
Lampiran

Fepada Ylh
Hanitia Pengadaan BarangdJasa
Kabupaten Jepara Tahun 2007

di. —
Jepara
Perihal . Panyerahan berkas kualfikas) Pengadaan Barang/Jasa.
Sesuai Pengumuman Pengadaan Barangilasa o Haran ... . tanggal

. 2007 dan pengumuman di papan Pangumurman Sekretanat
Pengadaan Barangilasa Kabupaten Jepara Tahun 2007, kami bermaksud
mendaltarkan diri sebagai peserta dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Tahun
2007,

Bersama ini kami lampirkan 1 {salu} sel sebagai kelengkapan persyaratan tersebut
yang terdiri dari

- Diisi Oleh Petugas
Fota Copy Asli

NQ | Jenis kelengkapan

Ada Tk Ada

1| Surat Penyerahan Berkas Prakualifikasi | |

Tidak
ada |  Ada

Z | Burat  Permaohanan  mengkuli  proses ‘

| prakualifikasi Pengadaan Barang/Jasa -

| Rekaman Sertifikat

| Rekaman SIURTOR
Rekaman NPWP dan PKP
SKN dan SKP (Form 01) o . :

Isian Form 02 '

3,
4, | Rekaman 1K .
: _5.
| &
___?.
i
8. lsian Form 03 .

Surat Penyataan Tidak masuk dalam Daftar
Hitam ,

Keterangan @

Yang menerima berkas pada tgl

Momar - 24,58, harus menunjukkan Aslinya,
FPendaftaran bukan Direkiur harus diserta Surat Kuasa.

PTICY

Ttd
Cap/Stempel

Direkiur

|



KOP PERUSAHAAN

SURAT PERMOHONAN MENGIKUTI PROSES KUALIFIKASI
FPEMNGADAAN BARANG/JASA

Yfang berlanda tangan dibawah ini

Mama

Berindak atas nama Peru=zahaan
Jabatan dalam perusahaan
Alamat perusahan

Dengan int mengajukan permohonan untuk mengikat proses  Prakualifikasi
Fengadaan Barang/Jasa Pemernntah Kabupaten Jepara Tahun 2007, Ssbagai
canan parimbangan Fanitia Pengadaan Barang/Jasa, bhersama ini kami kirmkan
persyaratan yang diperluban.

surat Penyarahan Barkas Prakualifikasi

surat Permohonan mengikut proses prakualfikasi Pengadaan Barang/Jasa
Rekaman Sertifikat g

Fekaman |UJK

Fekaman SIUPTDP

Fakaman NFWPF dan FKF

SN dan SKP (Form 01)

Isian Form 02

Isian Form 03

Surat Penyataan Tidak Masuk dalam Daftar Hitam

L0 T o S IR R e B P LW R

—l
=

Demikian permehenan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mesiinya

PTICW

Tid
Caplstempsl

Direktur

72



LAMPIRAN-LAMPIRAN ;

1, LAMPIRKAN REKAMAN
SERTIFIEAT

% [LAMPIRKAN REKAMAN
[T

3 : ;

. LAMPIRKAN REKAMAN
SIUP / TDP

4 LAMPIRKAN REKAMAN

NPWP DAN PKP
# LAMPIRKAN REKAMAN
BUKTI PELUNASAN PAJAK
TAHUN TERAKHIR
E o

LAMPIRKAN REKAMAN
LAPORAN BULANAN PPh, PPN
3{TTIGA) BULAN TERAKHIR

e



FORM 01

KOP PERUSAHAAN

PERHITUNGAN SISA KEMAMPUAN NYATA { SKN ) DAN
515A KEMAMPUAN PROYEK | SKP )

PRAKUALIFIKASI PENYEDIA JASA
PEMBORONGAN/KONSULTASIPEMASOKAN BARANG

DATA REKANAN

ALAMAT

Ne TELP/FAX

SUB BIDANG PEKERJAN
KUALIFIKAS]

NOMOR SERTIFIKAT
NPWR

LK,

FERHITUNGAM 5154 KEMAMPLUAMN MNYATA,

A,

FERHITUNGAN MODAL KERJA | "-ﬂh’.j =FL x KB
ME= ... ... A
R

KB = Kekayaan Eel'Sll'l

FL = Faktor Likuiditas

FL = 0.3 untuk penyedia jasa golongan kecil

FL = 0.6 uniuk penyadia jasa golangan menengah
FL = 0.8 untuk penyedia jasa golongan besar

FPEMETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN { KK ) = FF x MK
RS os sies i 1 PR PR R i = Rp.

FP = Fakt-::ur Perputaran Medal

FP =& untuk penyedia jasa golongan kecil (K =2 K -3
FFP =8 untuk penyedia jasa golongan kecil { K= 1)

FP =7 untuk penyedia jasa golongan menengah

FP =8 untuk pantedia jasa golongan besar

FEMETAPAN KEMAMPUAMN MENANGANI PAKET PEKERJAAN { KP
i

KF = 3 unutk penyadia jasa golongan kecil
KF =5 untuk penaedia jasa golongan menengah
KF = 8 uniuk penyedia jasa golongan besar atau KP =12 MW

M Jumlah paket pekerjaan ferbanyak yang dilangam pada saat

ng babarsamaan selama kurun waktu 5 tahun terakhir

PENETAPAMN KEMAMPUAN DASAR { KD |

HEMAMPUAN DASAR JASA PEMBORONGAM

KD =15xNPt=15x%xRp... A e O

BRE o,

HEF..-'FF'J'JFLJAN DJ'&S:&H JASHA KOMNSULTASI

B =2 2 MNPt

KEMAMPLUAN DASAR PEMASOKAN BARANG/JASA LAINNY A
KD =3 x MNPt
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KETERANGAN !

#Pt = Milai paket teringgi berdasarkan pangalaman menangani pekerjaan dalam

kurun waktu  lima tahun ferakhir dikonversi menjadi nilai sekarang/Present
value.

E. SI5A KEMAMPUAN MYATA

SKK = KK - Jumlah biaya paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan

sKK=Rp... “RP =
3 R

SKP = KP - Jumlah pekerjaan

SKP =

Demikian SKN ini kami bual, dan kami manyadari jika keterangan —

keterangan yang dibuat tidak benar kami bersedia dituntut dimuka
Pengadilan

Jepara, ... T T 2007
CVIPT e
Ttd.
telatera {
B pde 01010 - Cap/slemps|
Direktur -

=c



FORM 02

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN ...
KABLUPATEN JEPARA TAHUN 2007

‘fang bertanda tangan dibawah ini

Marmna
labatan . T e DR S A A S
Bertindak untuk dan atas nama : PTREN i R
Alamat ;
Telepon,/Fax
Email

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan
dilaksznakzn aleh Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Ancggaran 2007, maka
dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses  pengadaan
........................ . Kabupaten Jepara Tahun 2007 sampai selesai.

Demikian parnyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tangung
jawah,

PTICY o

{ Mama Jelas )
Jabatan



FORM 03

KOP PERUSAHAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini -

Marma SRR
Jabatan d st P BT A AR R LA B R R BB
Berlindak untuk dan atas nama o PTICW RAR RS

Alamat B e S e s e
Telzpon/Fax 5 e e e S e e s
Email B e e e bt

Menyalakan dengan sesungguhnya bahwa ;

.

Saya  secara  hukum  mempunyai kapasitas  menandatangani  kontrak
berdasarkan Surat ... {sesuzi akte pendirian/perubahannya/surat
kuasa, disebutkan secara jelas No Akta pendirian/perubahannyafsurat kuasa
dan tanggalnyal;

. Saya/Perusahaan saya tidak sadang dinyatakan pailil atau kegistan usahanya

lidzk sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang
dzlam pengawasan pengadilan;

. saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan penaadilan atas tindakan yang

barkaitan dengan kondite professional sava;

. Data-data saya/perusahaan sayva adalah sebagai berikut

Data Administrasi
1. Umum.

1. Mama PTICW

2. Status (PT/CV : 1 Pusat L] Cabang
3. Alamat PT/CY -
Mo, Telepon
Mo, Fax
E - Mail
4. Alamat Kantor Pusat » (diisi, dalam hal yang menawar cabang
peruszhazn/bukan perusahaan
pusatnya)
Mo, Telepon
Mo, Fax
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B. ljin Usaha

d. Mo, SBU <AV L - |« | SR :
Masa berlaku ijin usaha :
Instansi pembeari ijin usaha

b, Mo, TKAPT S TR S . TR oemmaiom
Masa berlaku ijin usaha AR
InshancpembErE BIRFasaig 1 s R R S
c. Mo, SIUP/TDP L e L e TorpaEal R
Masa berlaku ijin usaha U
Instansi pEMDEr JiN USEHE 1 e

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akka Pendirian PT/CV S R S N S T i
d. Momor Akba e ne e rmaamnr e T TS ST S A RN Tk S
b, Tanggal -J— :

C. Mama Motaris ¥ iy e b kgt e

2. Akta Pendinan Terakhir T R R s st e .
a. Nomor Akta A e R A ;
b. Tanggal

. Mama Motaris
D. Pengurus

1. Komisaris/DirekiuriPenanggung Jawab Perusahaan

[ ' | Jabatan dalam
] 3
LNG'_. : HAMA | St | Perusahan
| 1
| i
| 5l |
2. Direksi/Penanggung jawab/Pengurus Perusahaan
[ ' [ | Jabatan dalam
| £
Ll MM _ ND'IFTI_}_ ) Perusahan
l.




3. Neraca Perusahaan Terakhir per tanggal

Jumlaiu

E. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham

NAMA

No.KTF )

1. MNamor Pokok Wajib Pajak

2 Bukli Pelunasan Pajak tahun

lerakhir nomaorftanggal

3. Lapaoran Bulanan PRhR/FPFRM 3
{tiga} bulan terakhir namor/

tanggal

Aletiva

AKTIVA LANCAR
Kaz

Eank

Fiutang * )
Ferzediaan barang
Pekerjaan dalam
Lrasss
Jumlak{a)

AKPMNAG TETAR
Feralagtan dan mesin
Inventaris

Gedung - gedung
Jumlah (b

Aktiva Lainnva{c)

Alamat

Persentase

o |

Bulan ....... Tahun .....

NERACA PERUSAHAAN TERAKHIR
Par Tgl ik Bulan.

[ Dalam ribuan repiah )

Fasiva

et

*1 Piutang jangka pendek

Fp . iang dagang Eg..
Rp | Utang pajak 7 e
Rp Utang Lainnya Rp.. ...
Fp.. I Jumlat {d | Rp.
Fp..
Rp. | V. Utang jangxa panjang{e) |Rp...
| VWl Kekayzan berzin
Rp.... ia+tb+c) - (dee) Rp......
Rp
Rp....
Fp..... |
Rp.. | '
B | Rp _Jleléh B Rp.
is/d. enam bulan) Fp
i lghih dari enam bulan ) Rp

Fiutang jangka panjang

Y Li&ang jangka pendek

=2y



Jumlah B =

Ttd

il
Rpfo 000 | Cap/Stempel

) Direktur

F. Data Personalia

TENAGA INTIITEKNIZ YANG DIPERLUKAN

e | s T9¥BIndThin. Fendigikan/Mo, Jabstan m::ﬁv:—lﬁa Profasi Senifisst
5 af jazan 7 I Proyak ; i@ ik
I . afir liazah ™) . Dim Prove tsahuny Keahliar pelatiman
SR O [ W S— | 5 | B i &
[
k4
R R R 2007
Y sy
Tid.
Cap/Stempel
Direktur
G. DATA PERALATAN
Jemisitdzcam) Liras Hapasiasiou) fierk, Tips dan Tahun Kopadaan Lakssi BUkl
Ne ."-‘-JEI" ) l_|I'|I'|I:;I'| ul ’:-:'I:lr.lnl-ﬂ:—.‘l':mr |I"|| AT, sk |'|r"r|'|-l:_‘:- :_:i.:_m E'li'i;.'F':_la'-::k Selra:a- Aepefil
; T - peralaian P o ™ | ikan
1| 2. 3, & | s ] 6 | 7 [ 8 g

#0



H. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAM (MNilai 3 paket teringgi Pengalaman di bidangisub
Zidang yang sesuai dalam kurun waktu 3 tahun terakhir)

Farmiben
Mo i i Eflnj;i;g.m — TugﬂE-‘JF‘aigggunﬂ Fantrak Tal Selesai menurut
Pekeraar *) R _aan” dans i e - -— T
AR Mamz | Slamat  MoTgl | Nila | Konwak | -5 SFF
— L | | = LB Eh |
1 2 ]l 3 | 4 s | & | 7 | 8 5 10

|. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN

[ ' Pemberi
Hidans [ :5-.||:| _ Tugas/Pengguna kanirak Progress Teraknir
Ma F'al-:anasfn" bidang fokasi | - dasg bE- -— -
i !{_&r-a - I ) T ]
- [T | M| el | Noal | el | Tl | i)
1 gt Sk 4 ] . ] .| H 4 10

J. MODAL KERJA
Surat Dukungan Keuangan dari Bank )

WOFAGE 0000 srocescucsescesiissiesses s
Tanggal e R
Mama Bank
Milai

[ |



*I Lampirkan Surat Dukungan Keuangan dari Bank.

Demikian pernyataan ini kami bual dengan sebanarnya dan panuh rasa tanggung
jewab. Apabla di kemudian harl, ditemul bahwa data/dokuman yang kami
sampaikan tidak benar dan ada pamalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi
administras)  yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka
wakty selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai kefentuan
peraturan parundang-undangan yang harlaku,

Jepara, ... veveeeneee 2007
CEAET sosnrmiisnis s
Ttd,
Mladerad
Fop 5, KU - Capfstempel
Direktur

a3



FORM 04

PAKTA INTEGRITAS

=ava vyang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pengadaan
(nama pekerjaan/kegiatan) pada  proyek/satuan  kerja
ceewneenne d2ngan ini menyatakan babwa saya |

1. Tidak akan melzkukan praktek KKN;

2. Akan melaporkan kepada pihak wang berwajib/berwenang apabila
mengetahui ada indikasi KKNM di dalam prases pengadaan ini;

3. Dalam proses pengadaan ini, barjanji akan melaksanakan tugas secara
bersih, transparan, dan professional dalam arti aken mengerahkan
segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan
hasil kerja Lerbaik mulal darl penyviapan penawaran, pelaksanaan dan
penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;

4. Apabila saya melanggar hal-nal vang telah saya nyatakan dalam PAKTA
INTEGRITAS ini, sava bersedia dikenanakan sanksi moral, sanksi
administrasi serta dituntut gant rugl dan pidana sesuai dengan
retentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

4

PIC1 Tl . TR TR UC N 0 e 2007
1. Pengguna Barang/Jasa P iceeeondf@nda tangan) L. (nama jelas)
2. Panitia/Pejabat Pengadaan : a. ...........(tanda tangan) ............ - {nama jelas)
Bl an i Atanda tangan) .......... (nama jelas)
e e i@nda langan) ... {nama jelas)
d. .........{tanda tangan) ............. (nama jelas)
=T [ltanda tangan] ... (nama jelas)

3. Penvedia Barang,/Jasa LS (tanda tangan) ............ . (nama jelas)



E. CONTOH JADWAL  PELELANGANM UMUM  DENGAN  PASCA
KUALTFIKASI DAN PRA KUALIFIKAST

1. Contoh Jadwal Pasca Kualifikasi

Harn fgna <o

M thaanspgaize } Hateransan
[ - | 25 |4 |55 e [F R B 0]y R e e = O (0 I A -
1 | Pergumaman alang E_’ef i | T hati sweat kaar don mansimal
| -+ i | | ¥ hat ulk dinlsrs)
| | | 1 han setalsh pergumemss B
z Fandataman can | Fhe
pEmnbin dodumen i saalan balss @y pomasikan
o Jus: | | gchLman
1 Elzsan{samacng] | | l E::“E r-*’-“F*"_' £ b ek langyal
[ 2N umEn
4 Pemzsyian Pengsamn I : T | : i EHL-L.‘ AThe s, meall
s L ; 1 | # rar gelelah 220l
: Femp_kaan Dovusan | . Fan lrahie pamasuian
Penawasn | } GGk MmN panzvaran

Hakmmal 7 har sesadah
pembckEn perhapas
pEmbukaan peoawsa haga i
saTEl )

Taa datur

Paiing la=Eal? han setelan
CEmbokaEn penassse hangs

. e = _
e | e ) L ] [N | Tk dialut

| | Iaksmal 2 har seleah
B N N RN NN M | Eenelefan

1 aks ks nan sk,
| I ConITuman

[ [ Paing larbal & o sas
Fongamuman

' E= 2. 1 G BRI, et ] S5 st L i e L it Bt DS :
3% | P L | | | Paing I=m0a] 14 hen sefzk
: i L [ | | ===l

2. Contoh Jadwal Pra Kualifikasi

Gl T JSIAVAL FELELARG AR UMY OERG &Y PAEUALIFIHG S

= = P = IIJlli'i.-:£1 o ) |
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b
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i

o
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F. CONTOH BERITA ACARA PELELANGAN UMUM DENGAN PASCA
KUALIFIKASI
KOP PANITIA
BERITA ACARA PENIELASAN PEKERJAAN / AANWIIZING
MNOMOR
Pada hari ini ....... @&Bnggal ... bulan ... - tahun dua ribu
enam, bertempat di ... telah diadakan Rapat Penjelasan Pekerjaan |
Aanwijzing Kegiatan .......................... Kabupaten Jepara Tahun 2007,
Hadir dalam acara tersebut
1. Panitia Lelang;
2. Undangan terkait;
3. Pimpinan Program/Eegiatan;
4. Para Penyedia Barang/Jasa pesarta lelang yaitu :

& Pl
B EMovaad
¢, dst.
y:
Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Lelang dan dibuka jam ... WIE,

Sebelum penjelasan administrasi dan teknis dimulal, diberikan terlehin dahulu
penjelasan/pengarahan cleh :

1. KepalaDinas ......oococivicviian.

s RSO ar | 3
2. Ketua Panitia,

ORI & |-
3. dst

Dari penjelasan pekerjaan dimaksud disepakati perubahan-perubahan sebaaai
Derikut

BAB I : SYARAT - SYARAT UMUM :

Fazal 1

Fa=zal 2

Pasal 3

Dst,

Bab II : SYARAT — SYARAT ADMINISTRASI
Fasal 1 :

Fasal 2

Pasal 3

D=k,

Bab III : SYARAT — SYARAT TEKNIS
Fazal 1
Pasal 2

RL




Pasal 3
Dst.

PEMNIELASAN LAPANGAN :
s e e e R

TANYA JAWAB :
B R S . st
Demikian Berita Acara Penjelasan ini dibuat dengan sesungguhnya

untuk dapat dipergunakan seperiunya.

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA

WAKIL PENYEDIA TAHUN EDU.; .....
BARANG/IASA
LEEIE v B RS T s P (Ir. Drs. IRAWAN, MM, MSIL)
- T i L %
e K )
DIREETUR Ao .
IR = B T e oL St e
st

[



KOP PANITIA

BERITA ACARA PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN SURAT PENAWARAN

NOMOR : ioveeienenens
Pada tanggal ................. bulan _........ sampai dengan tanggal .............. bulan
coveeee. tBhun dua ribu enam Lelah dilakukan Pemasukan Fenawaran Pelelangan
Kegiatan ... Kabupaten Jepara Tahun 2007 oleh Para Penyeda
Barang/lasa vang menagikuti kagiatan pelelangan tersebut.
Pada harl ... tanggal ... bulan ........ tahun dua ribu enam,
bertempat di . . telah diadakan Pembukaan Surat Pepawaran Keagiatan

oo Kabupatan Jepara tahun 2007,

Hadir dalam acara tersebut

1, Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemborongan.

2. Undangan Terksait,

3. Para Penyedia Barang/Jasa.

4. dst.

Pembukaan dimulai pada jam ........ WIB, bertempat di ...

Sebelum dilaksanakan pembukaan surat penawaran, terlebih dabulu dibacakan Berita
Acara Penjelasan Pekerjaan, mula-mula kotak dibuka, kemudian sampul penawaran
dikeluarkan satu demi satu dan diperlihatkan kepada Penyedia Barang/Jasa peserta
lelang untuk disaksikan, memenuhi syarat atau tidak.

Amplop yvang memenuhi syarat, selanjutnya dibuka, isinya berupa surat penawaran dan
lampirannya dikeluarkan, satu set diberikan kepada rekanan untuk diperiksa, dua set
lainnya diperiksa Panmitia Lelang. Surat penawaran dan lampirannya dibaca dengan jelas
cehingga terdengar oleh semua peserla, Selanjutnya surat penawaran yang telah
selesai diperiksa diberi tanda tangan yang memeriksa.

Penyedia  Barangflasa yang memasukkan  penawaran  untuk  masing-masing
pekerjaan adalah sebagai berikut .

A. KUALIFIKASI NON K
1. Pembangunan Jalan .............
2 R = A .
¢, Dst.
£, D=k

B. KUALIFIKASI K

L. PENINORAREN. . oomimsn ams sas s mmissa)
g R R
e B Lo
c. V. Dst,

2. Dst

87




Rekapitulasi Hasil Pembukaan Surat Penawaran terlampir,

Setelah pembukaan penawaran selesai, dibacakan pengumuman bahwa pemenang
lelang akan divmumkan pada tanggal ... . Kantar s ( Alamat

B
Demikian Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Surat Penawaran ini dibuat untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGADAAN BARANG/IJASA

WAKIL PENYEDIA TAHUN 2007
BARANG/JASA
B 5 T A (O (Ir. Drs, [RAVWAMN, MM, M5}
- [ -3
........................ 3.,
DIREETUR 9.,
2. PT.ICV, ... S A
Dst. .
" DIREKTUR

B



KOP PANITIA

BERITA ACARA PENELITIAN SURAT PENAWARAN

HOMOR :
Pada hari inl ..o Tan@gal i B 411 | Bt tahun dua ribu
enam, bertempat di oo . telah diadakan penelitian surat penawaran Kegiatan

T, - Kabupaten Jepara tahun 2007.

Hadir dalarm acara tarsabuyt ;

1. Panitia Penaadaan Barang/ lasa Pemborongan.
2. Undangan Terkait,

3. dst.

Pedoman  yang dipérgunal-:an dalam meneliti penawaran untuk penetapan calon

pemenang lelang adalah :

Persyaratan administrasi lengkap dan memenuhi syarat,
Perhitungan harga yana ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan.
Penawaran secara leknis dapat dipertanggundjawabkan.
Penawaran sah dibawah plafon.

Penawaran yang paling manguntungkan Megsra.

e Ld B

Adapun hasil penelitian sebagai berikut :

1, PemDERgUnR o v st s b :
Harga Plafon @ ........cceveves

d. Penawaran PT. ccccveosnsees
Fenawaran sebasar A =4 0 A
Sisa Tender 8 =
Fenawaran sah dan dibawah plafan
Svarat-syarat administrasi lengkap dan memenuhi syarat.

Persyaratan teknis : RAB betul, analisa batul
Harga satuan wajar
Waktu palaksanaan e T
b, Penawaran CV. oo,
Penawaran sebasar o 1 1 A
Sisa Tender 8 24 I X

Fenawaran sah dan dibawah plafan
Syarat-syaralt administras: lengkap dan mamenuhi syarat.

Persyaratan Leknis : RAB betul, analisa betul
Harga satuan waijar
Waklu palaksanaan Foasdaes  DaF]

. Penawaran PT. cieveessersesestSt.

Dari ......... N I . ) Denawar yang masuk, ... A v ) peEnawar sah,

memenuhi syarat dan dibawah plafon, dengan urutan sebagail berikut

=

38 0 DR e s penawaran 2 2 7 ER R L R P
e AR e pEnawaran ] 7 R S
3. PT. covrieinenens  pENAWAran i £ = HETEERLOR P

ds

L
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Rekapitulasi Hasil Penelitian Surat Penawaran terlampir.
Demikian Berita Acara Penelitian Sural penawaran ini dibuat dengan sebenarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA

TAHUN 2007

T i S - (Ir. Drs. TRAWAN, MM, MSi,)
LI L AL

Fis

S

3 T

D=t .

)



KOP PANITIA

BERITA ACARA USULAN CALON PEMENANG

NOMOR :
Pada hari ini ......... Tanggal ........ bulan .......... tahoo dua ribu
e .. bertempat di ............... . telah diadakan penelitian surat penawaran Keaglatan

............... Kabupaten Jepara tahun 2007,

Hadir dalam acara tersebut :
1. Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemborongan.
2. Undangan Terkait.

1. Det,

Bahwa setelah diadakan penilzian kembali atas hasil penelitian yang dilaksanakan aleh
Panitiz Pengadaan Barang/Jasa ................, seria berdasarakan Berita Acara Penelitian
Surat Pepawaran Pelelangan Kegiatan ... . Momor ..., maka dengan ini

divsulkan untuk ditetapkan sebaogai pemenang lelang sebagai barikut :
A. KUALIFIKASI NON K

1. Pembangunan Jalan ... :

Calon Pememang I & PE. dgn.  penawaran  sebesar
| 2l SR : "
Calon Pemenang 11 - PT, ... dgn, penawaran  sebesar
Bpoe
“alon Pemenang 111 PT, ... dan.  penawaran  sebesar
PG e
2. Dst.

B. KUALIFIKASI K

1. Peningkatam ... .

Calon Pemenang I @ CV. ... daon.  penawaran  sebesar
PR o s s

Calon Pemenang IT. ¢ OV, ... dgn. penawaran sebesar
B }

Calon Pemenang TIT @ CV. ... dgn. permawaran  sebesar
|45 ORI

2. D=t

Demikian Berita Acara Usulan Calon Pemenang ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dapat digunakan sekagaimana mestinya.

PANITIA PENGADAAN BARANG/IASA

--------------------------------

TAHUN 2007
Y (Ir, Drs. TRAWARN, MM, MSL)
2 (Dst......l)
...
4.
Dst,

g1




KOP PANITIA

MNOMOR,
SIFAT

LAMPIRAN
PERIHAL

TEMBUSAN :

JEpara, .o _ 2007
Kepada Yth.
Segera KA. DINAS ..................
1 (satu} bendel KABUPATEM JEPARA
Usulan Penelapan
Permenang Lelang Di-
JEPARA

. Dengan hormat, berdasarkan Berita Acara Usulan
Calon  Pemenang pada Pelelangan  Kegiatan ...
Kabupaten Jepara Tahun 2007 sebagaimana terlampir,
dengan ini disampaikan sebagai bshan Penetapan Pemenang
Lelang.

Dermikian  untuk  menjadikan  periksa  guna
seperiunya.

PANITIA PENGADAAN BARANG/IASA
TAHUN 2007
KETUA,

Ir. Drs. IRAWAMN, MM, MSi
NIP.S0D0 071 2007

|. Fimpinan Kegiatan,

2. dll.

3. Arsip.
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KOP DINAS/INSTANSI

PENETAPAN PEMEMNANG PENGADAAN BARANG /JASA PEMBEORONGAM
MOMOR :

Berdasarkan Surat Panitia Pengadsan Barang/ Jasa Kegiatan ...
Kabupaten Jepara Tahun 2007 MNomar © ... tanggal ... perihal Usulan
Penetzpan Pemenang Lelang, dengan  ditetapkan Pemenang Lelang untuk masing-
masing kagiatan sabagai berikut

A. KUALIFIKASI NON K

1.  Pembangunan Jalan ...

Pemenang . PT. ......dgn. penawamn sebesar Rp..............

Ladangan I PT, . .. dgn. penawaran sebesar Bp...............

Cadangan II : FT. ......dgn. penawaran sebesar Bp..............,
2. Dst.

B. KUALIFIKASI K

L. Peningkatan ...

Pamenang . CV. ... dan. penawaran sebesar®fp............

Cadanganl . CV. ... dan. penawaran sebesar Rp._..............

Cadangan [l : CV, ... dagn. penawaran sebesar Rp...............
2. Dst

Demikian untuk menjadikan makium dan dipargunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jepara
pada BNggal .....c..ciieiinneeriane 2007

HEPA-LA DIHAS AR EEEEEF kb bbddddaaanan
KABUPATEN JEPARA

Pamhina Litama
1] A ———"
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KOP PANITIA

PENGUMUMAN PEMENANG LELANG

NOMOR :
Berdasarkan Surat Kepala ... Kabupaten Jepara
Momar Lo tangaal L. tentang Pepetapan Pemenang Lelang
Kegiatan ......ccvieene. Kabupaten Jepara Tahun 2007, dengan ini

diumumkan  Pamenang Lelang  untuk masing-masing  pekarjzan  sebagai
Derikut |

A. HKUALIFIKASI MON K
L. Pembangunan Jalan .......coeneenen

Pemenang : FT. ... dgn penawaran sebesar Bpo............

Cadangann [ PT. ... dan, penawaran sebesar Bp...........

Cadangan IT :  PT. ..., dgn, penawaran sebesar Rp.............
o © .

B. HKUALIFIKASI K
L. Peningkatan ..........ccooee.

Pemenang :  CV, ... dan, penawaran sebesar Bp.............
Cadangan I :  CV, ... dan. penawaran sebesar Rp..............
Cadangan [T ;  CV, ... dgn. penawaran sebesar Rp...............
e
2. Dstk,

Dengan catatan sebagai berikut :

1. Penyedia Barang/lasa Pemborongan diber wakiu sanggab dari tanggal
....... s/d ........... dan jawaban sangaah tangoal e,

2. Terhadap keberafan setelah berakhirnya waktu  sangoah/jawaban
sanggah tidak dapat diterima,

3. Apabila Pemenang mengundurkan diri maka pekerjaan diberikan
kepada Cadangan | apabila Cadangan I sanggup melaksanakan
pekerjazaannya sesual penawarannya, demikian seterusnya.

4. Setelah berakhirmya masa sanggah/jawaban sanggah maka akan
ditetapkan Keputusan Penepatan Penyedia Barang/lasa.

Dermikizn untuk menjadikan perhatian guna seperlunya.
JBPETE, i, 2007

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA

TAHUN 2007
KETUA,

Ir. Drs. IRAWARN, MM, MSi
MIP.500 071 2007

TEMBUSAN :

L. Kepalz Dinas ..o,
2.l

3. Arsip,

34



KOP DINAS/INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS .............. KABUPATEN JEPARA

NOMOR :
TENTANG

KEPUTUSAN PENETAFPAN PENYEDIA BARANG / JASA PADA PELELANGAN
DI DINAS ................ KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
FERTAMA

KEDLA

KETIGA

KEPALA DINAS .............. KABUPATEN JEPARA

:a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelelangan di Dinas

e Kahupaten Jepara Tahun 2007 maka tefah
dilaksanakan proses pelelangan sesual ketentuan vang
telah ditetapkan.

B, hahwa untuk keperluan pelaksanzan pekerjzan sesuai
hasil pelelangan maka  perlu ditetapkan  Keputusan
Peneltapan Penyedia Barang/lasa pada Pelelangan i
Dinas ......... Kabupaten Jepara Tahun 2007 dengan
Keputusan Kepala Dinas ..., Kabupaten Jepara.

1. Undang-undang  Momor 32 Tahun 2004  tentang
Pemerintahan Dasrah ; g

Z. Undang-undang  Momor 33 Tahun 2004  tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  Pusat dan

Casrah :

3. Keputusan  Presiden MNomor B0 Tahun 2003 tenlang
Padoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi

Femerintah ;
. D=t

Y

MEMUTUSKAN

Menunjuk Penyedia Barang/Jasa pada Pelglangan Di Dinas
- Kabupaten lepara Tahun 2007 Pada Pelelangan di
Cinas ............... Kabupatan lepzra Tahun 2007 sebagaimana
Lersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Semua Digya vang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing
kegiatan sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA.
Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tangaal ......oaiaio e 2007

HKEPALA DINAS ..ccoiiiciiminnrarcnanaes
KABUPATEN JEPARA

Pembina Utama
511} 2
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Lampiran  Keputusan Kepala ............ Kab. Jepara
Momor
Tanggal

PENETAPAN PENYEDIA BARANG / JASA PADA PELELANGAN
DI DINAS ......c..ovveee. KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007

A. KUALIFIKASI NON K

1. Pembangunan Jalan ...
Pemenang ;. PT. ... dan. penawaran sebesar Rp...oe

2 e
B. KUALIFIKASI K

L. Peningkatan ...
Pemenang : PT. ...... dgn. penawaran sebesar Rp..............

2. Bsk

HEPALA- DINAS LEE R A R R R R R R R RN RN ]
KABUPATEN JEPARA

Pembina Utarna
MR i
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G. CONTOH SURAT PERJAMNIIAN PEMBORONGAN

KOP DINAS/INSTANSI

Pada hari ini ....... t3nggal ..o.coveennee BUIBA wveeee G dahun dua ribu
enam, yang bertandatangan dibawah ini

s s R : Kepala Bidang ......... pada Dinas
Kabupaten Jepara  bertindak  selaku  Pimpinan
Program/Kegiatan ......c..oceoieeeens SElANJULAYE i

sebut PIHAK KESATU.

e AR T S » Direktir PTICV. v
Alamat o

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badzan
Lisaha tersebut, selanjutnya  disebut  PIHAK
KEDUA,

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ........ Kabupaten Jepara Momor .
............ . Tahun 2007 tanggal ........... tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa
Pada Pelelangan di Dinas ............... Kabupaten Jepara Tahun 2007, maka PIHAK
KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk  mengadakan perjanijian
pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1
Tugas dan Besarnya Pekerjaan

PIHAK KESATU memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
manerima tugas tersebut dengan itikad baik untuk melaksanakan

Mama Kegidtan o e
Mama-Pekerjaan: 0 bR
Valume B RIS S e we i s
Liokasi s Keeamakan s vve i, .

sampai selesal, seperti termakbub di dalam Lampiran Surat Perjanijian ini dengan
hasil yang baik dan diterima oleh Direksi,

Pasal 2
Pelaksanaan Pekerjaan

2.1. PIHAK KEDUA melzksanakan pekerjazn berdasarkan Rencana Kerja dan
Syarat yang dilampirkan pada Surat Perjanjian dan merupakan bagian vang
tidak terpisahkan dari Surat Perjanijiian ini, vang terdiri dari :

a. Syarat-syarat Umum
b. Syarat-svarat Administrasi
£, Syarat-syvarat Teknis
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2.2,

X3

5

3

3.3.

4.1

4.2.

4.3

e
Y

Apabila  terjadi  perubahan  pekerjaan, PIHAK KEDUA melaksanakan
oerubahan pekerjaan tersebut berdasarkan perintah tertulis dari PIHAK
KESATU dan kemudian segoera diadakan penghitungan kembali dengan
dilengkapl Berita Acara Perubahan.

PIHAK KEDUA menyerzhkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 5o kepada
PIHAK KESATU sehbelum penandatangan kantrak.

Pasal 3
Jangka Waktu Penyelesaian dan Masa Pemeliharaan,

PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan tersebut pada Pasal 1 dalam
WAKIL wvenrnnr oorinrernnas Yy hari sejak tangoal dikeluarkannya Surat Perintah
Mulai Kerja, mulai tanggal coeee. SEMPEN CENDEN coian, dan selambat-
lambatrya diserahkan untuk pertama kalinya kepada PIHAK KESATU
dengan memuaskan pada tanggal «oo i

Waktu penyelesaian tersebut dalam avat 3.1 diatas tidak dapat dirubah aleh
PIHAK KEDUA kecuali keadaan memaksa sebagaimana tercantum dalam
Pasal 8 Surat Perjanjian ini.

Waktu pemelinaraan ditetapkan & (enam) bulan (dihitung setelah penyerahan
pertama ).

Pasal 4
Denda

Bilamana pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam  waktu yang Ltelah
ditetzpkan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 1 0/00 (satu permil} dari
harga borongan unfuk tiap hari kelambatan, jumlah denda tersebut maksimal
5 % (lima prosen) dari harga borongan,

Denda ini mengenal kelambatan wakiu yvang telah ditentukan dengan lidak
perlu mengadakan teguran terlebih dahulu atas kelalaian pemborong.

Bilamana jumlah denda tersebut telah mencapai 5 % dari harga borongan
seluruhnya, maka Direksi akan mengambil kebijaksanaan lebih lanjut atau
akan berakibal dibatalkannya Surat  Perjanjian  Pemborongan  yang
bersangkutan dengan perkataan lain antzra PIHAK KESATU fidak ada
hubungan lagi mengenai pekerjaan tersebut, dan untuk selanjutnya PIHAK
KESATU tidak akan memperhitungkan pembayaran selanjutnya, dan PIHAK
KEDUA fidak berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PIHAK
KESATU.

. Bilamana karena kelambatan, denda yang dimaksud belum mencapai jumiah

5 % darl harga borongan seluruhnya tetapi pemberong yang dimaksud telah
dapat menvelesaikan/menyerahkan pekerjaan untuk pertama kalinya, maka
denda ini akan diperhitungkan dan harus dilunasi pada waktu pembayaran
penyerahan pertama kalinya,

Pasal 5
Penentuan Besar Harga Borongan

ats)



-

P

5.4

b.1,

6.2

5.3

Harga borongan berdasarkan Berita Acara pelelangan pekerjzan dan diambil
dari harga penawaran PIHAK KEDUA ztau harga yang ditetapkan oleh
Panitia Lelang dalam rapat pelulusan dan vang telah disetujui aleh PIHAK
KESATU.

Jumlah harga borongan tersebut avat 5.1 sebesar Bp. i, .

LR R R J=

. Didslam harga borongan tersebut sudah termasuk segalz pengeluaran

pemborong (keuntuncan pemboarong, pajak dan bea mataral).

Harga borongan tersebut sudah tetap (fixed) kecuali apabila terdapat
perubahan rencana/konstruksi dan disetujui oleh PIHAK KESATU,

Pasal 6
Cara Pembayaran dan Prosedurnya

Cara - cara pambayaran.
Pembayaran angsuran {termyn’ dari harga barongan tersebut dalam Pasal 5
ayat 5.2 seperti tersebut di atas diatur sebagai berikuk

Angsuran | : Dibayarkan kepzda PIHAK KEDUA sebesar 25 % dari
harga barcngan tersebut dalam Pasal 5 ayat 5.2 selelah
pekerjaan mencapai nilai bobot sebesar 25 % jalah 25 % x
4 T =RP e

Angsuran IT @ Dibayarkan kepada PIHAK KEDUA sebesar 30 % dari
harga borongan tersebut dalam Pasal 5 ayat 5.2 setelah
pekeriaan mencapai nilai bobot sebesar 55 % lzlah 30 % =
R O e A

angsuran III @ Dibayarkan kepada PIHAK KEDUA sebesar 20 % dari
harga harongan terssbut dalam Pasal 5 ayat 5.2 setelah
pekerazn mencapai nilai bobot sebesar 75 % ialah 20 % =

Angsuran IV @ Dibayarkan kepada PIHAK KEDUA sshesar 25 % dari
harga borongan tersebut dalam Pasal 5 ayat 5.2 setelah
pekerjaan mencapai nilai bobot sebesar1Q0 % ialah 25 % x

Lntuk menjamin dilaksanakannya pemeliharaan pekerjaan sesuai ketentuan,
maka PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan jaminan  pemeliharaan
kepada  PIHAK  KESATU  sebhasar minmal 50 % dari nilai
pemborangan/kontrak,

Prosedur permintaan pembayvaran,

Bilamana PIHAK KEDUA zkan mengajukan permintaan termyn (angsuran
pembayaran) maka 7 (tujub}  bar sebelumnva harus memberitahukan
kepada PIHAK KESATU secara terfulis untuk mengadakan pemeriksaan
pekerjaan yang telah dicapai sesuai dengan Progres Report yang telah
disahkan oleh Direksi,

o



0.4, Pengambalian  Jaminan Pemeliharaan dilaksanakan apabila  masa
pemeliharan berakhir,

.5, Uang Muka Kerja

a) Bilamana PIHAK KEDUA zkan mengzjukan uang muka kerja, maka
PIHAK KEDUA nharus mendgajukan permohonan kepada PIHAK KESATU
secara lartulis dengan dilampin fotocopy SPME (Surat Perintah Mulai
Kerja) wang dilegalisicr oleh penanggung jawab kegiatan dan RAB
Falaksanaan senilai Uang Muka Kerja.

o) Besarnya Uang Muka Kerja ditetapkan sebesar 10 96 (sepuluh prosen)
dari nilai pemborongan/kantrak,

C] Sebagai ganti diberikannya wang muka kerja, PIHAK KEDUA wajib
menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar minimal 10 % (sepulub
prosan) dari nilai pemboronganfkontrak kepads PIHAK KESATU,

d} Pengembalian uang muka kerja akan diperhitungkan dengan pembayaran
tiap termyn dengan cara diangsur per termyn, sebagai berikul

Pembayaran 1 v 25 %% o Uang Muka
Pembayaran 11 ¢ 30 % x Uang Muka
Fembayaran IIT ¢ 20 % % Uang Muka
Fembayaran IV @ 25 % x Uang Muka

6.6, Pembayaran dilakukan lewat Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jepara
dibebankan pada Anggaran Kegiatan ... i

1

Pasal 7
Pemeriksaan dan Pengawasan

/.1, Pemeriksaan dan Pengawasan dilakukan oleh Panitia dan atau Pejabat yang
ditunjuk oleh Pengguna Anagaran,

7.2, Biaya Pemeriksaan dan Pengawasan menjadi tanggung jawab PIHAK
KEDUA,

Pasal 8
Pajak Bea Materai.

Fajak jasa yang besarnya menurut persturan Pemerintah yvang berlaku telah
dimasukkan dalam harga borongan dan akan disetorkan oleh PIHAK KEDUA
secara berangsur - angsur sesudi pembayaran sebagaimana termaktub dalam
pasal & ayat 6.1 perjanijian ini.

Pasal 9
Force Majoure

9.1. PIHAK KEDUA tlidak bertanooungjawab atas kerugian dan keterlambatan
penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan karena akibat dari perubahan situasi
diluar kekuasaan PIHAK KEDUA.

9.2, Setisp ada kejadian harus segera dilaparkan kepada PIHAK KESATU dalam
wakiu 1 x 24 jam.

9.3, Perubahan situasi/keadaan tersebut ayvat 1 adalah :
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a} Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, dan
bencana lainnya yang disetujul PTHAK KESATU.
by Adznva peristiwa yang disstujui oleh PIHAK KESATU.

Pasal 10
Tanah

Segala penyelesaian hak milik tanah serta gant rugi tanaman dan bangunan
diatasnya yang dihitung dalam rencana anggaran biaya adzlah menjadi
tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 11
Mesin dan Peralatan Kerja.

11.1. Semua mesin dan peralatan untuk  pelaksanaan pekerjaan
disediakan/djusahakan oleh PIHAK KEDUA.

11.2. Apabila PIHAK KESATU mempunyai peralatan, PIHAK KEDUA dapat
mampargunakan peralatan Lerssbut dengan sustu persyaratan tertentu
yang diberikan PIHAK KESATU.

11.3. Tidak tersedianya peralatan mesin-mesin dan modal kerja tGdak dijadikan
suatu alasan kelambatan penyelesaian pekerjaan.,

Pasal 12
Hasil Pekerjaan

12.1 Pelaksanaan semua pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya, sesuai
dengan RS dan dzpat diterima oleh PIHAK KESATU,
Bilamana hasil pelaksanaannya ternyata kurang baik menurut penilaian
PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA diharuskan
membongkar/mamparbaiki dan hiayvanya menjadi bebzn PIHAK KEDUA.

12,2, Kurang baknya hasil pelaksanazn pekerjsan sehingga  mengakibatkan
adanya perbaikan, maka hal ini tidak mempengaruhi waktu penyelesaian
pekerjaan.

Pasal 13
Perubahan Gambar Rencana

13.1 Apabila adanya gambar rencana yang waktu dilaksanakan oleh PIHAK
KEDUA lidak sesual dengan pelaksanasannya maka PIHAK KEDUA dapat
menaryakan hal tersebut pada PIHAK KESATU.

13.2 PIHAK HKESATU memberikan keputusan atas saranfusul  perubahan
gambar rencana yang ditinjau cleh PIHAK KEDUA.

Pasal 14
Sanksi - Sanksi

Apabila PIHAK KEDUA |zlai tidak dapat/mampu menyeleszikan pekerjaan, dan

PIHAK KESATU telah mengacakan tegoran 1 dan tegoran IT baik lisan maupun
tertulis, tetapi tidak mendapat tanggapan PIHAK KEDUA dan tidak ada tanda-
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tanda untuk melanjutkan pzkedaan tersebut, maka PIHAK KEDUA dikenakan
sanksi sebagai berikut :

d) Tidak dilkut=ertakan dalam pelaksanazn pembangunan daerah,

b} Pemutusan surat perjanjian pemborong oleh PIHAK KESATU dan jaminan
pelaksanaan serta bahan-bahan bangunan yang berada dilapangan menjadi
milik PIHAK KESATU,

) PIHAK KEDUA ticlak berhak mengajukan ganti rugi,

Pasal 15
Domisili

Apabila terjadi persengketazn/perselisihan sebagai akibat dengan adanya surat
perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memilih kediaman
(tempat tinggal) yana tetap dan sah yaltu Kantor Pengadilan Negeri di Jepara.

15.1, Bilamama terjadi perselisinan antara kedua belah pihak  penyelesaian
divtamakan secara musyawarah,

15.2, Penyelesaian perselisinan akan diteruskan melalui hukum yang berlaku
dalam hal ini bilamana dengan cara diatas belum dapat dicapai
penyalesaian.

15.3. Tempat penyeleszian  perselisihan, keduz belah pihak memilih Kantor

Pengadilan Meaen vang berdomisili di Jepara. ¥
Pasal 16
Lain - lain

16.1 PIHAK KEDUA harus mengadakan wusaha-usaha untuk  menjamin
keselamatan dan keamanan para pekera sesual ketentuan yang berlaku dan
memenuhi peraturan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEE).

16.2 Kecuali ditentukan lain PIHAK KEDUA harus mengutamzkan jasa dan
prcduksi dalam Megeri, dengan tetzp memenuhi persyaratan spesifikasi
teknik pekerjaan.

Pasal 17
Penutup

| /.1 Surat perjanjian ini dibuat dalam 15 (lima belas) oganda, Lembar 1 dan
Lembar 2 masing-masing bermeterai Rp.6.000,- {enam ribu rupiah), Lembar
3 sampai dengan Lembar 15 tidak bermeterai dan berlaku sah setelah
ditandatangani aleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum
vang sama dan disampaikan kepada

Lembar 1 : Direktur PT/CY. |

Lembar 2 : Fimpinan Prc-grgrn,-“{r_gnmn

Lembar 3 @ Penanggung Jawab Kegiatan

Lembar ¢ ¢ Bupati Jepara

Lembar 5 @ Kepala Dinas ... Kabupaten Jepara
Lembar 6 @ Kepala Bappeda Kabupaten lepara

Lembar 7 @ Kepala Bawasda Kabupaten Jepara

Lembar 8 : Kepala Dipenda Kabupaten Jepara
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Lemoar 9

Kepala Bagian Pengandalian Pembangunan Setda Jepara

Lernbar 10 @ Kepala Badgian Keuangan Setda Jepara

Lembar 11 : Pemegang Kas

Lembar 12 ; Pembantu Pemegang Kas

Lembar 13 : Tim BPP

Lembar 14 : Pengawas Lapangan

Lembar 15 @0 Arsip.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

KEFALA BIDAMNG ...

DIMNAS o, :

PTACM, Selaku

PIMPIMAN PROGRAM/KEGIATAN
DIREKTUR PR e i i

MENGETAHUT :

KEPALA DINAS ......cccoonveeee
KABUPATEN JEPARA

Pembing LUtama
i 1P ;




H. CONTOH SURAT PERINTAH MULAI KERJA

KOP DINAS/INSTANSI

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
NOMOR :

Berdasarkan Surat  Perjanjian  Pemborongan  Pekerjaan Nomaor

civeses 1ON@EAl i, maka kepada ¢
Mama Penyedia v POV,
Barang/Jasa
Alamat SR e SR e
MNEWE :

diperintahkan untuk melaksanakan pekerjaan,

Marma Kegiatan T R SRR AR LA MRS

Marma Pekerjzan E R e S %
Harga Borongan 2 BB i . ruplah)
Yolume

Lokasi B RECARBEAN G A

Sumber Dana : APBD Kabupaten Jepara Tahun 2007
Waktu Pelaksanaan el bl srmcpevernsas 1 hari kalender

Dengan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja ini, pekerjaan dapat
segera dimulai dengan ketentuan sehagai barikut

1. Selambat-lambatrya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tangaal dikeluarkannva
Surat Perintah Mulai Kerja ini Pekerjaan harus sudah dilaksanakan.

=

egala hal yang berhubungan dengan pekerjman ini diatur dalam Surat
Perjaniian Pembarcngan.

3. Pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik dan memuaskan, tepat mutu,
tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfazat dan tepat administrasi serta dapat
dipertanggunogjawabkan,

4. Sanksi terhadap segala bentuk kelzlaian sebagaimana yang telah ditetapkan
dalarm Surat Perjanjian Pemborongan.
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Demikian untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal .....ccoovveerrinnnnnnns 2007
YaMG MEMERIMA KERALS BIDANG oo,
FERIMTAH : B S L R
Selaku
AE T A — PIMPINAN PROGRAM/KEGIATAN
DIREKTUR B T U

MENGETAHUI :

HEPALA DINAS FEFBAAA FRRAd bR RREdddaan
KABUPATEN JEPARA

Parmhina Utama
MIP. s ;

TEMBUSAN : 5

L
2z
3.
4

Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda lepara ;
Kabag. Pengendalan Pembangunan Setda Jepara ;

Tim Badan Pemeriksa Pekerjaan ;

Arsip,




I. CONTOH BLANKO : DAFTAR USULAN PENGHAPUSAMN BARANG-
BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BERUPA PERALATAN KANTOR DAN BARANG LAINNYA TAHUN 2007

CAFTAR USULAN PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JEFARA
BEFELFPA PERALATAN HANTOR DAN BARANG LAINNYA TAHUM 2007

i THPEMBELIAN | KETERANGAN UsT

P JEMIE A ST
0 BARANG JLIPAL S MERITYRE | BARAN BaRANG |
1 2 a A 5 £ ¥ i =] 10
| ]
i
| |
[
|
|
|
| |
[
|
|
| 1
]
i
I
fengelabui dEpara o
Frmpsan Saluan Kera
":Erﬁl'ln_.!ft:_'l'_ Dacrah ¢ F'r_:.'rl-'_:-;__::_:ung Ear;_lr'-;::l
LET
iMarma) tHamal
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J. CONTOH BELANKO : DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN KENDARAAN
BERMOTOR RODA 2 DAN RODA 4 MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
JEPARA TAHUN 2007

DAFTAR USULAMN FENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 DAN RODA 4
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007

IDEMTIFIRASE KEMDARAAN BERMOTIOR

i | Tehun | | MO Mo e e Parnegang | Unil | Keterangan
AETILERS | pambuatan | Polizl | Rangka | Mesin | BPKB
7 A 5 & : g 0 1| 92

rdengetahu

Fimpmnan
Satuan Kera

Farangkal
Daarah f UPT

(Hama)

Femegang Barang

iMama)
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K. CONTOH BLANKO : DAFTAR USULAM PENGHAPUSAN BANGUNAN
GEDUNG TAHUN 2007

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2007

M JEMIS BANGLIMSAM LlEAs] AZAL-LISUL [ b 2 KRETERAMGAM LIMIT
I 2 3 b ) & T
i |
{
rengetahui Jepara,
Fimpinan Satuan Kerja Ferang=al
Daaah | UPT Pl ZgEng. Bt
(MEma) iMHama)



L. CONTOH BLANKO : DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN ALAT-ALAT
BERAT TAHUN 2007

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN ALAT-ALAT BERAT TAHUN 2007

KOMDIES
MARA | T “RAT | _
G| R | MERE | seimnani | oy | KETERANGAN
it J Balk | SEDANG | RUSAK
2 . K] A L g 7 . 8
|
} [
|
| ¥
Mengaiahu Jepera,
Pimpingn Sajusn
Kerja Parangla Pamegang Barang
raerah f UPT
iMamah {Mama)
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M. CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA KEGIATAN TAHUN
ANGGARAN 2007

KOP DINAS/INSTANSI

BERITA ACARA SERAH TERIMA KEGIATAN TAHUN 2007
NOMOR : 050/...... .  Ep— F2007

Pada hari inl ............. tanggal ...... bulan ...... tahun dua ribu enam, yang
bertanda tangan di-bawah ini:

1. Mama :  Kepala Bidang f Kepala Bagian [ Kepala Kantor ... .. .. ;
berdasarkan Surat Keputusan Bupabl Jepara Nomor e
tanggal ....oevenene. tEAEANG Penunjukan Pimpinan

Program/Kegiatan, selaku Fimpinan Program,/Kegiatan Tahun
Anggaran 2007 selanjutnya dissbut PIHAK PERTAMA

2. Mama E e e e . An. BUPATI JEPARA  selanjutnya
disebut PIHAK KEDLA,

Berdazarkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Fgendapatan dan EBelanja
Daerah Kzbupaten Jepara Tahun 2007 Bab huruf maka kedua belah pihak
nersgpakat mengadakan serah terima kegiatan Tahun anggaran 2007 yang di
bigyali dari dana APBD Kabupaten lepara (Daftar Kegiatan Terlampir) dengan
retentuan sebagai berikut

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
menerima dari PIHAK PERTAMA hasil kegiatan yang dikelcla oleh PIHAK PERTAMA
selama ahun Anggaran 2007.

Pasal 2

Bahwsa serah terima tersebut difaksanakan oleh masing-masing pihak untuk

tujuan penggunaan dan pemanfaatan semaksimal mungkin.

Pasal 3
Sejak saat penyerahan ini segala tanggung jawab penggunaan menjadi
langqung jawab PIHAK KEDUA,

Berita Acara ini dibuat rangkap 4 (empat) dan ditandatangani pada tanggal
tersebul diatas untuk digunzkan sebagaimana mestinya,

PIHAK EEDLA : PIHAK PEETAMA
An, BURATL JEFARA PIMPINAN PROGRAM/KEGIATAN
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M. CONTOH LAMPIRAN : BERITA ACARA SERAH TERIMA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2007

LAMPIRAM - BERITA ACARA ZERAH TERIMA KEGIATAMN
TAHUN AMGGARAN 2007

KODE

|
FERERING JEMIS ¥ ,h.lh”hln i TATAL "-"H'Fl"ﬂ'NHEﬂHANE e s e
. . | HEGIATAN i feogte s ¥ ARG LOkAS] KET
MEMA [ HEGIATAN (R AMGEAR AN DISER A K AN
oG BIREAG | B (i i .
[ 1. Kode Rekening | '
1 [ Bo e Soh e | % o e 1
MNama Kegatan !
Z : | B s Rzl
dst . dst [ [ sl
i Hp
|
Kode Rekening [
1 Rp 1
Marmz Kegiztan
2 Rp [ z
ost. | st | dst
| RE
Pl AR KEOLA g !

An. BUPATIJEPARA

Mama
BIP

HETERAMGAN :
Fenandalanganan Gesla Acara Penyeraban kegiotan sehogan P AR KEDUS (A BURPAT] JEFARA)
adalab sebagsi berikut

k.

FHilan Eegoalan sid FpE0o GO0 05 00 adalalh Kepala Bagian Asel Jepara
Fiilin kergiialan dilas RoS00 2000000,00 =4 1 000000000 adalat Abislen Perekorormsan dan Pembangunan
Seida Jepara

c. ilai kegizian diatas Rpl D00.CA0.A00 00 agalah Sskrelans Daeran Kab, Jepara
. Untuk ksgiatan yasey Desumber dar dang pesimbandgan oesa paenperabbn o I:_'|r'd:_||.:_:|||!:_|;||1| alib Asgislen | Selda Jeoarn
i Uinluk Bame, MIF dar PIHAK KEDIUA agar berkoordinasi dengan 2agian Pengeloiaan Aset Dasrah
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A, FORMULIR DPA-SKPD

Halaman ......
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Farmulir
Tahun Anggaran ..... DPA - SKPD
Frowinsi/Kabperen/Eota ...
Tahun ARGOaran ...
Lrusan Pemerintalan @ o it
Cirganisas A MR oo i i e A
l{ndn_a Uraian Jumlah
Rekening
1 2 3
Surplus [ (Defisit)
| kL
1
- Pembiayaan netto
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan
Triwulan
N Uraian
e I 11 IT1 IV Jumlah
1 2 3 4 5 G F=3+4+536
1 Fendapatan
21 | Belznja tidak langsung
2.2 Belan;a langsunyg
=1 | Penerimaan Pembizyaan !
3.2 Pergeluaran Pembiayzsn |
........ L Enggal e
FHerpetujul
Sekrataris Dasran,
ftanda tangan)
(rarma lengkaph
MIF




B. FORMULIR DPA-SKPD 1

LOGE
DR ERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)....cvuna

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN ...oniunnin,

PENDAPATAN
NO DPASKPD : |xxx|xx|o00|00] 4|

URUSAM PEMERIMTAHAN & w.xx P T SRR
OREGANISAST D IERAIIAT o R LI G AR e
PEMGGELMS AMGGEARAN/

KLASA PENGGUNA

ANGGARAN

PR R e S R s
MIP A b ey g N A Y A R
JABATAN R e o B L R

1



DOKUMEN PELAKSAMAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD| Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ] A
LS A0+ glif1]
| 00 4| SKPD 1
Frovinsi'Kabupatenskats ...,
Tahun Anggaran ...,
Uruszn Pemerintahan PEEN i
gz nizasi H
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran N
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
o | Rincian Penghitungan
Rekening Hratan Volume | Satugn | Tarf/ | Jumiah
- Harga
| ’ 2 3 =
KX | mk | g | wo | ww ﬁi 5 6-3:.5
ma oo | e | wx | =
wxlwx xw | wy |wx
E WE | WE| X K
| ww ]| owx| e wx
xu | mm | oW | W | xw o
M| Ak | k| a |
Y| XY | E2p|xg | xa
EE AR E RNl b
XE EE| MWy
E LA e = s ]
| | | | kW S
M| e | | |
x| ax | | w | % ==
AE &N | N |k | &%
fe b e ARG PRE S
EEARE SR S0 e BT T
| wE| A ¥ xx
wx || o | 2w | e 7]
L s B B
¥ |y | wn | xe |2
Jumlah |
Rencana Pendapatan per Triwulan
Triveuian 1 B e wanieeeny bANGQAI
Triveulan 11 31 Mengesahkan,
Trwulan T Roo.eeeeioess Pa
_ | Jabat Pengelcla Kauangan Daerah
Trisvlam-0Y B i ’
Jumlah Bp ..., Kgwasabivess (tarda tangan)
[nama lengkap)
MR,
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C. FORMULIR DPA-SKPD 2.1

LGo |
DaERAH

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA *}.visriern,

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
' TAHUN ANGGARAN ..o

BELANIA TIDAK LANGSUNG
MO DPASKPD : |xxx|xx|oo|oo| 5|1

1
URUSAN PEMERINTAHAN o R L A e e AR R
ORGAMISASI O, o T S R S A
bt

PEMGGLING AMNGGARAMNS
KUASS PENGGUNA ANGGARAN

FAMA

NIP

JABATAM
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Halaman ........

| F li
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN | MOMORDPASKPD | FOTTouir

DPA -
|
KERJA PERANGHKAT DAERAH x.xx x| 00| 00| 5 | 1| SKPD 2.1

Frovinsi/kabupaten/Ecta ...
Tehun Anggarars .......

Urusan Pemsrintaban - RN

':lrl"lfl;l:-_E-SI o

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
|

i [ Rincian Penghltungan Jumlah
; Uraian Taril! {Rp)
Rekening Yrolume | Satuan Hargn

1 . ri L] 4 5 h=3x5

| | | e | X

B | | e e | W
XIE|XX

ix

xx X

MR
R|MIE

KX X

| E

Y| wxxx £X

N x| XX

RO NN S | |

KR | S | | B

XN XX | 0| ) B

Jurlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwilzn ] R pmmgimmen- . o sageass Slangaal o
Triweulan 11 1 AR ——— Mengesahkan,
Trhonian 1T Rp Fejabat Pangalola Keuangan Daerah
Trlw“":"n Tll‘lr J I h I-_:!'L"_' """"""" e | {E nda tangan:l
umbah B
[nama lengkaph
1P,
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D, FORMULIR DPA-SKPL 2.2

DOKUMEN PELAKSAMAAN ANGGARAN

Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
— DPA - SKPD
ProvinsifRabupaten/kKola ; 32
Tahun Anggaran ...
Llrusan Pamerintahan VEEE e
Drgunis,as! o AN T scesiisssinisinaas

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode
Programy
Kegiatan

Uratan

Leokasi

Kegiatan

Tanges
kinerja
(Huzntitatif)

Sumber | Triwulam

L N P

Iv

Jumlah

1

2

o

5

& | ¥|B)|9

10

11=74+8+9410

Pregram ...

Eegiakar ...

¥

Kegeatan ...

xx

dst ...

xE

Pragram ...

K

Kegiatan ..

N

Kegiatsn ...

s | —

XE

dsk .

wE

Program ...

x

Keglatan ...

e

Kagiatam ...,

E

[+ [

s

[= 1 S

Jumlah

......... , langgal
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Caerah

rtanda tangan)

{nama lengkap)

MIP.




E. FORMULIR DPA-SKPD 2.2.1

LD
CaERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *}.cienin

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH {(DPA SKPD)
TAHUN AMGGARAN .............

BELANJA LANGSUNG
NODPASKPD  : |xoxx|nx[sx|xx]| 5] 2]

URUSAM PEMERINTAHAN o A ¥y T
DRGANISAS] R 5405+ S
FROGRAM Y RORIINADET R R
KEGIATAM b R N e T oA N G A R
LOKASI KEGIATAN H ......................................................................
SUMBERBANAT B i assies s bbb i rve ey ey e e e e g s
JUMLAH ANGGARAN o B i e e e R S R
TERBILAMG : R e S P A A UL
.......................................................... )
PERGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUMNA AMGGARAN
[abRl: O morehsieee e s s e e e e
N - 4 T g e L L e e
JABATAN
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Halaman ......

Formulir
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSAMNAAN ANGGARAN | | DPA -
SATUAMN KERJA PERANGKAT DAERAH A VT Y | SKPD
| | 1- 2.1
| FrovinsifFabugaten/Ecta ..
Tehun Anggaran ...
Liruzan Pemenntahan § WL
Lrganizasi e
Program B 0 5, 0.4,
kKegiatan C L KR
‘wakiu pelaksanaan e L A e i S Rl a (v N e S s s et g s v
Lokasi kagiatan
Sumber dana by ks ama s RN & s e b i e | AN DA SE R ik b O a5
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program
Masukan |
Keluaran |
Hasil | |
Kelompok Sasaran H:e_glatan Lt e g i i
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Herja Perangkat Daerah
i Uraian Rincian Penghibungan Py
Rakening Volume Sakianm Harga Satuan (Rp)
1 X 3 4 5 BE=1x5
WM EN | N KA K
A PR e
NN | XK | A | XX
K | NN | KX | XK i)::i.
Aumlbah |

Rencang Penarikan Dana per Triwulan

Trivwulzn I

Triwulan 11
Triwular 111
Triveutar IV

Jumlah

R v 1 u[x | [
Hengesahkan,
Fejabat Pengelala Keuangan Daerah

yiandz tangan)

[nama lengkap)

MIR
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F. FORMULIR DPA-SKPD 3.1

LOGD
DAEAAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *}.0vurnn..

DOKUMEM PELAKSANAAN ANGGARAN
SA'I_'UAN KERJA PERANGHAT DAERAH {DPA SKPD)
' TAHUN ANGGARAN .....ccovnee

PENERIMAAMN PEMBIAYAAN

NO DPA SKPD
URLUSAN PEMERINTAHAN
ORGAMNTSASI
PENGGLIMA ANGGARAN
MAMA,
MIP
JABATAN

S R

pofoo] 61|
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NOMOR DPA Skpp | Formulir
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA -
SATUAN KERIA PERANGEAT DAERAH waxx|xe|oolonl 8| 1 E;H;D
Frovinsifkabupaten/kcta ... ..
Tahun &ngoaran
Urusan Femenntahan 3 Ko
Craaminasi s e
Rincian Penerimaan Pembiayaan
Kode Urai Jumlbah
Rekening rakm ‘{Ftp]l
1 2 3

B XN MK | XK | KX

N XK | WK [ WX | KX

KR X | XX | XK | XK

Ex | MX | XX | XX | XX !

KX | XN | XK | XK | X

KE | XX | XX | XK | XK

KX | XX | XN | WK | W

XK | B | WX | XX | XX

KK | B | IKIII

LER R R R

HE| KX | XH| XX | XN

HE | kx| x| | KX

XX | Xx | x| X% | XX

WY AX| X¥ XX | XX

EX| XX| XX XX | XX

M| | e | wx

2N WK WX | KX | KX

KX MX! XX KK | XX

Jumlish Penerimaan

ReEncana Penedmaan per Erwuelan

Triwwulan I EL L R R

Triswulan [T BB

Trivwulan [II R

Triwwulan IV B T e
Jumlah R

PRt - 1. ot Rt
Mengesahkan,
Pejalat Pengelola Keuangan Dasrah

[Landa tangan)

[mamea lengkap)
MIF.
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. FORMULIR DPA-SKPD 3.2

LG

DaERAN |

=

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)...........

DOKUMEM PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGHAT DAERAH ({DPA SKPD)
' TAHUMN AMGGARAN ..covvvinrens

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

MO DPASKPD : |xoo|wx|00|o0| 6] 2

URLUSAN PEMERINTAHAN ERE. . S —— v R

ORGAMISAST RN

PEMGGLINA ANGGARAN
BAMBE — R e i s et snge
NIP T
JABATAN e R e
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Formulir
NOMOR DPA SEPD

DOKUMEN PELAKSAMAAN ANGGARAN DPA -

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH w0 | e ﬂﬂ!ﬂﬂ &l 2 SKPD

| | 3.2
Frovinsifkehupaten/kota ...
Tahun Anggaran ...
Jrugan Pemsrintahan el |
Qrganisasi T HLHHL
Rincian Pengeluaran Pembiayaan
Hode Jumilah
Rekening Wratan {(Rp)
1 2 3

x| x| x| xex

MW | MM | M | ux

wa | w | ax | [ |

| | x| 2o |30 |

XX XK | M| WX | WK

M| | M| M| M

K| X | X0 | MK | MK

K| XX | WX | XX | XX

KX | XX | KX | XX | XX

KE| XX | 6| xx | XX

KE| XX | XX | XN | XN

HE| XX | XX | £ | XX

Xy | X ¥ | XX | HH

AX| A¥| ¥¥| XX | ¥X

AX| XK| X, x| XX

) WH) MK K| KK

AY| WA¥| ¥¥ XX | ¥X

W[ M| MM M| MK

Jumtah Pengeluaran

Rencana Pengeluaran per trivwulian

Triveulan I B ivesnitvianin sty
Trivwulan [T R ceniivsanisvmiin
Triwulan L1 By v it
Trivwulan IV BTl e e T

lumlzh Ep..... L

snvviviey RANGEAL waa i iiaiiiii

Mengesahka

I,

Pojabal Pengelols Kevangan Dasrah

[Landa tangan]

(mama lengkan)

MIF,




8, SPP-2

PROVIMNSI/HKABUPATEMN fKOTA*]) i,

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Momar @ ... oz

Wang Persediaan Ganti Uang Persedinan

Tambakan Wang

Persediaan Pembayaran Langsung

[1]1sPP-urD [2]sPP-GuU O [3] SPP-TU ] [4]SPP-LS O

1. lers r:.-:g:.:'..:r." a. Gayl dan Tunjangan h. Barang dar Jasa
. Pengembaian Fendapakan . Lainrys
2. Hamar gan Mama Kagiatan” T T M e
3 Mamat SKPDUE Kaa ™ b s i it e i1
4, Haa Parusahaan” R i Ch e TE RIS
5. Bedlut Ferusshaar® a. FTiny By c. Firma d. Lan-tan
k. alamat Ferusanaar®
2. Mama Firoinan Bersanaan b
B Mamagan Mo, Rekanirg BAnkY 0 o non moeen
5. Herar Kontrak™' LI
L0, Urtuk Pakerisan/Keparuan'™ ——
1:. Cragar Pergelaaran ™ b ol b SRR | 1- 1| < SERRPTRRI + |, - |1 .| SO
b1 1 PRV 1=y 1111 IR PP PRPE|

Mo Uralan Jumlah Maka Anggaran Bersangkutan
1 DFA-SKPD |/ DPPA-SHKPD ) DPAL-S5KPD

Targgal L ——

SO 1= W [ Ra.
1T L5P0

Targgal [T L L R A P

Targgal {111 o e S 2.

Targgal @ oo (i 111 L] R T 2.

Tarsagal & e PeamEr Hp. IT Ro. I Rp.
II1 SP20 Ep.

SP20 peronbusn U2 p,

SE2D perumhaean G 2n,

AF2D perurtuesn T 2p.

| SFID peremiucan LS Pembayamn Gag dan Tunjargan o
R0 peruniuiean LS Pengadaan Basang dan Jasa: 2p. I ip. [-111 3

Padda SPF i ditetspran lampiran-lamgiran yaag digerlukarn <ebagaimana terbens pada caftar kelongkapan gakamen SPF-1

Mengetatui,
Pejabat Pelaksana Toknis Kogiatan ™

(tenda tangan;

(nama lenokap)
FILF

N T RN
Bandakiara Pengeluaran
ttanda tangan)

(nema largka’
MR

" Jika 55P LS Pangedzan bareng dan jzsa Peiabal Pelakesrs Tekais Segiatan reut Manansatansar.
*y Coret veng tidas psrlu.

Lembar Asli @ Uintug Sengguna ArgoarenPPE-SKPD

Salinan 1 - Ursuk ¥ugsa gUD
Laliman - Uruk Bancabara Pengelusran FRTE
Lalinam3d  : Urtuk &-3ip Bancabara PengeluzarenPRTR
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. 5PP-3

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*®) (e,
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

i [44SR VY
. ) Tambahan
Uangy Parsediaan Ganti Uang Persediaan Uang Pembayaran Langsung
[1] SPP-UP ] [2]15PP-GU T Parsediaan [4] SPP-L5 O

[3] s5PP-TU O

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
TAHUN ANGGARAN ...ovvnvenes

KODE REKENING URATAN AUMLAH
oo (JEN1S) {Rp)
1 Fl 3 4
| I
| |
Jumliah
Teblarg - fvininn
SRR 1 [ 4 - S
Menputabg,
Pejabat Pelaksana Toknis Kegiatan ™ Bendahara Pengeluaran
{tanza @mngand [Lancda tangan)
{naTE lEngaph § {iamy engkaps
HIF. MIF.

* g 558 LS Pergadean bararg dan (&5 Pejabat Pelzksgng Tekons deqatan ut mengndatangan,
=1 Caret varg bdak perlu,

Lembar fsli - Uil Perggang argoaraniffa-5ErD
Galinan 1 Unns Kupsa BUD

Salinan X : Unbuc dendahare Pergeluarar FRTE
Salinan 3 s Unbak firsip Gepdaliars PangeiaranPRmd

CARA PENGISTAN:

L Tahungngozran disidengan tabun pelaksanazan anggaran,

2. Hodoon 1 Mo diisidsngan namar urut.

3. Kolom 2 Kode Rekening disi sampal dengan wode rekening Jenis belanfa untus SPF-URSGUTU dan
diiz zampai dergan kode rekesing ringian chjek untuk SPP-LE.

4, Holm 3 Uraian disi sampai dengan uraian nama rekening Sampal dengan jenis belanja unbuk SPP-

LURSELETU dan disi sampai dengsn uraian nama rekening rincian objek unluk 5PF-LS,

folom 4 Jumlab diigi derngan jumizh e,

L
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SKEFRD

LAMPIRAN D.XI : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

HNOMOR ¢ 13 TAHUN 2004
TANGGAL  : 15 Mel 2008

FORMAT KARTU KENDALI KEGIATAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ..,
KARTU KENDALI KEGIATAN

b= 11 8 = T e R L N e
MNama KEIELANT Lo e e

Mama PEFTI. i imiiivmsieannreesaisiomiiiitsne
Halamam ;e 5
PAGL ANGGARAN REALISASI KEGIATAN
Mo KEGIATAN (SE20) SISA PAGU
ety KODE REKENIMNG (Ep] Uraian (Rpl ANGGARAN
UPIGUTU | LS | UR/GU/TY Ls {RE)
L 1 , 3 3 ] =]
|
=1 !' |
|
| |
| |
| | | |
Tumlzh |
PR 7 17 | i | AR
Mengalab,
Pengguna Anggaran) Kussa Pengguna Anggaran {P‘gj;b::l; Polaksana Toknis Kagiatan
[Laria tagan) (kznda targan]
(narea lergkap) Lrama argkand
wLE MIP.

Cara Pengisian :

L L L Pl

b B

kodom 1 disi dengan nomar urul alas kegiatan.

Kelom 2 diisi dengan nomar rekening atas kegiatan,

Kolom 3 disi dengan pagu anggaran untuk pengeluaran URPGLTUSLE atas kegiztan,
Kelom 4 diisi dengan urgian realizasi belanja atas kegiatan.

Kolarm 5 diisi dengan jumlah  rupiabh (SP2DY realisasi kegiatan  unfuk
LRAGUTUALS.

Slsa pagu anogaran atas kegiatan.

"y Coretyang Kidak perlu,

oengeluaran
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LAMPIRAN D.XII

MOMOR
TANGGAL

1 PERATURAN MENTERI DALAM MEGERI
13 TaHUN 2006
15 Mai 2005

FORMAT DOKUMEN BEENDAHARA PENGELUARAN

A, BLIKYU SIMPANAN BANE

SEPD

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA®) .....,
BUKU SIMPANAN/BANK

Penoguna Angaaran/Kuasa Fangguna Anggaran
Bendahara Pangeluaran
Pernbantu Bendahara Pengeluaran

Halamasi: ..,
iy Penerimaan | Pengel i
Urut Tanggal Uraian Bngeiuaran salda
" (Rp) (Rp) {Rp)
1 2 I L} 4 5 b
o
_"—\—\_\_""\—-.—._\_\_\_\_\_\_\_\_‘_\_\_\_\_\- —
= e
- |
Jumvah
Mangelabd, angnd

Pangguna Angparan Kuasa Pongouna Angparan

ttanda tangan)

Bendahara Pangeluaran

{tarda kangan)

(namg lenakap)
HIE

Kalam 1 dilsl dengan nomar urut penerimaan atau pengeluaran simpanan/bank.
Kalarn 2 diisi dangan tanggal penerimaan ataw pengeluarzn simpanan, bank,
Kalom 3 dis: dengan uraian penerimaan atau pengeluaran simpanan/bank misalnya nomar

[rama leno=ip)
I
Cara Pengisian ;
1,
2,
3
P2 dan nomor cek.
2. FKolom4 dissidengan jumlah rupizgh penerimaan simpanan/bank,
5. Kalom 5 diisidengan jumlah rupizh pengeluaran simpananbank.
4. Kolom & diisi dengan saldo simpanan;/bank.
£ #1Corstyang tidak perlu.

127




B. BURL PAIAK BENEPR

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ......
BUKU PAJAK PPN/PPh

SKED
Fepala SKPD
Bandahara Pengeluaran
Hafanmian & ..
Ho. . I o Pemotongan Penyetoran Saldo
dn d rdiamn
Urut # (Rp) (Rp) (Rp)
1 2z a 4 5 4
%
e

Jumilah

Mengatahg,
Pengguna Anggaran) Kuasa Pengguna Anggaran

Llareta tangan]

(nania lengkap)
1%

Cara Pengisian :

SR g b e

"1 Carabvang Gidak perlu.,

Kalarm & diisi dengan nomor uruk pematongan atau penyetoran pajak.
Kaolom 2 disi dengan tanggal pemolangan atau penyetomn pajak,
Kalom 3 diisi dengan urzian pemobangan akau penveloran pajak.
Kalam 4 dirg dengan jumiah rupiah pemotangan pajak.
Falom 5 diisi dengan jumiah rupiah penvetoran pajak.
Falam & dis dengan saldo permolongan atau penyetaran pajak.

B d o | N I v SR e

[tardaa rangan)

(nama lengkzp)

KIFR

Bendahiara Pengeluaran

L1258



C. BUEL BANIAR

SKPD

Fepala SKFD

Eendahara Pengeluaran

PROVINSI/KABUPATEMN fKOTA=) ......

BUKU PANJAR

Mo. T | Urai Ref Penerimaan Pengeluaran Saldo
angga raian ef,
Urut 99 {Rp) (Rp) (Rp)
1 2 K] | 5 & 7
"—\_\_\_\__\-‘_\_\_\_-_\_
Junval s
gt e AR A i e iy

Cara Pengisian !

FO L L B

(nanda Lanaan)

teama lennkan)

Pengguna Anggaran Kuxss Pengguns Anggaran

Bendahara Pengoluaran
i bargen;

L ngkap
1P

olom 1 diisi dengan nomar urut penerimaan atau pengefuaran kas atas panjar.

Folom 2 dilsi dengan tanogal penerimaan atau pangeluaran kas atas panjar

Kolom 2 diisi dengan uraian penenmaan atzu pengeluaran kas alas panjar

Folom 4 dilsi dengan nomar urut buku pangeluaran.

Kolom 5 diisi dangan jumilah rupigh penerimaan kas/zp) atas panjar.

k.olom & disl dengan jumlah rupish pengeluaran kas/panjarvang diberikan.

kolom 7 diisi d2ngan saldo panjar vang belum di 5P kan aleh arang yvang diberikan.

Tiloretvang tidak perlu.
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D, BUEU REKARPITULAST PEMGELUARAMN PER RIMCIAN QOBIER

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*}

BUKU REKAFITULASI PENGELUARAN

PER RINCIAN OBYEK

SKPD

Kode Eekening
Marma Rakening
kredit ARPGD
Tahun Anggaran

Nalaman: e
Pengeluaran
Homer BEKU (Rp)
LS UP/GUTU Jumiah
1 2 3 4
JUmIZ b BN I s v svsvernn vemes vr s mmrresamressns e
| Jurmlah samoai dergan bulan lalu o,
| Jurnlzh sampal GEngEn Bulan Nl e,
HEE R =) L[| R

Mangatshu,
Pengguna Angparan Huasa Penggune Anggaran

itarda t2ngan)

{nama lergkaz)
HIR

BEendahara Pangeluaran

{tanda tanqan)

LT Engkand

MR

Cara Pengisian ;

—

Kolom 1 diisi dengan nomar BELL

2, Kolom 2 disi dengan jumlah rupioh vang lertera dalam kuitansi, jika kuitansi terssbut

untuk Fengeluaran L3,

Lad

untuk Pengeluaran LIP/GLITL,

4, Kolom 4 diisi dengan jumilah total Penoeluaran LS dan URYGLTU,

5. *iCoretyvangtidak periu,

Kolom 3 disi dengan jumlab rupiah yvang lertera dalam kuitansi, jika kuitansi tersebut
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E. REGISTER SPE-UP/SLTU/LS BENDAHARS, PENGELLARAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*] ......

REGISTER SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS

SKPEY vinieinnies

Halaman | e

Nomor SPP Jurrl[IEhJEPP
Ma. L
Ut ] TRAGEA] LS Urainn 5
' up GU | TU Barang & P | Gu | Tu -
Gajl lasa Gl En;;':r;;] 3
T -
I 7 3 A 5
|
]
/|
Iurmlah ==
wivctargal o il
Mengetab, o

Pengouna Anggaran fKuasa Pengguna Anggaran

(tanda targany

inzma lengkag)
IR

Cara Pengisian 3

{taraa tengan)

(nama leagkip)
HTR

1. Kolam 1 diisidengan nomar Urat SPP-LIR/SPP-GLYSPR-TLYSPP-LS ( Gaji, Barang dan Jasa)l.
Kalom 2 dilsi dengan Tanggal diajukannya SPP-URSPP-GLYSER-TIL/SPP-LS (5a]l, Barang

dan Jaza).

3. Eolom 3 diisi dengan Mamar SPR-URSEP-GU/SFR-TU/SPP-LS (CGaji, Barang dan Jasa) vang

digjukan.

4. Holom 4 diisi dengan uraian SPPyang diajukan SPP-LIF/5PP-GUSPP-TL/SFR-LS (Gaji,
Barang dan Jasa).

!.,'1

lzzal,

. *)Caretvang tidak perlu,

tolom 5 diisi dengan jumlab rupiah SPP-UR SPP-GLSER-TLSPR-LS [=3ji, Bararg dan

Bendabara Pengeluaran
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F. BEGISTER SEP-URIGLETULLS PRE-SKED

PROVINSIfKABUPATENKOTA*) ......

REGISTER SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS
SHPD: (EA R NIRRT R L]

Balamaa 1
Jumilah SPP
Momoar SPP
No _(Ap}
Llr'l.llt Tanggal LS Uraian LS
P G TU Ga]i [l.arang & UF =l TU Gﬂji [I:lmng-!‘.
1 Jasa Jasa
1 d g g L
|
| |
|
|
| Turrlah
IR - 11 1+, | FR
HMengatahui,
Pangguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PRK-SKPD
[Fanda targany " [kanda wangan)
LETE kA bl fa ' Bl £
NI MIF.

Cara Pengisian :

L. Kolom t diisi dengan nomor Lrut SPP-LIP/SPP-GUYSPP-TLYSPP-LS [ Gaji, Barang dan Jasa).
kolam 2 diisi dengan Tanggal diajukannya SFR-UR/SPR-GU/SFR-TUSPR-LS {Gaji, Barang
dan Jasa).

3. FKolom 3 disidengan Momor SFR-UR/SFR-GUSPR-TUSSPR-LS {Gaji, Barang dan Jasa) vang
diajukan,

4, FKolom 4 dilsidengan eralan SPP yang diaju kan 5PP-URSPR-GLSPR-TUSPP-LS [ Gaji,
Barang dan Jasa},

5. HKalam 5 diisi dengan jumlah rupiah 5PP-LUP/SPP-GLSPR-TLSPP-15 [ Gaji, Barang dan
Jasa},

B, =}Corelvang tidak perlu.
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LAMPIRAM D, XIII :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

MOMOR v 13 TAHUMN 2004
TAMGEAL  : 15 Mei 2006
FORMAT SPM

PROVINSIfHABUPATEMN/KOTA*) ......

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (5PM)

. Belanja Largsing =7}

Farmak :
TAHUN AMGGARAN .vaviemiimnine UG TUSLS
Pl GPM . eerrreeas F
{diisi aleh FRK-54PT]
KUASA BENDAHARS LIMUM DAERAH feipngan-gotangan:
PROVINSI KABLUPATEM  KOTA*) wmianimeess
Supayn menerhiikar SPE0 ketadal
e T T e reppeprttl .| L-aian Jumiah Kelaiangzn
LMo, Rekening)
Beadahars Penceluz-anyRinzk KEHQa *3 .- 1. Iuran Wanh Pogavs
AN i A TR0 e L (P B 5 meei e i e i A T R i R [§Cal e 4]
Hinar Resan: 1 Banak: .. 7] Tahurgzn Perumanan
s - F'eaa'«'l-ﬂ
’JF"I.".'P Vv ibipini -
Ciasar F'eml:aw,.aran.-h-:- dan Targual SAD:
[T T = =t =
l HL'.I:?.:I A Tidak Lamcurg =) Jumilah Pztoanan BB imiviis

Pe*n‘:et.anan nau:la kioda Iu"k-:'un'l
(Kode Fakenirg ;.
(Hele Rekening @,
(RlE Rekening ...

{Kode Rekening -
TRl RERERING 2 i i
[Koze Relaning .
[Kage Regenng ¢
[kark Bexanng ...
[Fade
[k RERBAING e
(Kada RAKEMING I i

(Kods FEFEI'IIFI:'I FETETRTITY

Informasi; (Eidel mengurangd jumian gamsayarsn S0

Tl Uraizn

Jumlah Keslarangan

1, PFN

i PFi

JuTah

Jumlzh ZPM

Uang seumiah;

, tanagal .
“kecEa '*KF'I:-

Jumiah SPP yang Riminta

Momor dan Tanggal 5PF i

‘tarda tangan]

{izrra lengkap)

=] cored yang hiak peru
== Pilih pang sesual

MR

SEM by s2i apad0a teizh o fandetengand dan (istermser olel Kensly R0
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LAMPIRAN D.XIV @ PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
HEOMOR + 13 TAHUN 2006
TANGGAL @ 15 Mei 2006

FORMAT SURAT PENOLAKAN SPM

PROVINSI/KABUPATEN ,." KOTA* }
SHPD .

SURAT PENOLAKAN PENERBITAH SPM

..................... e e

Kepada fth.
Bendahara /PPTHE ....c.oooocicmiinnnn

Momor: ... Jreessite
Lampiran o A R a5 A (i
Paribal s Pengembalian 5PP

Bersama ind terlampir Surat Permintzan Pembayaran Uang  Persadizan/Ganti
Uang/Tambahan Uang dan Langsung (SFR-URPGUTULS) Saudara Momor: .
1anagal e 200,.... dikembazlikan karena fidak memanuhi svarab unbuk diproses,

Adapun kekurangannya sehagai berikut :

|||||||||||||||||||||||||||||||||

................. L anggal .

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

[banda tangan)

[nama lengkap)
MLE
1 Coret vang tidak perdu,
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LAMPIRAN D.XV : PERATURAN MEMTERI DALAM MEGERI
HOMOR v 13 TAHUN 2006
TAMGGAL @ 15 Mel 2006

FORMAT REGISTER SPM
A REGISTER SPM-URMGLETUALS

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ......
REGISTER SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS
SKPD: e
Halaman: . ...
Nomor 5PH J"m{';::,gp”
i:'ll:‘nult Tamggal LS Liraian L5
up Gu TU Gaji Bﬂjmﬂg B P Gu TU Gaji Ba;::g__;
1 2 E| q 5
|
Tuirilah |
ey LN
Menzalabs,
Pengguna Anggaran Kuasa Pengguns Anggaran PPH-5KPD
Ctarela bangan) X (zanda targan
inarna lergkaph (narmg lenakap)

H1E HIA

Cara Pengisian :

1. Kelom 1 diisi dengan nomor Urat SPM-UPSSEM-GUSSEM-TU/SPM-LS {Gaji, Barang dan Jasa).
2. Kelem 2 diisi dengan Tanggal diajukannya SPM-UR/SPM-GLSPM-TU/SPM-LS (Gajl, Barang
dan Jasa),

kolom 3 diisi dengan Namor SPM-UR/SPM-GLSPM-TUSPM-LS [ Gaji, Barang dan Jasa) vang
dizjukan,

4. Eolom 4 diisi dengan uraian SPM yang diajukan SPM-UP/SPM-GLSPM-TUYSPM-LE {Gal,
Barangdan Jasa).

#olom 5 diisi dengan jumiah rupiah SPM-LB/SPM-GUSPM-TUSPM-LS {Gaii, Barang dan Jazal,
) Coretvang bidak perlu.

Lat

_ﬂh Ln

=
L
L




B. REGISTER SURAT PENOLAKAMN PEMERBITAN SPH

PROVINSI/KABUPATENfKOTA®)

REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

3 1
Halaman ... .
Jumilah SPP
Nomor SPP T Rp)
Mo Tanggal |
urut | E | LS Uraian LS
armar
LFp Eu Tu Gaji Barang & Lr Gu LLY) Gaji Barang &
| Jasa Jasa
1 2 3 4 5
|
|
t i
T
'I|,.|'r|.3i'
v tAREGE] o e
Mengetabui,
Pengguna Anggaran fEuass Pengguna Anggaran PRE-SKPD

{Eerrcli banahn)

[rame 1Engkan
T
Cara Pengisian :
1.
ditalak diterbitkannya SPM.
2,
3.
ditzrbitkannya SFM,
q4.  Kolom A diisi dengan draian SPPyang ditolak diterbitkannya 5PM.
5.
ditalak diterbitkannya SPM.
& "iCoretyang Lidak perlu.

Kolomn 2 diisi dengan Tanggal dan nomar surak penolakan penerbitan SPM.
kolorm 3 diisi dengan Namer SPP-UR/SPR-GLSPP-TL/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jaza) yang ditalak

(tanda tangan)

tmami lenakap)

MIP.

Kalam 1 diisi dengan nomar Lrut 5PP-LURSS2P-GUSPE-TW SPE-LE (Gaji, Barang dan Jasa ) vang

Kolom 5 diisi dengan jumnlahb rupiah SEP-URSPR-GLISPR-TUYSER-LS (Gajl, Barang dan Jasal vang
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LAMPIRAMN D.XVI

HOHMOR

TAMGGAL

: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

13 TAHUN 2006
15 Mei 2006

FORMAT SP2D

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**)......

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

(SP2D)

Heriiur 5PM ! Oan:

Tanngal ] Tahun &ngoamn

SEPD i

L Kaoad BUD

Bank | FI5 o

Hundaklah =encaivkan | niemindahbosukan dal basd Resening Kemar o -—

Uanp Sabes RS v [FRrlama § e |

M

K pasa

MPWF

Mo Rewening Bank 4
pank/Fay = !
Hepeiluan Untuk

B 1 |

LLiv) KODE REKENING

URATAN

JUMLAH
=101

1 ]

Jumiah

Painngen-palunyan:

Mo, Uralan (No, Rekening)

Jumlah
LRP)

Ketorangnn

Juran Wajb Pegawal Kepan

Tanunaan 2arunialian Bsganiai

Lo | | =

lirmiah

Inlarmass: §oidak medgusrngd funts i pembayaran SA30)

— 1. | FEH

Ma. Uraian

Jurmlah
(P

Kebarangan

Z Fir

Jurmlah

LP20 yang dibayarkan

Jurmiba pare) Jiminta ] R e T e

Juimlah fabtaroan R iikiniiin e insaimimiss

Jurmlan vang Dibayarkan

darg Sejumlan i

Lanmhar U Bark Yang Dilueuk

Lambar 3 : Paroguna Anggasen/KUasa Farggung Angaaran
Lambar 3 : frsp Kuasa SUD

Lenrbnar 4 Rinek Epepga !

PP NSr SRR 1] 1 ) 1 SRR S SR e
Kuasa Bendabara Uaium Dasrah
{7enda tangan)

friama lerigkap
RTE

Cara Pengisian:
1. Holom !

SKPD diisi dengan nama SKFD,

oD

Momar 3PM diisi dengan Momeor SPM,
Tangoal diisi dengan tanggal SPH.

Dari diisi dengan Kuasa Bendahara Urmum Daerah (Kuasa BUD).
Tahun anggaran diizi dengan tahun anggaran berkenaan,
Bank/Pas diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan SP20.
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LAMPIRAN D.XVII : PERATURAM MEMTERI DALAM MEGERI
NOMOR » 13 TAHUN 2006
TAMGGEAL @ 15 Mel 2006

FORMAT SURAT PEMOLAKAMN SP2D

PROVINSI/KABUPATEN KOTA®) coviirines
SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

..................... 200

...................... r

kepada Yih.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anooaran
di -
Marmar F e e !
Lampiran e AT e SR
Peribal ¢ Pengembalian SEM

Bersama ini terampie Surat Fenntah Membavar Uang Persediaan/Ganti Uang, Tambaban
Lang/Langsung {SPM-LIP/GLTU/LS) Saudara Mamor ... -3 b a - |
200..... dikermmbalikan karena bidak memenuhl syaral untuk diproses. Adapun kekuranganrya
sebacai berikuk :

Cemikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Huasa Bendahara Umum Daerah
rianda tangan)

{nama lengkap]
KIF

=] Caret vang bGdak perlu.
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LAMPIRAN D.XVIII : PERATURAN MENTERI DALAM MEGERI

MOMOR v 13 TAHUN 2006
TaMGGEAL ¢ 15 Mej 2006
FORMAT REGISTER SP2D
A, REGISTER P20
PROVINSI/HABUPATEN/KOTA®) ...
REGISTER SP2D
[EETET) ) |5 L
Nomaor SP2D Jumlt.-g:p!';PiD
I.Tr‘:lt Tanggal !!__ LS Uraian : LS
Lip Gy i Gaji Pq.l;:?g B up Gu TUW Gajl Dur}.;:; E
1 | 3 4 3 —
| Tumlab
................... CEanggal v

Cara Penglsian

Huasa Bendahara Umum Daerah
)

(tanda tangan)

i

nama |engkan)

WIF

I, Kolom 1 diisi dengan nomar Urut SP20 untuk pengeluaran URSGLTLLS {Gaji, Barang dan Jasa)
vang diterbitkan.

2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diterbitkanmya SF20.

3. FKolom 3 diisi dengan Momcr SP2D untuk pengeluaran UP/GUSTLYLS {Gay, Barang dan Jasah yang

diterbitkan.

4. FKolom 4 diisi dengan uraian 3P2D diterbitkan,

5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah 3PZ0 untuk pengeluaran URSGUITLLS (Gaji, Barang dan Jasa)
vang diterbitkan,

G, *)Corelvang tidak perlu,
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B. REGISTES SURAT PENOLAKAMN PEMERBITAN SPRD

Cara Pengisian :

L e B UL I S ol

Kelom 1 diisi danoan nomor urut,

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ..uiv
REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

e Hala=an: .......... _l
Mo, T 18 N [RRY
LI:JL ar-:l'::?r?-;r ;mr Uralan e e Keterangan |

1 2 = a i 5 6 7
Jurilah
................... tanggal i

Kuasa Bendahara Umum Daerah
riandas tangar)

* (nama lengkap)
FIiP

kolom 2 diisidengan tanggal dan nomor surat penolakan penerbitan SF20.
Kplom 3 diisidangan nomoar 5P yvang ditalak,
Eolom 4 diisidengan uralan alasan penerbitan surat penalakan penerbitan 5P20.
Folom 5 diisi dengan jumlah SPM URGLTU vang ditalak penerbitan P20,
kolom & diisi dengan jumilah 5PM LS yang ditolzk penerbitan SP20,

Kolom 7 diisi dengan penjelasan vang diperlukan.

¥ Corel vang bdak perlu.
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. BUEL EAS PEMERIMASM DAN PEMGELUARSM

PROVINSI/KABUPATENfKOTA®]) ...

BUKU KAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Cara Pengisian :

24, 2k S

Kalam 1 diisi dengan nomor urat transaksi penerimaan kas alau pengeluaran kas.

Kolom 2 diisi dengan nemor tanggal transaksi penerimaan kas dan pengeiuaran kas.
Falom 3 diisi dengan uraian nama rekaning,

— Halansan: ...
Nemar r Pangrimpan Pengeluaran
Urut Tanggal Wraian st i
¥
_‘_‘_—‘_‘_—
e
Jumlah
-------------------- cAanggal e

Kuasa Bendahara Umum Daerah

[tanda tangan)

£ 1

rnama lenokap)

MIF

kolom 4 diisidengan jumlah rupizh transaksi penerimaan.
Kalom 5 diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengaluaran kas,
*] Coretvang tidak perlu.
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C. SURAT TANDA SETORAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)..,
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

g . | oAt e et B 00t wpimediient 40
M.
Earap ditcritia uang ses=tnir
|dengan hurat) I
]
Dengan rintias i sehiagai L
Mo Heode Rekening Uraian Rincan Obyek Jumalah

irp)

Uann tarsabut dikerima pada fanggal

Mengotalui,

Bendphpra penerimaan)
Pongguna Anggaran{ Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahach Panerimaan Pembantu

[txnda tangan} (tanda bangan)

{nama lengkap] [nama lengkap}
MIF.

HTP,

[Cafefen: 5T5% nirmpaird Ship Sedasen Opakl

v} Lorol parg Eldak pide

Cara Pengisian,

L, Kolom Kede Rekesing deisi dengan kode rekening seliap ringas cbvek pendapatan;

4. Eeleen Uraiar Rircian Obyyek diisi uraian mama rincian obysk pandapaian;

3. Kelom Jumlah diisi jumlzh nilal mamingl penenmaan sebap rincian covek pendapatan.
Catatan:

o Formulic ime digunaken untuk mepvebor punguizn dacrah (pajak dzersh, retnbusi dan
penenmaan daszh lzinnval,
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C. SURAT TANDA SETORAMN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)...
TANDA BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR BUKTI .....

Talzh rmararima uang Sebasar B, e
(8,3 L TN e S
Zari Mama
TR M .
Selrags pembayaran R e o R T

BanZanaaPansrimann/Benlahirs Parsnimizan FemBantl o e e e et e e

ranggal diterimauzng
Mengatalii,
BOendahara FenerimaanfBendahara Penerinsann Prebanty
[kxnda tangan)
{iama lerakap)
MHIF:
Lemhar Al : Unboi pembagar ! penyeior/ clhak akiga

Sxinan i | Unbux Bendaliam@ Peicmaaiif Besdakara Pembaniu
LSalinan 2 Ao

Kode rekening J'E#;?h
. |
] ) |
Pembayar) Penyetor

[Bancla Larsjan}

(AR LT L=

¥ Corat yaedg ik peslu

Cara Pengisian:

1. " Bandaharz Penarimaan diisi dengan nama berdabara penerimaan dan nama SKP0;
Talah menerima wang diisi dengan jumlah uzng yang diterima darl pihak ketiga, diisi

El

dalam rupiah dan kata-kata;

3. % Mama dan alamat diisi dengan nama dan alamat plhak keliga yang melakukan

pembayvaran

4. © Sebagai pembayaran diisi dengan uraian peruntukkan pembayvaran yang diterima dan

pihak ketigs;

2l

LN

diterima dari pihak kebiga;

& " Tangaelditerima vang diisi dengan tanggal diterimanya vano dari pihak ketiga.

Catatan:

koda rekening diisi dengan kode dan uraian nama rekening atas pembavaran vang

*  Formulir inf digunakan untuk menyetor pungutan dasrah |(pajak daerah, retribusi dan
penerimaan daerah lainnya) dari pembayarpenvetor/pihak ketiga ke bendahare

PEDETITRAN.
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DAFTAR SINGKATAN

= APBD Angaaran Fendapalan dan Belznja Daerah

= SKPD 5ahuan Kerja Perangkat Daerah =

+ SKPKD Satuan Karjg Penoelola Kauzangan

* PPKD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

= BUD Bendahara Umum Dearah

* Kuasa BUD Fuasa Bendahara Umum Dazrah

* PPE-SKPD Pejabat Penatausahaan Keuangan SKED

r PPTE Pejabal Peaksara Teknis Kegialan

*  Unit Kerja Bagizn dan SKPD yang melakzanakan sahy
atau beberapa proaram

s« RPIMD Rancana Pembanguran Jangka Menergah
Dacrak

* RKFD Pencana kerja Pemerintah Dasrah

| = TAPD Tim Angaaran Pemerintzh Dasrah

« KUA Kebirzkan Umum APE

« PPAS Priorilas dan Plafon Angoaras Samertara

* PPA } Priarilas dan Plafon Andcaran

+  REA-SKPD Rencana Karja dan Anggaran SKPD

SILPA Sica Lebib Perhizungan Anagaran
DFA-SKPD Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKFD

* DPA-L SKPD Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutzn
SEPD

* DPPA- SKPD Dokuman  Pelaksanaan Perubahan
Anggaran SKPD

* SPD | Surat Penyediaan Dena

- SPP Surat Permintaan Pembayaran =]

SPP-UP adalah

slrat  Perminlaan  Pembavaran  Uang
Persedizan .

= SPP-GU surat Permintaan Pembayvaran Ganli Uang
Persadizan
* SPP-TU Surat Permintdan Pembiyaran Tambahan
Lang Fersediaan
* SPP-LS surat Permintaan Pembayaran Langsung
' 5PM Surat Ferintah Membayar
SPM-UP Surat Ferintzh Membayar Uang Persadiaan
« SPP-GU surat Ferintah  Membayar Gano  Uang
Fersediaan
= SPP-TU surat Permtah Mambayer Tambaban Uzng
il Persediaan
s« SPM-LS aurat Parint@n Membayar Langsung
» SPa2D Surat Perintah Fercairmn Dana
- BLUD Badan Layanan Unum Daerah
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H BAB XI

PENUTUP

Dengan adanya Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2007 ini, Pengelola Kegiatan dapat segera melaksanakan
kegiatan-kegiatan Anggsran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara

lzhun 2007 dengan telap memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku,

Ditetapkan di Jepara
pada tangaal 30 Desember 2006

WAKIL BUPATI JEPARA,

N ‘f'jfﬁ_ ALI IRFAN MUKHTAR
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